PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat
dan responsif, diperlukan standar operasional prosedur
administrasi  pemerintahan yang sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan dinamika pelayanan
publik;

bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita



Menetapkan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 824);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476)
ditambahkan angka 109 sampai dengan angka 169 sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal g juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

C H#KUMHAMPASTI

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 479



LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penyusunan Rencana Biro Hubungan
109. /| 01 Tahun 2022 Pelaksarf;;n Pengadaan Masyarakat%ian Umum
SOP Persiapan Pengadaan
Barang dan Jasa di
Lingkungan Badan Biro Hubungan
110. | 02 Tahun 2022 Nasional Pencarian dan Masyarakat dan Umum
Pertolongan (Basarnas)
Pusat
SOP Persiapan Pengadaan
Barang dan Jasa di
Lingkungan Badan Biro Hubungan
111. | 03 Tahun 2022 Nasional Pencarian dan Masyarakat dan Umum
Pertolongan (Basarnas)
UPT
SOP Permintaan Biro Perencanaan dan
112. 4 Tahun 2022 [Pembayaran LS Pihak
Keuangan
Bendahara
SOP Permintaan Biro Perencanaan dan
113. 5 Tahun 2022 [Pembayaran LS Pihak K
. euangan
Ketiga
SOP Permohonan
Mutasi/Pindah Pegawai
atas Permintaan Sendiri  Biro Kepegawaian,
114. | 06 Tahun 2022 jantar unit kerja di Organisasi dan Tata
lingkungan Badan Laksana
Nasional Pencarian dan
Pertolongan
SOP Pengadaan Biro Hubungan
115. | 07 Tahun 2022 Barang/ §asa Masyarakat%an Umum
SOP Revisi Kewenangan  [Biro Perencanaan dan
116. | 01 Tahun 2023 Dit. PA DJPB - Kemenkeu [Keuangan
117. | 02 Tahun 2023 SOP Revisi Anggaran Biro Perencanaan dan
Kewenangan KPA Keuangan
118. | 03 Tahun 2023 SOP Laporan Hasil Analisa Biro Perencanaan dan
Revisi Anggaran Keuangan
119. | 04 Tahun 2023 [|SOP Revisi Anggaran Biro Perencanaan dan
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NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
Kewenangan Kanwil Keuangan
120. | 05 Tahun 2023 SOP Revisi Kewenangan  |Biro Perencanaan dan
DJA Keuangan
121. | 06 Tahun 2023 SOP Pgnyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Alokasi Anggaran Keuangan
122. | 07 Tahun 2023 SOP Penyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Anggaran Keuangan
123. | 08 Tahun 2023 SOI? Pepyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Indikatif Keuangan
124. | 09 Tahun 2023 SOP Penyusunan Pagu Biro Perencanaan dan
Kebutuhan Keuangan
SOP Perencanaan
Pengadaan di lingkungan [Biro Hubungan
125. 10 Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian [Masyarakat dan Umum
dan Pertolongan
SOP Persiapan Pengadaan [Biro Hubungan
126. | 11 Tahun 2023 melalui E-Purchasing Masyarakat dan Umum
. Biro Kepegawaian,
127. 12 Tahun 2023 SOP Usulan Penyesuaian Organisasi dan Tata
TRT
Laksana
. Biro Kepegawaian,
128. 13 Tahun 2023 SOP Kenaikan Pangkat Organisasi dan Tata
Reguler
Laksana
. Biro Kepegawaian,
129. 14 Tahun 2023 SOP Usulan PenS} un atas Organisasi dan Tata
Permintaan Sendiri
Laksana
. Biro Kepegawaian,
130. | 15 Tahun 2023 SOP Usulan Pensiun PNS Organisasi dan Tata
BUP
Laksana
Biro Kepegawaian,
131. | 16 Tahun 2023 |SOP Permohonan Cuti Organisasi dan Tata
Laksana
SOP Usulan Penyusunan [Biro Kepegawaian,
132. | 17 Tahun 2023 [Regulasi Bidang Organisasi dan Tata
Kepegawaian dan Ortala [Laksana
Biro Kepegawaian,
133. 18 Tahun 2023 SOP Permphonan Data Organisasi dan Tata
Kepegawaian
Laksana
Biro Kepegawaian,
134. 19 Tahun 2023 SOP.Peljlgangkatan CPNS Organisasi dan Tata
menjadi PNS
Laksana
SOP Permohonan . .
Mutasi/Pindah Pegawai Biro Kepegawaian,
135. | 20 Tahun 2023 . .. Organisasi dan Tata
atas Permintaan Sendiri Laksana
Antar Unit Kerja
Biro Kepegawaian,
136. | 21 Tahun 2023 SOP Usulan Penawaran. Organisasi dan Tata
Beasiswa ke Luar Negeri
Laksana
. Biro Kepegawaian,
137. | 22 Tahun 2023 SOP Penawargn Beasiswa Organisasi dan Tata
ke Luar Negeri
Laksana
Biro Kepegawaian,
138. | 23 Tahun 2023 [SOP Kenaikan Gaji Berkala|Organisasi dan Tata

Laksana
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NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penataan Organisasi [Biro Kepegawaian,
139. | 24 Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian |Organisasi dan Tata
dan Pertolongan Laksana
Biro Kepegawaian,
140. | 25 Tahun 2023 SOP Penpantuman Gelar Organisasi dan Tata
Akademik
Laksana
SOP Pelayanan Usulan Biro Kepegawaian,
141. | 26 Tahun 2023 [Pembuatan Karpeg, Karis, |Organisasi dan Tata
dan Karsu Laksana
: . |Biro Kepegawaian,
142. | 27 Tahun 2023 SOP ngas Belajar Belajar Organisasi dan Tata
Mandiri
Laksana
SOP Pengumpulan Data
143. | 01 Tahun 2024 [inerja dan Pengukuran Pusat Da.t a dan
L [Informasi
Kinerja
144. | 02 Tahun 2024 SQP Penyusunan Laporan [Pusat Da‘ta dan
Kinerja Informasi
SOP Standar pelayanan Kantor Pencarian dan
145. | 03 Tahun 2024 jpermohonan penempatan
Pertolongan Semarang
tugas praktek
146. | 04 Tahun 2024 SOP St.andar Pelayanan Kantor Pencarian dan
Pencarian dan Pertolongan Pertolongan Semarang
SOP Standar Pelayanan Kantor Pencarian dan
147. | 05 Tahun 2024 permohonan informasi
. Pertolongan Semarang
pencarian dan pertolongan
SOP Standar pelayanan Kantor Pencarian dan
148. | 06 Tahun 2024 pelatihan pencarian dan
Pertolongan Semarang
pertolongan
149. | 07 Tahun 2024 [SOP Pelaporan Gratifikasi Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang
150. | 08 Tahun 2024 [|SOP penyusunan RTP-SPIP Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang
SOP Penerimaan Berita Direktorat
151. | 09 Tahun 2024 pada Emergency Call 115 [Kesiapsiagaan
SOP Aktivasi Tim Inasar di Direktorat
152. 10 Tahun 2024 [Basarnas Command . .
Kesiapsiagaan
Centre
153. | 11 Tahun 2024 SOP V§r1ﬁkas1 Berita D1re.kt01jat
Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan
SOP Penanganan Informasi Direktorat
154. 12 Tahun 2024 [Kedaruratan Pesawat . .
Kesiapsiagaan
Udara
SOP Penanganan
155, 13 Tahun 2024 Marabahaya DSC di Dlre?kto?at
Basarnas Commad Center Kesiapsiagaan
(BCC)
SOP Penanganan
156. | 14 Tahun 2024 Marabahaya ELT di Dlrejktmjat
Basarnas Commad Center Kesiapsiagaan
(BCC)
SOP Penanganan
157, 15 Tahun 2024 Marabahaya EPIRB di Dlretktmjat
Basarnas Command Kesiapsiagaan

Center (BCC)




NO NOMOR SOP NAMA SOP UNIT KERJA
SOP Penanganan
158. | 16 Tahun 2024 Marabahaya PLB di Dlre'kto1jat
Basarnas Command Kesiapsiagaan
Center (BCC)
SOP Penanganan Berita Direktorat
159. | 17 Tahun 2024 [Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiasaan
di BCC Pe1ag
SOP Penunjukan Direktorat
160. 18 Tahun 2024 [Koordinator Misi Pencarian . .
Kesiapsiagaan
dan Pertolongan
SOP Proses Utama Biro Hubungan
161. 19 Tahun 2024 Barang/Jasa Masyarakat dan Umum
SOP Pemelihan Penyedia [Biro Hubungan
162. | 20 Tahun 2024 Barang/Jasa Masyarakat dan Umum
SOP Tender Biro Hubungan
163. | 21 Tahun 2024 [Pascakualifikasi Harga &
. Masyarakat dan Umum
Terendah Sistem Gugur
SOP Pemilihan Penyedia Biro Hubunean
164. | 22 Tahun 2024 |Melalui E-Purchasing Jenis &
. . Masyarakat dan Umum
Pekerjaan Kontruksi
SOP Pemilihan Penyedia Biro Hubunean
165. | 23 Tahun 2024 melalui E-Purchasing Jenis &
. Masyarakat dan Umum
Barang/Jasa Lainnya
SOP Registrasi dan Biro Hubungan
166. | 24 Tahun 2024 Verifikasi Pelaku Usaha Masyarakat dan Umum
SOP Analisis Ketersediaan [Biro Hubungan
167. | 25 Tahun 2024 Pelaku Usaha Masyarakat dan Umum
SOP Pengelolaan Risiko Biro Hubungan
168. | 26 Tahun 2024 Pengadaan Barang/Jasa |Masyarakat dan Umum
169. | 27 Tahun 2024 SOP Pengelolaan Kinerja [Biro Hubungan

Pengadaan Barang/Jasa

Masyarakat dan Umum

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII




TAHUN 2022
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SOP PERENCANAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

Kegiatan

Keterangan

Mengusulkan nama calon PPK dan Pejabat
Pengadaan serta Tim Teknis untuk
melaksanakan perencanaan pengadaan
barang/jasa

Pelaksanaan Mutu Baku
KPA PA PPK Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output
1. Surat Usulan 60 1. Surat Usulan
2. Daftar Isian menit |2. Daftar Isian Pengguna
Pengguna Anggaran
Anggaran

DIPA diperlukan proses
pengusulan Calon PPK
dan Pejabat pengadaan

1. Surat Usulan

Sekretariat KPA

2 [Menetapkan PPK dan menetapkan pejabat 60 SK Pengangkatan PPK,
pengadaan serta tim teknis untuk 2. Daftar Isian menit |Pejabat Pengadaan dan Tim
melaksanakan perencanaan pengadaan Pengguna Teknis
barang/jasa Anggaran

3 |Melakukan koordinasi dengan UKPBJ SK Pengangkatan 300 |Surat Permohonan Asistensi |[Formulir terlampir;
untuk inventarisasi dan asistensi| PPK, Pejabat menit |rencana pengadaan
penyusunan perencanaan pengadaan Pengadaan dan

Tim Teknis

4 [Menunjuk PPBJ untuk melaksanakan Surat Permohonan 60 SPRIN Penunjukkan JF PPBJ |PP8l

asistensi perencanaan pengadaan Asistensi dari Unit | menit 1. Tim Teknis
2. Tim Ahli

Kerja

3, Tim Pendukung (Set
PPK)

PPBI dapat menjadi TIM
ahli dan Tim Teknis di
Paket yang berbeda
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Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
KPA PA Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output
5 |Membantu PPK dalam melaksanakan Sprint Penunjukan| 1500 |Laporan Asistensi proses identifikasi:
perencanaan pengadaan. JF PPBJ menit |Perencanaan Pengadaan 1. biaya pengadaan
2. jumiah kebutuhan
3. penempatan
4. masa pelaksanaan
5. metode pemilihan
|Menyusun perencanaan
pengadaan:
1. 1) Spesifikasi Teknis /
|KAK
6 |Menyusun rencana Pengadaan 1. Laporan 1500 |Konsep Rencana Umum 2) HPS
Barang/Jasa berdasarkan Renstra, Asistensi menit |Pengadaan 3) Pemaketan
Perencanaan Surat ke KPA 4) Rencana Jadwal
TIDAK Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Database BMN
3. Peta
penempatan
Sarana
4. Renstra
7 |Memeriksa Rencana Umum Pengadaan Konsep Rencana 30 Konsep Rencana Umum Jiika setuju PA/KPA
(RUP) v Umum Pengadaan | menit |Pengadaan menetapkan dan
Surat ke KPA mengumumkan SIRUP,
Jiika tidak PPK merevisi
rencana umum
pengadaan
YA
8 |Menentapkan dan mengumumkan Konsep Rencana 300 |Rencana Umum Pengadaan 1. Rencana Jadwal
Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Umum Pengadaan | menit 2. Pagu Anggaran

SIRUP

|3. spesifikasi Teknis/KAK
4. Daftar Paket PBJ

Arsip didokumentasikan
oleh Arsiparis UKPBJ
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SOP PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) PUSAT

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Unit Pe | Keterangan
KP,
B I J PA/KPA PFK Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output
1 |Permohonan pelaksanaan Pengadaan 1. Surat unit kerja Eselon | 60 1. Surat Permohonan Unit Pengguna
Barang/Jasa 2. dokumen persiapan menit |pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pusat
Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa adalah Eselon |
melalui Penyedia (HPS, 2. Dokumen persiapan
ISpektek, Rancangan Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia (HPS,
Spektek, Rancangan Kontrak)
2 |Mengarahkan PPK dan Ka. UKPBJ untuk 1. Surat Permohonan 60 1. Surat tindak lanjut
Tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan pelaksanaan Pengadaan menit |pelaksanaan PBJ
Barang/ Jasa Barang/Jasa 2. Surat / Nota Dinas
2. Dokumen persiapan Persiapan Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa 3. Dokumen persiapan
melalui Penyedia (HPS, Pengadaan Barang/Jasa
Spektek, Rancangan Kontrak) melalui Penyedia (HPS,
L Spektek, Rancangan Kontrak)
3 |Permintaan pemilihan Penyedia dari PPK 1. Surat tindak lanjut 300 1. Surat delegasi Sural delegasi dari Ka
pelaksanaan PBJ menit |2. dokumen persiapan UKFBJ ke PPBJ

bersama Ka. UKPBJ yang dilampiri
dokumen persiapan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia

2. Surat / Nota Dinas
Persiapan Pengadaan

3. Surat/ Nota dinas
permintaan pemilihan
penyedia ke KA. UKPBJ :
dokumen persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia (HPS,
Spektek, Rancangan Kontrak)

Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia (HPS,
Spektek, Rancangan Kontrak)

Nota Dinas
- SK Pokja
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No

Kegiatan

Mutu Baku

Unit Pewnll

Barang/ Jasa

PA/KPA

Kepala UKPBJ

:

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Reviu persiapan pengadaan, penetapan
persyaratan Penyedia, Penctapan jadwal
pemilihan; dan penetapan dokumen
pemilihan, spesifikasi teknis/Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan
Sendiri, Rancangan Kontrak, dll bersama
PPK dan dokumen disetujui oleh PPK

1. Surat delegasi

2. dokumen persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia (HPS,
ISpcktek, Rancangan Kontrak)

600
menit

Laporan Hasil Reviu

a.Merek
b.Standarisasi (SN1
dan Produk ramah
lingkungan)
c.Sampel
d.Spesifikasi Teknik
e.Spesifikasi
komposisi
f.Spesifikasi
[fungsi/kinerja
g.Spesifikasi jumlah
h.Spesifikasi waktu
i.Produk dalam
Negeri (TKDN+BMP
minimal 40%)*

a.Tim Teknis
|b.Tim ahli/ tenaga
ahli

c.Tim
pendukung/tenaga
pendukung

Proses reviu
dilakukan PPBJ
|bersama PPK dan
diserujui FPK

Melaksanakan pemilihan penyedia

Laporan Hasil Reviu

600
menit

‘l. Berita Acara Hasil Rapat

Persiapan Pemilihan Penyedia.

2. Dokumen Pemilihan
3. Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia
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SOP PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) PUSAT

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
KPA UPT PA/EPA PPK Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output
1 |Permohonan pelaksanaan Pengadaan 1. Surat unit kerja Eselon [ 60 1. Surat Permohonan Unit Pengguna
Barang/Jasa 2. dokumen persiapan menit |pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pusat
Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa adalah KPA UPT
|rrmlalui Penyedia (HPS, 2. Dokumen persiapan
Spektek, Rancangan Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia (HPS,
Spekiek, Rancangan Kontrak)
2 [Mengarahkan PPK dan Ka. UKPBJ untuk] L 1. Surat Permohonan 60 1. Surat tindak lanjut
Tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan pelaksanaan Pengadaan menit  |pelaksanaan PBJ
JBm’ang/ Jasa — Barang/Jasa 2, Surat / Nota Dinas
2. Dokumen persiapan Persiapan Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa 3. Dokumen persiapan
|melalui Penyedia (HPS, Pengadaan Barang/Jasa
|Spektek, Rancangan Kontrak) melalui Penvedia (HPS,
Spektek, Rancangan Kontrak)

3 |Permintaan pemilihan Penyedia dari PPK] 1. Surat tindak lanjut 300 1. Surat delegasi [Sural delegasi dari Ka
bersama Ka. UKPBJ yang dilampiri pelaksanaan PBJ menit |2. dokumen persiapan UKPBJ ke PPBJ
dokumen persiapan Pengadaan| 2. Surat / Nota Dinas Pengadaan Barang/Jasa Nota Dinas

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia (HPS, - 8K Pokja

Barang/.Jasa melalui Penyedia

3. Surat/ Nota dinas
permintaan pemilihan
penyedia ke KA, UKPBJ :
dokumen persiapan Pengadaan
Barang/.Jasa melalui Penyedia
(HPS, Spektek, Rancangan
Kontrak)

Spektek, Rancangan Kontrak)
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No

Mutu Baku

Kegiatan

KPA UPT

PA/EPA

Kepala UKPBJ

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Reviu persiapan pengadaan, penetapan
persyaratan Penyedia, Penetapan jadwal
pemilihan; dan penetapan dokumen
pemilihan, spesifikasi teknis/Kerangka
Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan
|Sendiri, Rancangan Kontrak, dll bersamal
PPK dan dokumen disetujui oleh PPK

[

1. Surat delegasi

2. dokumen persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
|melalui Penyedia (HPS,

iSpeklek, Rancangan Kontrak)

menit

S
600

'L-Bporu.n Hasil Reviu

a.Merek
b.Standarisasi (SNI
dan Produk ramah
lingkungan)
c.Sampel
d.spesifikasi Teknik
c.spesifikasi
komposisi
|f.so¢'siﬁkasi

fungsi/kinerja
g.Spesifikasi jumlah
h.Spesifikasi waktu
i.Produk dalam
Negeri (TKDN+BMP
minimal 40%)*

a.Tim Teknis

b.Tim ahli/ tenaga
ahli

c.Tim
pendukung/tenaga
pendukung

proses reviu
dilakukan PPBJ
bersama PPK dan
disctujui PPK

Melaksanakan pemilihan penyedia

Laporan Hasil Reviu

600
menit

‘1. Berita Acara Hasil Rapat

2. Dokumen Pemilihan
3. Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia

Persiapan Pemilihan Penyedia.
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BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BASARNAS

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP 4 Tahun 2022

TANGGAL
PEMBUATAN

TANGGAL REVISI =

£ Juni 2022

TANGGAL
EFEKTIF

DISUSUN OLEH KEUANGAN

Juni 2022

DISAHKAN OLE

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia  Nomar 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Negara ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor. 113/PMK. 05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri |
dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Badan SAR Nasional;

Peraturan  Kepala Badan  Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 8
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Kepala Badan  Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 16
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1. Mampu melaksanakan di bidang Keuangan serta |
mengetahui peraturan tentang keuangan,

2. Mampu dan memimpin dan mengoordinasikan |
seluruh kegiatan ULP dalam kaitannya dengan PPK; |

3. Pojka ULP mampu memeriksa kelengkapan
dokumen draft RPP dan berkoordinasi dengan PPK

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Aplikasi SAKTI: |

2. Internet/ Scanner/Printer/ Komputer ;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila

SOP tidak dilaksanakan maka

terhambatnya proses pembayaran.

1. Nota Dinas

2. Kelengkapan Pendukung Dokumen
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SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PTHAK BENDAHARA
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Menyiapkan kelengkapan dokumen - ) : - D I -f-- -- - — -} -
pembayaran
emériksa kelengakapan dokumen o ENEl B i 1 - = - e T e = T - e
permintann pembayaran sebagad referensi "
rekomendasi perseyujuan PPK
3 |Memeriksa dan Menandatangani _ ] 4
Kelengkapan Dokumen Permintaan ) A “ TIDAK |- - - . - N I N
Fembayaran
TIDAK
YA
4 |melakutean verifikasi administrasi
dokumen permintaan pembayaran LS
Ketiga yang diunggah di drive
~
5 |Melakukan pengujian dokumen
permintzan pembayaran LS Ketiga yang .
telak diverifiknsi
TIDAK
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6 |Melakukan pendataan dokumen

permintaanpembayaran yang lelah - - . R

dilakukan pengujian oleh PPSPM

PR vy, . =
7-={Memeriked; menelanh dokumen - : - ) .0 - = - - - - . — .

permintaan pembayaran yang tclah

dilakukan PPSPM dan menandatangani

surat persetujuan pembayeran untuk
selanjutnya sebagai dasar penginputan ke
dalam sistem

& Menginput dokumen permintaan
pembayaran yang telah dsetujui oleh KPA,
mencelak SPP yang telah disetujui PP TIDAX
melalui mekanisme OTP SPP, mencetak
SPM dan mengunggah dekumen
pendukung catat SP2D

9 [Melakukan pengecekan OTP data suplier,
OTP SPP, scbelum disetujui, create ADK

SPP dan menandawangani SPP yang telah Barkoardinash terkait
dicewnk olch Operater Permbayoran oTP 5PP
dan menyampaikan
dokumen 5PP

YA

10 |Melakukan pengecekan OTP SPM dari
operator peoibayaran, menandatangani
SPM dan create ADK SPM.

11, |Melakuvkan proses validasi permintaan
pembayaran
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12. |Melakukan rencana perbayaran kepada
penyediabarang/fasa, PNS/non PNS
dengan metode MCM . - - .
TIDAK
. — T — T I Y O b e B e el d S - s - U o — - — = -
13, |Mslakukan penpecekan QTP dari proses

MCM Bendahara pengeluaran sehelum
disetujui

YA

14, |Menerima dan mengecek pembayaran dari
bendahara pengeluaran
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BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BASARNAS

SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR SOP ‘ ¢ Tahun 2022
TANGGAL o
PEMBUATAN 16 Juni 2022

TANGGAL REVISI | g

e e i

TANGGAL Juni 2022

EFEKTIF

DISUSUN OLEH

DISAHKAN OLEH

PEMBAYARAN LS PIHAK

NAMA SOP
| KETIGA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomar, 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Negara ,

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor.  113/PMK.  05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabal Negara , Pegawal Negeri ,
dan Pegawai Tidak Tetap

Peraturan Kabasarnas Nomor @ PK 16
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Badan SAR Nasional.

Peraturan Kepala Badan  Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 8
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan,

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Kepala Badan  Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 16
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

1. Mampu melaksanakan di bidang Keuangar seria
mengetahui peraturan tentang keuangan

2. Mampu serta memimpin dan mengoordinasikan
seluruh kegiatan ULP dalam kaitannya cengan PPK

3. Pojka ULP mampu memeriksa Kkelengkapan
dokumen draft RPP dan berkcerdinas' dengan PPK

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Aplikasi SAKTI,
2. Internel/ Scanner/Printer/ Komputer

PERINGATAN

Bila SOP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

tidak dilaksanékan maka

terhambatnya proses pembayaran

1. Nota Dinas;
2. Kelengkapan Pendukung Dokumean
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SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

- = s g - Pelaksanasn ‘Matn Bakn
Ho Heglatan
Peluksann Administrator
¢ FPE PPH Verifikator PPSPM KPA KPA Waktn Output
T r keelenghapan cok 1 Surar Usulan B0 1. Surat Unulan
pembayaran menit
7 |Memerikaa kelengakapan dokumen e P ———— 1 Surat Usulan 60 |1 Sura Usulan
per pe sebagm refer memt |2 Drapomm
|rekomendas: perseyuuan PPR
3 |Memeriksa dan Menandatangam " 1 Disposist 300 |1 Surar Lsulan
Kelenghupan Dokumen Permintann TIDAK ' 2 Sural Usulsh menit |2 Disposini
Pembayaran s
TIDAK
7 i
AR, |
4 |Melakukan wenlikas adminstras : |. [haposm &0 Surat Usulan
doRkumen permuntaan pembavaran LS [ 2. Sursr Usulan menil
Heuga yang diunggab di dove
|
TIDAK
l |
— WA
| |
3 Jukan pengujian dok : .
permintaan pembavaran LS Ketgs vang : |
telab diverifikas:
| TIDAR
YA = =
#  [Melakukan pencdatas dokamen
perman taanpembayacan vang 1elak |
dilakukan pengupan oleh FPSEM |
T |Memeriksa menclash dokumen |
FermIntaan pembayarmn vang telnh
ditakukan PPEPM dan menandatangan:
FUTE] P wet b pemibavnran uniuk
AnyutAyA sebaga dasar p=figinputarn ke
s
= [ sislakmariakan ek Tt
ol imen pengadain
TilAR




Felaksanann Muts Baka
No Regiatan i
Pelaksana Administrator
= : Sekretariat PPK Verifilator PPSPM
Kegiatan KPA RPA Operator Pembayaran Waktu Cutput
9 |Melakukan pengecekan OTP data supher, |
OTF SPP, sehelum disetupu, create ADK |
BPP dan menandatangani SPP yang telan | [ e———
dicetak oleh Cperator Pembavaran e ey
A e N
Dok urmen
—— =N 1
o M " per

| prmbayaran yang telah daetuju oleh KPA

mencetak SPP vang telah disetuju PP
melalui mek OTP SPP. b
SPM dan mengunggah dokumen

| pendukung catar SFID

[Sielakuran pengetWin GTF 5PM dan

Lin ¥ Y 3
SPM dan creame ADK SPM
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BADAN NASIONAL

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SEKRETARIS UTAMA

BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM

NOMOR SOP | 06 Tahun 2022

TANGGAL

RS AEIAR 29 September 2022

TANGGAL

REVISI

DISUSUN

OLEH Biro Hukum dan Kepegawaian

e Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian

DISAHKAN

OLEH : !

Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

SOP Permohonan Mutasi/Pindah
Pegawai Atas Permintaan Sendiri
NAMA SOP Antar Unit Kerja di Lingkungan
Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang Undang Nomor : 5
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor : 17 Tahun
2022;

Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan

Mutasi;
Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan

Pertolongan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

Nomor 8 Tahun 2020 tentang

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan
tentang  pelaksanaan proses  permohonan

mutasi/pindah pegawai atas permintaan sendiri;

: |2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Pemerintahan.
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Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

5. Peraturan Badan  Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Republik Indonesia Nomor : 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor : 16 Tahun
2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan;

6. Peraturan Badan  Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Republik Indonesia Nomor : 2
Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan;

7. Pedoman Pola Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan  Pertolongan
Nomor : PED- 3 Tahun 2021.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- 1. Lembar kerja, printer/scanner, jaringan internet;
2. Surat pemberitahuan mutasi dan Dberkas
persyaratan mutasi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP tidak dilaksanakan maka
proses permohonan mutasi/pindah
pegawai atas permintaan sendiri

tidak sesuai prosedur.

1. Data pemohon dan berkas pengajuan disimpan

sebagai data elektronik dan arsip.
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SOP PERMOHONAN MUTASI/PINDAH PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI ANTAR UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- Eelepghkapan ‘Outpat T
Mengajukan  surat  permohonan ok ot 1. Surat Permohonan TS meatt 1. Surat Permohonan
mutasi/ pindah pegawai | | dak setuju 2. Berkas-berkas: 2. Berkas-berkas: Surat
Surat Pernyataan tidalk Pernyatzan Hdak
eedang menjalani sedang menjalani
hukuman disiplin, Surat hukuman disiplin, Surat
Pernyatzan tidak sedang Pernyataen tidak
menjalani tugas belajar, sedang menjalani tugas
dan surat pernyataan tidak |belajar, dan surat
tersangkut hutang putang pernyataan tidak
tersangkut hutang
putang
Menelaah atas permohonan 1. Surat Permohanan 15 menit |1.3urat permohonan
mutasifpindah pegawai  jika setuju, 2, Berkas-berkasg: 2. Berkns persyaratan
maka wmembuat surat permohonan |Sutat Pernyataan ddal 3.Surat Pengantar
mutasilpindahm al;p:gawaj. Jika htidak "\ Disetujui ;edang me:ilarﬁ Surat
setuju Permonanan L ukuman pUr, Sural
mutasi/pindah pegawai tidak disetujul ~ Pernyatazn tidak sedang
menjalani tugas belajar,
dan surat pernyataen tidek
tersanghkut butang putang
Menerima dan menelash pengajuan 1.Surat permohonan lhari |[1.Surat permochonan
surat permohonan  mutasi/pindah 2. Berkaa pergyaratan 2. Berkas perayaratan
pegawai serta mengarablkan untuk 3.Surat Pengantar 3.3urat Pengantar
diproses dan ditindalklanjut I 4. Disposisi
1.8urat permohonan 30 menit |1.Surat permohonan

surat  permchonan  mutasifpindah

pegawai dan mengarahkan untuk di
proses lebih lanjut

Menerima dan menelaah pengajuanl

L

2. Berkas persynratan
3.Surat Pengantar
4. Disposisi

2. Berkas persyaratan
3.5urat Pengantar
4. Disposisi
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AT L Tuju Kepégawaian | Kepegiwaion J i '
d;

5 |Menerima gerta memerikaa kelengkapan 1.Surat permohonan 15 menit |1.3urat permohonan |Dilibat dari
berkas dan verifikasi surat 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan  |kebutuhan dan
permohenan mutasi/pindah  pegawai. 3.Surat Pengantar 3.8urat Pengantar peta jabatan,
Jika  persyaratan  sesuai, maka Syarat Tidak Sesuat 4, Dispcsisi 4. Konsep Surat jilca, terdapat
menyiapkan konsep surat konﬁrmasih Konfirmasi Mutasi fabatan yang
mutasi/pindah  pegawai dan jika Pegawsi kosong
persyaratan  fidek  seaumi, maka 5. Konsep Sumt
menyiapkan konsep surat balasan tddaki Syarat sesuai iBalnsan Tidak Disetujui
disetujui

6 |Menerima konsep surat konfirmasi 1. Surat Konfivmasi Mutasi| 15 menit |1 Surat Pengantar
|routasi/pindah  pegawai dan jike Pegawai 2, Surat Persetujuan
disetujui membuat surat persetujuan) Tidak 2. Surat Pengantar Mutasi
mutasi/pindeh pegawai, jika tidak; ) 4 Diseeujud 3. Surat Persetujuan 4. Surat Penolakan
disetujui membuat surat = pecclakan < ~ Mutasi Mutast
mutasif pindah pegawai / 4. Surat Penolakan Mutasi

[Disctujui

7 |Menerima surat persettijuan 1. Surat Pengantar 15 menit |1. Surat Pengantar
mutast/pindah pegawai serta 2. Surat Perserujuan 2, Surat Persetujuan
mengarahkan untuk di proses lebih I I Mutasi Mutasi
lanjut 3. Diapoaiai

8 [Menerima surat persetujuan 1, Surat Pengantar IS5 menit |1, Surat Pengantar
mutasi/pindah pegawai serta 2. Surat Persetujuan 2. Surat Persetujuan
mengarahkan untuk membuat kensep J Mutasi Mutasi
SK Mutasi/pindah pegawai ) | 3. Disposiai 3. Disposisi

§ |Membuat konsep SK Mutasi/pindahl ; 1. Surat Pengantar 15 menit |Konsep SK Mutasi
pegawad | 2, Surat Persetuyjuan

Mutasi
3. Disposiai

10 |Menandatangani konsep SK Mutasi] Konsep SK Mutasi 15 menit JSK Mutesi
/pindah pepawai serta mengarabhkan
untuk mendistribusikan

11 iMendistrishusilan SK Mutasifpindah 1 SK Mutasi 15 menit [1. 5K Mutasi
pegawai dan mendokumentasikannya w 2. Tanda Terima

12 |Menerima SK Mutasi ’ 1, 5K Mutasi 1. SK Mutasi

2. Tanda Terima 2. Tanda Terima
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BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIS UTAMA

NOMOR SOP OF Tahun 2022
TANGGAL

ktober 2022
PEMBUATAN {4 Plkoter

TANGGAL REVISI >

TANGGAL
EFEKTIF

Oktober 2022

DISAHKAN OLEH

Kepala Biro Umum

"Riyadi., S.80s., M.M.

BIRO UMUM AP. 196306271983031002
- 4
NAMA SOP SOP Pengadaan Barang/Jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Kepala Badan Nasional | 1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna
Pencarian dan Pertolongan Republik Anggaran (KPA) mampu melaksanakan
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 penganggaran, menetapkan rencana umum
tentang Perubahan Atas Peraturan pengadaan, sampai dengan menerima hasil
Badan  Nasional Pencarian dan pekerjaan/pengiriman barang.
Pertolongan  Republik Indonesia | 2 pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
'g;rzlﬁlg g;i?;ﬁ?m g:;lcaE;? Kggﬁ. a. Mampu menyusun perencanaan pengadaan
Pertolongan b. Mampu melaksanakan persiapan
2. Peraturan Badan Nasional Pencarian progadann ! ]
dan Pertolongan Republik Indonesia ¢. Mampu mengendalikan kontrak, sampai
Nomor 5 Tahun 2019 tentang dengan penyampaian hasil pekerjaan/
Organisasi dan Tata Kerja Kantor pengiriman barang
Pencarian dan Pertolongan d. Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa

3. Perban 2 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan

4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor: PK.16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR
Nasional.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

8. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  melalui

Penyedia.

pemerintah

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) :

a.

b.

Mampu melaksanakan persiapan pemilihan
penyedia

Mampu melaksanakan pemilihan penyedia,
sampai dengan hasil pemilihan penyedia
Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa
pemerintah.
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KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana 1. DIPA, RKA-KL, Renstra
Pelaksanaan Pengadaan 2. Rencana Umum Pengadaan (RUP}
2. SOP Persiapan Pengadaan 3. Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan
3. Instruksi Kerja Pemilihan Penyedia 4. Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP)
5. Dokumen Pemilihan Penyedia
6. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
7. Kontrak
8. Berita Acara Serah Terima
9, Laporan Pengadaan Barang/Jasa
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses |1. Berkas-berkas Perencanaan Pengadaan dan
Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai Laporan Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan
prosedur didata dalam berkas kearsipan Sekretariat
PA/KPA,
2, Berkas-berkas Dokumen Perencanaan

Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan
(DPP), Dokumen Kontrak, dan Dokumen
Laporan Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan manual
dalam berkas kearsipan Sekretariat PPK.

3. Copy ©berkas-berkas Dokumen Persiapan
Pengadaan (DPP} dan Dokumen Pemilihan
Penyedia dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
PPBJ UKPBJ, serta tersimpan dalam Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
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No

Kegiatan

Pelaksanaan

Mutu Bakn

PA/KPA

Waktu

Output

Keterangan

Menyusurn perencanaan
Pengadaan Barang/.Jasa

1. DIPA
2. RKA-KL
3. Renstra

900 menit

1. Konsep Rencana Umum Pengadaan
2, Konsep Dokumen Persiapan
Pengadaan (DPP)

Menyusun perencansaan pengadaan :
1. Identifikasi kebutuhan

2. Penetapan barang/jasa

3. Cara Pengadaan

4. Jadwal

5. RAB

Menetapkan dan
mengumumkan RUP
melalui SIRUP

1. Kensep Rencana Umum

Pengadaan
2. Konsep Dokumen Persiapan

Pengadaan (DPP)

300 memnit

1. Rencana Umum Pengadaan
2. Konsep Dokumen Persiapan

Pengadaan (DPP)

RUP meliputi :

Nama paket pengadaan barang/jasa

. Cara pengadaan barang/jasa

. Uraian singkat paket pengadaan barang/jasa
. Volume paket pengadaan barang/jasa

. Sumber Dana Pengadaan Barang/Jasa

. Perkiraan Waktu Pemanfaatan

CUELL

Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan
tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan
paling lambar tanggal 31 Maret pada tahun anggaran
tersebut.

Melaksanakan Persiapan
Pengadaan Barang/Jasa

1. Rencana Umum Pengadaan
2. Konsep Dokumen Persiapan
Pengadaan (DPP)

300 menit

1. Dokumen Persiapan Pengadaan
(DPP) yang telah ditetapkan

2. Surat Permchonan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

PPK mereviu dan menetapkan Dokumen Persiapan
Pengadaan (DFP)

DPP meliputi :

1. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

3. Rancangan Kontrak
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No

Mutu Baku

PAJKPA

Waktu

Melaksanakan Persiapan
Pemilihan, Pemilihan, dan
menetapkan Pemenang
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa

1. Dokumen Persiapan
Pengadaan (DPP) yang telah
ditetapkan

2. Surat Permohonan
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

900 menit

1. Laporan hasil reviu DPP

2. Dokumen Pemilithan Penyedia

3. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan
Pemilihan Penyedia

4. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia

5. BA Pemberian Penjelasan

6. BA Evaluasi Penawaran

7. Kertas kerja pemilihan penyedia

8. BA Pembuktian Kualifikasi

9. BA Negosiasi (jika ada)

10. BA Hasil Pemilihan

11. Summary Report dari sistem LPSE
12. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

PPBJ melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan
metode pemilihan yang telah ditetapkar.

Waktu ini digunakan untuk pengadaan barang, metode
pascakualifikasi 1 file

A. Pemenang Pemilihan Penyedia untuk Perigadaan
dibawah ini, ditetapkan oleh PA/KPA :

1. Tender/Penunjukan Langsung/

E-purchasing untuk paket Pengadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di
atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung Untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas

B. Pemenang Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan
dibawah ini, ditetapkan oleh PPBJ :

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,0C (seratus miliar rupiahl; dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah)
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Pelaksanaan Muatu Bakn
No Hegiatan
PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
5 |Melaksanakan Persiapan 1. Laporan hasil reviu DPP 1. SPPBJ
dan Pengelolaan Kontrak 2. Dokumen Pemilihan 2. Jaminan Pelaksanaan
Penyedia 3. Laporan reviu kontrak
3. Berita Acara Hasil Rapat 4. Referensi Bank
Persiapan Pemilihan Penyedia 5. Kontrak
4. Jadwal Pelaksanaan 6. Pelaksanaan Pekerjaan
Pemilihan Penyedia 7. Laporan Progress Pekerjaan
5. BA Pemberian Penjelasan 8. BAST
6. BA Evaluasi Penawaran il 9. Laporan Pelaksanaan Pengadaan
7. Kertas kerja pemilihan Harbrak Barang/Jasa
penyedia 10. Laporan Hasil Penilaian Penyedia
8. BA Pembuktian Kualifikasi
9. BA Negosiasi (jika ada)
10. BA Hasil Pemilihan
11. Summary Report dari
sistem LPSE
12. Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia
6 |Menerima hasil pekerjaan SPPBJ BAST Hasil Pekerjaan dari PPK ke
v . Jaminan Pelaksanaan PA/KPA
Laporan reviu kontrak
- Referensi Bank
Kontrak

Pelaksanaan Pekerjaan

. Laporan Progress Pekerjaan
BAST

. Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

10. Laporan Hasil Penilaian
Penyedia

CENO O EeN =

60 menit
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NOMOR SOP ‘@l Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN A& Mei 2023
TANGGAL REVISI - e
DISAHKAN OLEH KEPALA B CANAAN DAN KEUANGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN Roy R. Bachtiar, 5.TP
NRP. 513146
NAMA SOP SOP REVISI KEWENANGAN DIT. PA DJPB - KEMENKEU
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penvusunan Rencana Ketja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.02/202] Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
5 Peraturan Kabasarnas Nomor : PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOF Badan SAR Nasional

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
HBadan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

B Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor : PED-3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mampu melaksanakan Lavanan penvelesaian Revisi anggaran vang repat waktu
Mampu mengukur penyelesaian usulan Revisi DIPA Basarnas vang tepat wakiu

Mampu menviapkan Ketersediaannya Data parameter Revisi DIPA per satker

Mampu Menyiapkan Ketersedianya Laporan hasil analisis penyelesaian revisi DIPA dan tersusunnya
THNCANZAN perencanaan capaian penyelesaian revisi angearan

Para pejabat /pelaksana terkait dalam hal pelaksanaan tugas, berpedoman pada aturan dan ketentuan
vang berlaku

Para pejabat dan/atau pelaksana larang menerima pemberian dalam bentuk apapun vang terkait dengan
tugas penyelesaian revisi anggaran

Para pejabat/ pelaksana Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian revisi anggaran pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP Revisi Anggaran Kewenangan DJA

2 SOP Revisi Kewenangan Kanwil Kemenkeu

3 S0P Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran | KPA

4 S0P Analisa Laporan Revisi

Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan
Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi SAKTI, dan Aplikasi OMSPAN,

Persyaratan:
Digital Stamp yang valid dan dokumen usulan revisi lengkap sesuai ketentuan

PERINGATAN !

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka roses penyajian data menjadi cepat, tepat dan akuntabel

Surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI KEWENANGAN DIT.PA-DJPB

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Biro Keterangan
Unit Kerja B‘:;“ g Perencanaan dan Ketua tim Polgs Palstsiassn JFU/ Perencanaan Kelengkapan Waktu OQutput
tama Revisi Anggaran
Keuangan
1 |Mengusulkan permohoan revisi anggaran 1. Surat Usulan 60 menit 1. Surat Usulan
dan Dokumen APIP (untuk pagu berubah) dan Surat APIP
(pagu berubah)
2 |Menerima dan memeriksa dan menelaah 1, Surat Usulan 60 menit 1. Surat Usulan
dan mendisposisi usulan permohonan revisi 2. Disposisi
dan memeririntahkan Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan untuk
ditindaklanjuti
3 |Memeriksa dan menelaah usulan 1. Disposisi 300 menit 1. Surat Usulan
L o W : :
permohonan revisi dan memeririntahkan 2. Surat Usulan 2. Disposisi
Analis Anggaran Ahli Madya untuk
ditindaklanjuti
—
4 |Memeriksa, menelaah dan menindaklanjuti 1. Disposisi 60 menit Surat Usulan
usulan permohonan revisi 2. Surat Usulan
5 |Bersama JFU menerima, memeriksa, 1. Disposisi 60 menit Menyusun data
menelaah dan menginventaris kelengkapan — 2, Surat Usulan dan menganalisis
usulan revisi yang akan disampaikan usulan revisi
kepada DIT.PA-DJPB Kemenkeu untuk di ajukan
ke DIT-PA DJPB
6 |Membantu Analis Anggaran menyiapkan Surat usulan ke 60 menit Membuat konsep

kelengakapan usulan revisi dan membuat
nota dinas serta pengantar utama revisi
atau persetujuan eselon |

DIT-PA DJPB
Kemenkeu

surat
permohonan
revisi ke DIT-PA
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI KEWENANGAN DIT.PA-DJPB

Pelaksanaan Mutu Baku
Ne K tan Kepala Biro Keterangan
- Unit Kerja - aiag Perencanaan dan Ketua tim Analis Anggaran | JTU/Stef Reuangan/| o, pepen Waktu Output
ma Perencanaan
Keuangan

7 |Memeriksa konsep nota dinas, surat | Surat usulan ke 2 Hari Analisis seluruh
pengantar dan kelengkapan usulan DIT-PA DJPB ldokumen usulan
permohonan revisi Kemenkeu | revisi

kewenangan DIT-
TIDAK PA.
YA
|

8 |Memeriksa, menelaah dokumen usulan ND Burat usulan 1 Hari Seluruh
permohonan revisi dan menandatangani revisi ke dokumen usulan
nota dinas serta memberi paraf surat Sekretaris Utama untuk diperiksa
permohonan usulan revisi ke DIT-PA DJPB untuk revisi dan parah untuk
Kemenkeu kewenangan DIT- di ajukan kepada

PA DJPB Sekretaris
YA Kemenkeu Utama.,

9 |Memeriksa, menelaah dokumen usulan ND Surat usulan 1 Hari Tanda tangan
permohonan revisi dan menandatangani revisi ke surat usulan
surat permohonan usulan revisi ke DIT-PA Sekretaris Utama revisi untuk
DJPB Kemenkeu TIDAK untuk revisi revisi

kewenangan DIT- kewenangan DIT-
PA DJPB PA DJFPB.
Kemenkeu

10 |Memasukan semua data revisi melalui Surat usulan vang 5 Hari Inputan data di
aplikasi atau sistem SAKT!, dengan sudah di tanda aplikasi SAKTI
melampirkan semua data dukung vang tangan,
diminta untuk proses revisi DIT.PA DJPB
Kemenkue

1

11 |Memberikan notifikasi untuk semua unit Hasil inputan ke 5 Hari Surat
yang melaksanakan revisi setelah Aplikasi SAKTI persetujuan/tida
persetujuan revisi dari Kementaerian k setuju revisi
keuangan keluar. Revisi Selesal yang dilakukan.
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOMOR SOP QL Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN IS Mei 2023
TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH

NRP. 513146

NAMA SOP SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KPA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

5 Peraturan Kabasamas Nomor ; PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

i Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor : PED-3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mampu melaksanakan Layvanan penyelesaian Revisi anggaran vang tepat waktu
Mampu mengukur penyelesaian usulan Revisi DIPA Basarnas yang tepat waktu

Mampu menyiapkan Ketersedinannya Data parameter Revisi DIPA per satker

Mampu Menyiapkan Ketersedianya Laporan hasil analisis penyelesaian revisi DIPA dan tersusunnva
TANCANEHN peTencanaan capaian penyelesaian revisi anggaran

Para pejabat/ pelaksana terkait dalam hal pelaksanaan tugas, berpedoman pada aturan dan ketentuan
yvang berlaku

Para pejabat dan/atau pelaksana larang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan
tugas penyelesaian revisi anggaran

Para pejubat/pelaksana Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian revisi anggaran pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP Revisi Anggaran Kewenangan DJA

2 SOP Revisi Kewenangan Kanwil Kemenkeu

3 S0P Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA

4 SOP Analisa Laporan Revisi

Peralatan !
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan
Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi SAKTI, dan Aplikasi OMSPAN,

Persyaratan:
Digital Stamp yang valid dan dokumen usulan revisi lengkap sesuai ketentuan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOP tidak dilaksanakan maka roses penyajian data menjadi cepat, tepat dan akuntabel

Surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOF REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KPA

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Biro RenKeu Ketua Tim Heterangan
Vit fy Kuasa I'nﬁ;n: / Kepala Subbagian/ o Revisi Pokja I:ahhum Kelsaakanan Waktu Output
L Urusan Umum Anggaran HETI ARgaAY
I |Mengajukan surat permohonan revisi POK Dokumen Usulan Revisi 60 |Bukti Kelengkapan dokumen |Dokumen Usufan Rewisi
kepada Sekretaris Utama, ND hanya menit ?’"s‘:‘pr:‘ i
gi " 2 i suian
diperuntukan disatu esclon | yang sama 2. Matrik Perubshan
3 Surat Pernyataan
Eselon | (Tidak
Manyababkan Pagu
minus)
4, Justifikasi Alasan revis|
5 TOR dan RAB
6 Laporan Realisas: Per
tanggal Usulan Revisi
4 |Menerima, memeriksa dan menelaah Bukti Kelengkapan 60 Disposisi Persetujuan usulan
usulan permohonan revisl dan dokumen menit |revisi anggaran
memeririntahkan Kepala Biro RenKeu
untuk ditindaldanjuti
3 |Memeriksa dan menelaah usulan Disposisi Persetujuan 60  |Disposisi Pelaksanaan Revisi
permohonan revisi dan memeririntahkan usulan revisi anggaran menit |ke ketua tim Revisi Anggaran
Ketua Tim pelaksanaan Revisi Anggaran
untuk ditindaklanjuti
4 |Memeriksa, menelaah dan Disposisi Pelaksanaan 60 |Surat Perintah Penyelesalan
menindaklanjuti usulan permohonan Revisi ke ketua tim menit  frevisi Anggaran dan Disposisi
revisi Revisi Anggaran
3 |Bersama JFU menerima, memeriksa, Disposisi Pelaksanaan  |300 Surat Perintah Penvelesaian
menelash dan menginventaris revisi Anggaran dan Menit revisi Anggaran

|kelengkapan usulan revisi dan

memproses revisi POK

Dokumen Usulan revisi
Anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KPA

Pelaksanaan Mutu Baku
Kegiatan % » Kepala Biro RenKen Ketua Tim Palak
Unit Kerja / Kepala Subbagian/| Pelaksanasn Revisi Fokja JFU Kelengkapan Waktu Output
Anggaran /[KPA o tonteta p — Revisi Anggaran

Memproses Pengesahan e Surat Perintah Dokumen Usulan revisi
Penyelesaian revisi Anggaran
Anggaran

Mengecek data revst pada aplikasi Sakti Dokumen Usulan revisi 30 Dokumen revisi Anggaran
Angparan Menit
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOMOR SOP 9% Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN 15 Mmei 2023
TANGGAL REVISI z

DISAHKAN OLEH

Roy R. Bachtiar, 8.IP
NRP. 513146

NAMA SOP SOP LAPORAN HASIL ANALISA REVISI ANGGARAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
5 Peraturan Kabasamas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tabun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor @ PED-3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mampu menyusun laporan hasil analisa di bidang anggaran memiliki peran yang cukup penting untuk
meningkatkan kualitas penganggaran,

Mampu membaca, memahami, serta menyaring berbagai usulan revisi anggaran yvang akan dilakukan di
masa mendatang.

Mampu memproses verifikasi dokumen usulan revisi anggaran berjalan tertib dan efektif dan memenuhi
peraturan yang berlaku

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGEAPAN :

Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan
Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi SAKTI, dan Aplikasi OMSPAN

Persyaratan:
Surat/Dokumen usulan Revisi lengkap dengan disposisi Pimpinan dan sesuai ketentuan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila 8OP tidak dilaksanakan maka roses penyajian data menjadi cepat, tepat dan akuntabel

1. 3urat Tugas Tim Verifikasi;

2.Daftar Simak Verifikasi Dokumen Pendukung Revisi Anggaran;
d.Laporan Verifikasi Data Dukung Proses Usulan Revisi Anggaran;
4.Nota Dinas Hasil Verifikasi Dokumen Usulan Revisi Anggaran
5.Disimpan sebagai data elektronik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAPORAN HASIL ANALISA REVISI ANGGARAN

PELAKSANA

No Kegiatan Rstn Thes Pebahaansin Poltja Pelaksansan Kepala Biro _ : KETERANGAN
An JFU oviad Perencanaan dan | Sekretaris Utama | Kelengkapan | Waktu Qutput
okiod Angguzan Keuangan

1 |Menerima dan menelaah surat dan 1. Surat Usulan 60 1. Surat Usulan Revisi
merekomendaikan untuk Revisi menit
ditidaklanjuti

2 |Menginventaris, menganalisa surat 1. Surat Usulan 60 1. dokumen hasil inventaris
berdasarkan maksud dan wilayah Revisi menit  Jusulan revisi
tugasnya, dan menyerahkan ke Tim
Pelaksanaan revisi Anggaran  untuk
diperiksa

3 |Memeriksa dan menelaah dan 1. dokumen hasil 300 1. Surat Usulan
membuat laporan hasil analisa inventaris usulan menit |2, Disposisi
mengenai hasil usulan revisi TIDAK revisi
anggaran

YA

4 |Mereviu dan merekomendasi Laporan 1. Surat /Nota 60 Laporan Analisa Revisi
Hasil Analisa dan menandatangani Laporan menil  |Anggaran yang telah disetujui
laporan hasil analisa untuk TIDAK 2. Draft Laporan ketua Tim dan Anggota
disampaikan ke pada Kepala Biro Hasil Analisa
RenkKeu

YA
-

5 |Menerima Laporan Hasil Analisa Laporan Analisa 30 Laporan Analisa Revisi
Revisi Anggaran dan melaporkan Revisi Anggaran menit  |Anggaran
kepada Sekretaris Utama/KPA yang telah

disetujui ketua
Tim dan Anggota
E—

6 |Menerima Laporan Hasil Analisa Laporan Analisa 30 Laporan Analisa Revisi

Revisi Anggaran Revisi Anggaran menit  |Anggaran
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PELARSANA MUTU BAKU
No Keglatan Ketua Tim Pelaksanaan Analis Anggaran Ahl Kepela Biro KETERANGAN
Revist A JFU Mud Perencanaan dan Sekretaris Utama | Kelengkapan | Waktu Output
. T
5 |Menerima Laporan Husil Analisa Laporan Analisa 30 Laporan Analisa Revisi
Revisi Anggaran dan melaporkan Reviai Anggaran menit JAnggaran
kepada Sekretaris Utama,/ KPA vang telah
disetujui ketun
Tim dan Anggota
—
6 |Menerima Laporan Hasil Analisa Laporan Analisa 30 Laporan Analisa Revisi
Revisi Anggaran Revisi Anggaran menit JAnggaran
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NOMOR SOP QY Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN IS Mei 2023
TANGGAL REVISI -
.
DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO CANAAN DAN KEUANGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN R. Bachtiar, 8.IP
NRP. 513146
NAMA SOP SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :

! Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 199 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

5 Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyvusunan SOP Badan SAR Nasional

b Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturin Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor : PED-3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mampu melaksanakan Layanan penyelesaian Revisi anggaran yang tepal wakiu
Mampu mengukur penyelesaian usulan Revisi DIPA Basarnas vang tepat wakiu

Mampu menyiapkan Ketersedinannya Data parameter Revisi DIPA per satker

Mampu Menyiapkan Ketersedianya Laporan hasil analisis penyelesaian revisi DIPA dan tersusunnya
TRNCANEAN perencanaan capaian penyelesaian revisi anggaran

Para pejabat/ pelaksana terkait dalam hal pelaksanaan tugas, berpedoman pada aturan dan ketentuan
yang berlaku

Para pejabat dan/atau pelaksana larang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan
tugas penyelesaian revisi anggaran

Para pejabat/ pelaksana Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian revisi anggaran pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

KETERKAITAN:

PERALATAN /| PERLENGKAPAN :

1 SOP Revisi Anggaran Kewenangan DJA

2 SBOP Revisi Kewenangan Kanwil Kemenkeu

3 SOP Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, KPA

4 S0P Analisa Laporan Revisi

Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan

Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi SAKTI, dan Aplikasi OMSPAN.
Persyaratan;

Digital Stamp yvang valid dan dokumen usulan revisi lengkap sesuai ketentuan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Rila SOP tidak dilaksanakan maka roses penvajian data menjadi cepat, tepat dan akuntabel

Surat pengesahan atau sural pengembalian atau surat penolakan revisi anpgaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Sekretaris Kepala Biro Ketua Tim Keterangan
Utama [Kepala | RenKeu / Kepala Pokja Pelaksanaan
Unit Kerja/UPT Kantor P " Subbagian/ Pelaksanaan Revisi Revisi Anggaran Kelengkapan Waktu Output
dan Pertolongan Urusan Umum Anggarsn
1 |Mengusulkan permohoan revisi Dokumen Usulan 60 Bukti Kelengkapan |Dokumen Usulan Revisi berupa
AmggaTan Revisi menit  |dokumen 1. Surat Usulan
2. Matrik Perubahan
3. Surat Pernyatean Eselon |
(Tidak Menyebabkan Pagu
minus)
4. Justifikasi Alasan revisi
5 TOR dan RAB
B. Laporan Realisasi Per tanggal
l Usulan Revisl
7 Dokumen pandukung lainnya
2  [|Menerima dan Memeriksa dan Bukti Kelengkapan 60 Disposisi
menelaah usulan permohonan revisi dokumen menit  |Persetujuan usulan
dan memerintahkan Kepala Biro revisi anggaran
RenKeu / Kepala Subbagian/Urusan
Umum untuk ditindaklanjuti
pla—
3 |Menindaklanjuti dan memeriksa Disposisi 60 Disposisi
usulan permohonan revisi dan Persetujuan usulan| menit |Pelaksanaan Revisi
memerintahkan Ketua Tim revisi anggaran ke ketua tim Revisi
Pelaksanaan Revisi Anggaran untuk Anggaran
ditindaklanjuti
4 |Memeriksa, menelaah, Menganalisa —— Disposisi 60  |Surat Perintah
dan menindaklanjuti usulan Pelaksanaan Revisi| menit |Penyelesaian revisi
permohonan revisi ke ketua tim Revisi Anggaran dan
Anggaran Disposisi
5 |Bersama JFU menerima, memeriksa, Disposisi 300 Surat Perintah
menelaah, analisa dan menginventaris | Pelaksanaan revisi |[Menit Penvelesaian revisi
kelengkapan usulan revisi yang akan Anggaran dan Anggaran

disampaikan kepada KANWIL DJPB
Kemenkeu

Dokumen Usulan
revisi Anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan v s"";‘:’*’ o xe"‘"; B = Ketua Tim i
ruPT tama [Kepala enKeu / Kep . Revisi Pokja Pelaksanaan U Kel ¥
R Ao Hantor Pencarian Subbagian / . ) | Revisi Anggaran ngkap i O
dan Pertolongan Urnsan Umum e i
6 |Membantu Analis Anggaran L Surat Perintah Dokumen Usulan
menyiapkan kelengakapan usulan Penyelesaian revisi revisi Anggaran
revisi dan membuat nota dinas atau IERATAN
persetujuan eselon | serta proses Revisi
7 |Memeriksa konsep nota dinas, surat Dpkumen Usulan 30 Dokumen Usulan
pengantar dan kelengkapan usulan rgvisi Anggaran Menit Jrevisi Anggaran
permohonan revisi TIDA
TIDAK ” K
YA
B  IMemeriksa, menelash dokumen Dokumen Usulan 120 |Dokumen Usulan
usulan permohonan revisi dan revisi Anggaran Menit  |revisi Anggaran
menandatangani nota dinas serta
memberi paraf surat permohonan
usulan revisi ke DJPBU Kemenkeu
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL

Pelaksanaan Mutu Baku
No Keglatan khjt‘“"" Kepala ::‘“‘h Ketua Tim & Keterangan
Utama /Kepala | RenK Pelaksanaan
Unit Kezja/UPT m“"ku i m::-;“? Pelaksanaan Revisi| ;?;.1 B Kelengkapan | Waktu Output
dan Pertolongan Urusan Umum Sagusien
9 |Memeriksa, menelaah dokumen Dokumen Usulan 120 |DokumenUsulan
usulan permohonan revisi dan revisi Anggaran Menit |Revisi Anggaran dan
menandatangani surat permohonan ADK RKA K/L,
usulan revisi ke Kanwil DJPB TIDAK
Kemenkeu
10 |Memasukan semua data revisi melalui 3 1. DokumenUsulan 300 |1. DokumenUsulan
aplikasi SAKTI, dengan melampirkan Revisi Anggaran dan | Menit |Revisi Anggaran dan
semua data dukung vang diminta dan ADK RKA K/L. ADK RKA K/L.
menelaah setelah ada persetujuan 2. Aplikasi SAKTI 2, Aplikasi SAKTI
Kanwil DJPBE Kemenkeu |Modul Penganggaran Medul Penganggaran
e
11 |Memberikan notifikasi untuk semua Dokumen Revisi 30 Pengesahan Revisi Dokumen revisi berupa
unit yang melaksanakan revisi setelah Anggaran Menit |dari DJA 1. Surat Pemyataan
persetujuan revisi dari Kementaerian 2. Matrik Perubahan (semula-
keuangan keluar. Revisi Selesai menjadi)
3. Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK)
4. DIPA Revisi
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOMOR SOP 05 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN i§ ™ei 2023
TANGGAL REVISI .

DISAHKAN OLEH

Roy R. Bachtiar, 8.IP
NRP. 513146

NAMA SOP SOP REVIS] KEWENANGAN DJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2 Undang-Undang Nomaor 1| Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Temang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga

4 Peraruran Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 199 /PMK.02 /2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

5 Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor : PED-3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mampu melaksanakan Layanan penyelesainn Revisi anggaran vang tepat waktu

Mampu mengukur penyelesaian usulan Revisi DIPA Basarnas yang tepat waktu

Mampu menyiapkan Ketersediaannyva Data parameter Revisi DIPA per satker

Mampu Menyiapkan Ketersedianya Laporan hasil analisis penyelesaian revisi DIPA dan tersusunnya
rancangan perencanasn capaian penyelesaian revisi anggaran

Para pejabat /pelaksana terkait dalam hal pelaksanaan tugas, berpedoman pada aturan dan ketentuan
yang berlaku

Para pejabat dan/atau pelaksana larang menerima pemberinn dalam bentuk apapun yang terkait dengan
tugas penvelesaian revisi anggaran

Para pejabat/pelaksana Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan penvelesaian revisi anggaran pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

KETERKAITAN:

PERALATAN /| PERLENGKAPAN :

1 SOP Revisi Anggaran Kewenangan DJA

2 SOP Revisi Kewenangan Kanwil Kemenkeu

3 SOP Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran /KPA

4 SOP Analisa Laporan Revisi

Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan
Routing Slip, Faksimili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi SAKTI, dan Aplikasi OMSPAN,

Persyaratan:
Digital Stamp vang valid dan dokumen usulan revisi lengkap sesuni ketentuan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOP tidak dilaksanakan maka roses penyajian data menjadi cepat, tepat dan akuntabel

Surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI KEWENANGAN DJA

Pelaksanaan Mutu Baku
"y giatan Sekretaris | Kepala Biro |Ketua Tim Pelaksanaan| Pokja Pelaksanaan 9
o a
Unit Herja/UPT U RenkK R i Revisi A Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengusulkan permohoan revisi Dokumen Usulan 60 Bukti Kelengkapan Do;um Usulan Revisi berupa
amggaran dan Hasil Reviu APIP (pagu Revisi menit |dokumen 1. Surat Usulan
beri%':lh) ( 2 Matrik Perubahan
3 Surat Pernyataan Eselon |
(Tidak Menyebabkan Pagu
minus)
4. Justifikasi Alasan revisi
5 TOR dan RAB
6. Laporan Realisasl Per tanggal
Usulan Revisi
7 Dokumen pendukung lainnya
2 |Menerima dan Memeriksa dan menelaah Bukti 60 Disposisi Persetijuan
usulan permohonan revisi dan o Kelengkapan menit  Jusulan revisi anggaran
memerintahkan Kepala Biro RenKeu dokumen
untuk ditindaklanjuti
[rom—
3 |Menindaklanjuti dan memeriksa usulan Disposisi 60 Disposisi Pelaksanaan
permohonan revisi dan memerintahkan Persetujuan menit |Revisi ke ketua tm
Ketua Tim Pelaksanaan Revisi Anggaran usulan revisi Revisi Anggaran
untuk ditindaklanjuti anggaran
4 |Memeriksa, menelaah, Menganalisa dan b Disposisi 60 Surat Perintah
menindaklanjuti usulan permohonan Pelaksanaan menit |Penvelesaian revisi
revisi Revisi ke ketua Anggaran dan Disposisi
tim Revisi
Anggaran
5 |Bersama JFU menerima, memeriksa, Disposisi 300 Surat Perintah
Pelaksanaan revisi|Menit Penyelesaian revisi

menelaah, analisa dan menginventaris
kelengkapan usulan revisi yang akan
disampaikan kepada DJA Kemenkeu

Anggaran dan
Dokumen Usulan
revisi Anggaran

Anggaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
S0P REVISI KEWENANGAN DJA

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Sekretaris Kepala Biro Ketua Tim Pelaksanaan| Pokja Pelaksanaan
Usit Kea/UPT |~ Otamn RenKeu Revisi Anggaran Revisi Anggaran i Temagapen | e e o
6 |Membantu Analis Anggaran menyiapkan - Surat Perintah Dokumen Usulan revisi
kelengakapan usulan revisi dan Penyelesaian Anggaran
membuat nota dinas atau persetujuan isi Anggaran
eselon [ serta proses RHevisi
7 |Memeriksa konsep nota dinas, surat Dekumen Usulan 30 Dokumen Usulan revisi
pengantar dan kelengkapan usulan reyisi Anggaran Menit JAnggaran
permohonan revisi
TIDAK
TIDAK
YA
8 |Memeriksa, menelaah dokumen usulan | Dokumen Usulan 120 |Dokumen Usulan revisi
permohonan revisi dan revisi Anggaran Menit  JAnggaran

menandatangani nota dinas serta
memberi paraf surat permohonan
usulan revisi ke DJA Kemenkeu




- 55 .

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP REVISI KEWENANGAN DJA

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Keterangun
Bekretaris Kepala Biro Ketua Tim Pelaksanaan| Pokja Pelaksanaan
Unit Kerja/UPT Utama RenK Revisi A Revisi A Kelengkapan Waktu Output
9  [Memeriksa, menelaah dokumen usulan Dokumen Usulan 120 DokumenUsulan Revisi
permohonan revisi dan revisi Anggaran Menit  JAnggaran dan ADK RKA
menandatangani surat permohonan ) v K/L.
usulan revisi ke DJA Kemenken TIDAK
10 |Memasukan semua data revisi melalui iy 1. Dokumenlsulan 300 |1. Dokumenlsulan Revis|
aplikasi atau sistem SATU DJA, dengan Revisi Anggaran Menit |Anggaran dan ADK RKA
melampirkan semua data dukung yang dan ADK RKA K/L. KL, .
diminta dan menelaah setelah ada 2. Aplikasi SAKTI 2. Aplikasi SAKT! Modul
persetujuan DJA Kemenkeu Modul Penganggaran
Penganggaran
11 |Memberikan notifikasi untuk semua Dokumen Revisi 30 Pengesahan Revisi dari Dokumen revisi berupa:
Anggaran Menit |DJA 1. Surat Pernyataan

unit yang melaksanakan revisi setelah
persetujuan revisi dari Kementaerian
keuangan keluar. Revisi Selesai

2. Matrik Perubahan (semula-
menjadi)

3. Petunjuk Cperasicnal
Kegiatan (POK)

4. DIPA Reuvisi




BADAN FASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEXRETARIAT UTAMA

NOMOR EOF he Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN  |R0) September, 2023
TANGGAL REVISI -

DIBAHKAN OLEH

KEPALA

Roy R- Bacl:tlar, s IF

PERENCANAAN DAN KEUARGAN

Undang-Undang Nemor 17 Tehun 2003 Tentang Keuangan Negara

AL b B i, :
Mampu melaksanakan layanan usulan pagu alokasi anggaran

h

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Teatang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Prraiaran Pemerintah Rl Homar 00 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaarn Angearari,
Anggaran, scita Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pelaksanaan,|

SOP Penyusunan Pagu Kebutuhan

[

SOP Penyusunan Pagu Indikatil

Pertengkapan:

Aplikasi SBK

Routing Slip, Faksinili, Jaringan Internet, Jaringan Telepon, Aplikasi KRISNA RENJA, Ap!

likasi SAKTI,

SOP Penyusunan Pagu Anggaran

Persyaratan:

pendukung lainnya

Hasil Rekapitulasi yang telah disesuailcan

dengan rapat penajaman pagu indikatif, TOR, RAB & data

- mumm’mn nfﬁ"fﬁm"*- .

s

TR

T

L

-

-
HEC

Sural pengesahan atau sural pmgcmbrahan nmu hurat pcnolakan revisi an,ggﬂran
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STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
PERVUBUNAN PAGU ALOHASI ARGGARAN.

N 3 - - ) T A - MUTU-BABU . .
Ho. ' - . . Kepala- - * ol N e e . e - BETERARGAN:
1 . B  Okmeni: Farvucanaan ive o | kartaf Satke . Eelcogkapun * 1 - Cmtput RN
5 S T T S S M i Ommi | o iiagay | Peliksacs o [ KT/ SeRW | ermanken L NI P . . “
1 [Menerima Swat Edarsn Bersnma (SEB) dard SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagu ] SEB Kemeokeu dan Bappenas
M i Ki gan Ri} Kepala Bapp dan Alalkasi Anggazan menit  |Pagu Aogearan
Jiapasiken kepada Sek iz Lhama untuk DOiapaais
firindaklanjus ]_
2 |Menerima dispovisi Kepala Badan terkall SEO Disposisi 0 SEB Kemenkeu dan Bappenus
== Menterj Keaangan Rl Kepola Bnppenan dan SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagu | menit  |Pagu Anggatan
jmendisposikan kepada Kepada Bira ol Aloknsi AnsgAra Disposisl _ __ _ _ B ;
Perenconaan dan Keuangan untuk —_—=
diindakiamjit
3 |Menerima disposisi 3 ix Uirma terialt Drisposisi filsg SEBH Kemenkeu dan Bappenas
SER Menteri K R1} Kepala Bapp SEB Kemenkeu dan Bappenas Pagy | menit  [Pagu Anggscan
gispostl} I ' Alokasi Anggaras Drispoaisi
untuk ditindakdanjuti
4 IM dirposiss Kepala Bino F 1. Disposisd a0 Surar Undangan Pembahanan
drn Keuangan rerkait SEB Meacerd Keuangan $EB Kemeokeu dan Bappenns Pagu menit  |Pagw Anggaram
Rl Hepnla Bappenas. melalkasnakan Alokasi Anggaran
penyelesaian pagy alolesi ANEEATAT ORI 2, Haxil Rekapitulasi Usulan Fagu
irvernal dan menyusun koneep surat -1—‘ Anggaran yang telnh diseguniion
peri Fyaral pung pag nlokas] setelah penajaman
anggaran berupa TOR, RAB don dana pendukung] 3. Komscp Sural Undengan
Iain beserta perbaikan dad pagn anggaran Pembahasan Fagu Alokasi Anggrann
5 |Mepginim permi Syaral P PRy + 1. Hasil Rekapitulasi Usulan Pagu ki) Sura Permintann TOH. RA dan
atabeasi anggaran berupa TOR, RAD dan dnta Tidak AR yANE teluh di Ik meait | Chate Penduking Tain
pendukung lainnya kepada pliepinan uni lak p .
kerjn/ aatier 2. Komaep Surat Perminasn TOR,
RAB dan Daia Pendubung lain
Ya
6 |Menginam syarat fan pagu nlokesi l Surat Pecmimann TOR, RAB dan 39 L. Surat Pengantar TOR, RATS Pimpinan Unit Kena
nnggaran berups TOR, RAD dan Data Diatn Produkung kin menit  |dan DatarPendukucy Inin Pimti Madya dan Fratama
Fentdukung Lain 2. TOR, RARB dan Datn
Pendulung Inin
7 [Menerimn TOR, RAB dan Data Perdukung 1. Susat Pengantar TOR, RAB dan an 1. Sura Pengantar TOR, RAB
Pengusulan Pagu Alokasi Angacan At Data Pendukiang lain menit  [dun Data Pendubkung 1ain
tisposisik P / patak 2. TOR, RAB dan Data Pendukung Disposisi
serta } p 't [ain 2, TOR. RAE dan Data
unluk meayusun kenscp auzat penelahaan Pendukung Llaim
gaga adgkasi I . _ I .
8 |Menerima Disposizi TOR, RAB dan Daa T s = 30—=-[ 1l laporan Krleogkagn TOR: -1 N L __ | L
Pendubung, Pengusulan Pagu Alokasi Angguean Surat Pengamar TOR, RAD dan Data | menit  |RAB dan Data Penduluang lain
dnn meayusun konsep surat wndangan TPendukung Lain 3, Konsep sumt undangan
tpenvlahasn pagl alokasi onggaran Taak 2, TOR, RAB dan Data Pendukung penelahaan pagy klokasl
———————— e tain anggArAn
L] Jatangani sural und peital:h 1. Laposan Kelengkapan TOR, RAD 14 Sumt undangann peneinhnan
pogl alokasi anggaan ok dnn Dara Pendukung lain Disposici menit  Joagu Alokasi anggaran
“ 2: Honsep cural undangan
\. | pcnalanhan pagu alokasi anggaran
] hi)

e crroe _




pemutakhirm; renja dan dikirikan secark
jpe ke Bappenan

Surnt Pemnutakhivan Renja

menit  |Hasamas

E V. PPV | .y PR
dcan proelazhan pagu slokasi [TOR, RAE dany Data Peodutoang Lain A
dan melaporhan hasil p } Penelitinn RKAKL Pagu Alokast
kepada Kepala Biro P dan K Anggaren
[T ima surat peny dan penyel Surat Peny Jan Penyel Surat Penyusunan dan
pogy alokasi anggaran dari DA Hementerian Pagu Alokasi Anggaran Penyelesaian Fagu Alokasi
k dan izposisilkan kepada Kepala . Anggaran
Biro Perencanaan dan Heuangan Dizposisi
Menerima dispasis, dari Sekrecans Ulama Fapomint——=————— = = =o e = o ¢
untuk melakaanakan penyuesunan dan Susal F dan Penyel Peny
penly alokasi x&CRIA Pagu Alokasi Anggaran Anggaran
online melalui aplikas] SAKTI Disposiai
Menecima disposisi dari Kepala Bim 1, Disposisi Surat Fenyusunan dan Laparan RKAKL Pagu Alokasi Proaes penyelesaian renja
P dan gan uaeuk R Peny=lesaian Pagu Alokasi Anggaran Anggaren Basamas memerlukan walmu 5 hasi kein
Lran peny dan penyelesal |2. Hasil Rekapitulasi pag alokasi '
pagu alokasi anggeran ecarn online melalui Anggaran
apkikasi SART 3. Caratan Hazsil Penelahaan/
Penelitian RILAKL Pagu Alokasi
Anggaran
DA K ian e i e pagu Laporrn REAKE Pagu Aloknsi Approval dalam aplikasd SARTL B Tukan p
dan penclal Anggaran Dasarnas [approval) dari DJA K keu dan
online senta melakukan persstujuan sorard Bnppenas dias peayu sunm reaja
gnline dalam apliknsi SAKT] dalam aplikasi BAKT
M i lisposis surat p ireq renfa Furst Pemutakbiran Renj F:mu Pemutakhimn Resja
dari Bapp dan isposisikan kepada Disposisi
perencanal pelaksana
b ixposisi Tesail Disposisi Laporan Pemutakhiran Renja Proges penyelesaian renjz

memeruka wak 5- L0 hari keria

renfi

B dengan han p uj EECAIR

snline dalam aplikasi Kyison Renja

Laparan Pemucakhiran Renja
_B:u:lmau

Approval dalam apli

REMJA

P
| [appreval) dard DA Kemenkeu dan

Bappenas aias penyusuian renjs
datam aplikns Krisna Renje




BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN FERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOMOR EOP 25} Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN |30 September, 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH

.l I

T T T 777 T 'BIRO PERENCANAAN j - I i ’ ~E-Bashtiat-S.ll
NERP. 513146
SOF PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

—

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Bila SOF lidak dﬂéksanakan maka proses penyajian datn menjadi cepat, tepat dan akuntabel

Sural pengesaban atau surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran

* 2|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencannan Pembangunan Nasional
5| Peraturan Pemerintah RI Nomor 00 Tabwn 2010 Tenmang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negaraf Lembaga
4 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 62 Tahun 2023 Teniang Percnicanaan Anggaran, Pelaksanaan|
Anpgaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5
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1 |SCF Penyusunan Pagu Kebutuhan Peralatan:
Komputer , Laptop, Prnter. Scanner
Perdengkapan:
2|80P Penyusunan Pagu Indikatif Routing Slip, Faksimili, Jaringan Intermet, Jaringan Telepon, Aplikasi KRISNA RENJA, Aplikasi SAKTL,
Aplikasi SBK B
Persyaratan:
3|S0P Penyusunen Pagu Alokasi Anggaran Hasil Rekapitulasi yang telah disesuaikan dengan rapat penajaman pago indikatif, TOR, RAB & dar
B pendukung lainnya
= = — = —— = = — —_— =
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ATANDAR OFERASIONAL FROSEDUR

FENYUSURAX PAGT ARGOARAN

— - e

setelnh pennjaman

setelah pemlabasan
2. Notutensi Hanil Premiiod

dan difkuii oleh Parn Pejabat

Pimpiran Tinget Madya da.n Fratnmn

N * . i & ___:;Pz::.mturm ______ L - - T b LMUTU BARY.+ r - PTTOT L o B
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P e don Keuan - J Kemecokitl ! _' L - 5 vy =
b Menu:’.m Surat Er.l.arm Bersamn (SEB) dm- SEE Kemenkeu dan Bappenas a0 SEP Kemenkeu dan Bappenan
1K & Illf Kepal.a Bapr dan Pagu Anggaron menit  |Pagu Angearan " - - - --
disposikan | is Utaima untul Dispasici
ditindaklanjm.i .
I —
2 |Menerima disposisi Kepala Badan terkait SEB Dispusisi 30 |3EB Kemenkeu dan Bappenan
TrrTrfo = iept T st e — — SER Kemenkeu dan B nag menit  JPagu Anggaran
dispusikan tepada Kepada Bire - Il Prgu ) - SR il [V C T il e S — -
Perencanann dan Keunngan untuk
:dith-dnjdanj’uli
3 M di izi Sk i3 Unama cerkail DCisposisi an SER Kemenkeu dan Bappenas
SEB Menteri hmmngnll Rtf chlln Dappenas. SEB Kemenkeu dan Bappenas menit  |Pagu Anggaran
di: ikan kepnda p Pagu Anggaran Disposisi
untuk mel.nksanakm pembohasan ueura
1 dot yiapknn rapnt pambak
(dengan Wepaln Badan, Pejnbar Pimpinan Tinggl
Madya dan Pratama serin pimpinan unlt kega/
sadker
4 |Menccima dizposis! Kepala Biro Prrencenaan 1. Disposisi .20 Surat Undangan Pembahasin
dan Eenangan terkait SEB Memierd Reuangao SEH kemnenkeu dan Bappenas menil  |Pagu Anggaran
Rl Erpala Bappenas, melaksanakan Pagu Anggasan
pembahasan oecaya internsl dan menyispknn 2. Hasil Rekapitulnsi Wsulan
rapat pembakinsan dengan Kepala Baden, Pnsu 1ndikatif yang ulnh
Pojabat impinan Tinggl Madya dan Pmatama ikan setelah
aerin pimpinan unli kea/ satker 3. ¥onscp Surat Undnngan
Pembahasan Pagu Anggaran
3 [Me!l V! hak PAgY ANgEATAN Hawil Rekapitulasi Usulnn Paga A |1 lasil Rekapitalasi Pagu Rapar Pembahasan Pagu Anggasan
dengan Pg;abal Pimpinnm ngi Wadya dan 1 Innd ikeaitif yhng disesualican menit  JAnggaran yang 1elah disesunikin | Kantar pusat dipimpin okeh Seatama
Pratama serta pimpinan unit kecjaf satker dan setelah penajaman vetelah pembahasin dun diikuti oleb Pasa Pejaba
meavampalkan surat kepada pimpinan onit E::] 2. Notulen=i Hasit 1'r mbal Pimpi Tinggi Madya dan Pratamn
kerjafsatker terkait hasil 2apat pernbasaban Pagu AngeAran et watler
pagu indilatif ’
& [nictak beany probah ENEU ANEEATAT Haeil Rekapitulasi Usainn Pagu 200 1. Hazil Rekapirulasi Pagy Rapat Pembahasan Pagy Anggasan
dengan Sekretaria Uiama Indikatif yang discsunikan menit | Anggaran yang telnh disesuaiioun |Kanvor pusat dipimpia olch Sestamna

TPagu Anggorat ="

KOFIR U - oRTrTT T
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PELAKSANA MUTU BAKU
Kegiatan Kepala Sekretaris m Pimpinan Unit ";’_‘,':"" e KETERANGAN
Badan Utams i Kerja/ Satker | -7 "; : Ealsngianes pat :
Melanjutkan pembahasan pagu anggaran r — — I 1. Hasil Rekapirulasi Pagu 1. Hasil Rekapitulas: Pugu Rapal Penajaman Pagu Anggaran
& Lk kan penag bersama Anggaran vang telah disesuaikan Anggaran yang telah disesumikan |Kasitor pusat dipimpin oleh Kepala
Kepila Badan, Pejabiat Pimpinan Tinggi dan setelah pembahasin seteliah penajaman Hadan dan diikuts oleh Parn Pejabat
Pimpinan Unit Kenja/Satker dipimpin oleh 2 Natulensi Hasil Pembahasan 2. Notulensi Hasil Pengjaman  |Pimpinan Tingg Madya dan Pratama
Kepala Badan serta menyampadcan surat Pagu Anggaran Pagu Anggaran serla satker
kepada pimpinan unit kerja,/ satker terkat hasi
rapat penajaman pagu indikanf L S
Menerima Surat Trilateral Meetng Pagu Surat Trlateral Meeting Pagu Surat Trilateral Meeting Pagu
armpgaran dan mendmpommen Hepads hepala Anggaran Anggaran
Bire Perencanaan don Keuangan THspom=
Menerima disposisi Surat Trilateral Meeting e [Msposis: Surat Trilateral Meeting Pagu
Pagu Anggaran dan Sekretans Utama dan . Surat Trilateral Meeting Pagu Anggiran
mendisposisikan kepadn perecana/ pelaksana Anggaran Disposisi
uatuk disusun perubahan pagy anggarin sesua
hasil rapat penajaman |
O Melaksanakan Trlateral Meetmg dan | 1 Hasil Rekapiiulas yang telah Hasil Trlateral Meeting Pagu
melaparkan hasilnya kepada Kepals Biro disesumkan dengan rapat Anggaran
Perencanaan Jdan kewaangan PENALAINAN PAg AnELATAn
2 Notulenst Hasl Penajaman
Pagu Anggaran
Mengirim permintaan syaral pengusalan pagu — | Hasil Rekapitulas: yang 1elah Sura Permunizan TOR, RAH dan
anggaran berupa TOR, RAH dan data disesuakan dengan rapal Data Pendukung ban
pendukung bunnva kepada prmpinan di PENAJAMAN Pagy ANEEAran
kena/ satker — 2 Ronsep Surat Permintaan
TOR, KAN dan Data Pendukung
Laary
'Ya

Mengirum syaral pengusalan pagu anggaran
beripa TOR, RAR dan Data Pendukung Lain

Surat Permintasn TOR, RAH dan
Dratai Pendukung ban

1 Suest Pengantar TOR KAR
dan a Pendokung lan

2 TOR, RAH dar [ata
Prerwdiiboung Lain

Punpman Urar Kerga vadtu Pmti

Bliaelvn dany Prmu Pratama

Menenima TOR. AR dan Dota Pendukung
Pengusulin Pagu Anggasan dan
mendisposisikan kepada perencana) peluksana
| opelaksans

serta memerintahkan pereng
untuk menyusun kensep surpt penelabaan pagu
anggarin

1 Surut Pengamar TOR, RAH
i [Data Peodukung lain

2. TOR, RAR dan Data
Penduiung lan

1. Surat Pengantar TOR, RAH
dan Dara Pendukung ban
Lispuosis

2 TOR. RAR dan Data
Pendukung Lun

Menerima Disposiss TOR, KAB dan Data
Pendukung Pengusulin Pagu Anggasan dan
menyusun kansep sirat undangan pensldiaan
[PREL AnggAran

1. Disposisi

Surat Mfengantar TOR, RAB dan
Data Pendukung lun

2 TOR, RAD daxi Data

Pepdu kg, e

1. Laporan Kelengkapan 10
RAR dan Data Meodubuny lan
2. Konsep sural undangan
penelahaan pagl AnRgearan




: Fimplaan vait |2
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B S Roglinsin T Bepatn | R - y - 4 "
. . O] L . B Kelengenpan Output M} R - v
o k] _ N MY e | Hefn/ Butker { oy nenked| 47 - .t lTal . ) - - Lt P T e
dnngna 0 L. Laparan Kelengkapan TOR, 12 Surat undangaan penslahoan
Tidak RAB dan Data Pendukung lein menit  |pagu anggaran
Disporisi
| m—— - .- - - 2, Konsep surat undangan R
penalaahan pagy Anggaran T T o - T
16 | hfelad kan penalaahan pogu anggaran dan TOR, RAB dan Data Pendubeung | 2900  |Catatan Hasil Penelahann/
{aporkan hasil penelak kepada Kepala Lain mepit  |Penelitian REAKL Pagu fnagamng
Biro Parencanaan dnn Keuongan

17 imn disposisi surar peny renja dari Surat Penyusunan Renja 30 [Surar Penyusunan Renja -t
Bapp dan divpasisikan kepada menil  [Dispasisi
pereacana/ pelaksann

1814 imn dispoxisi, wrelesalkan peny 1. Diaposial 2400 |Laporaun Renja Bazamas Prases penyelesaian renia
renja dan dikdirimkan secarn online ke Bappenas. Surmt Penyusunan Renja menit | memerlukan wakoa 5-10 hari Kerjn

2. Hasil Trilaternl Meeting Pogu
L Arnpparan .

19] Bappenas menerima peyusunan renja Laporan Renin Basumns ag Approval dadnm aplikngl KRISNA F!muus memerlukan peractujuRn
B d Inkukarn j SECATE menit |REHJA {approval] dar 0JA Kemenkew dan
anline dalam apliknsi Kriana Renfa g:;f:mu:m:? E:_nyumﬂnap renjn

aplikasi Krisna Renja
—
ima sural peny dan penyeh <+ Surat Penyusunan dan 30 Surat Pemyuaunan £an
pagu dari DJA K jan K Penyelesaian Fagu Anpgs mendt  |F lesainn Pagu Anga
dan mendispasinikan kenada Kepala Biro Disposizt
Py dan K

21 | Menesima disposisi dart Sekrelans tama D . Crisparisl 30 [surnt Penvusunan Jdnn
untulc melaksiunakan penydsuran dan Surat Penyusunnn dan menit [P I PagU Anpg;
penyelesaian pagy ATEEATAN ACCArA oriling Penyelexainn Pagu ANggaran [Dsprxis
melajui aplikasi SARTT

o di-fe padacEiee - | I I N Dinpanisi Surat Pepyusunan 2,400 |Laporan RKAKL T'agu Angrrran |Prosea penyelesnian venja
P dan K umiuk = T "7 [dan Penyeleand 0 Angea) menit |B. = [memer]ukan wakay 3 Ran kerja - == =
b Jean peny dan peayelesai 2. Hasil Rekapliulasi yang 1elah
prgl Anggaran secarn giling meladui aplikaz , disesuuikan dengan rapat
SAKTI D penAjamarn pAgU ANEEArAn
2. Caratan Hasil Penelahaan/
Fenelithyr RRAKL Prgu Anggacan|

23| BJA Kemenrerian Kevnngan meienimn pagu Laporan RRAKRL Magu Anggaman a0 Approval dalam aplikasl SARTI  [Basamas memerlukan persetajurn

lnkub 1nk Hasmns menil Happroval dan DUA Kemenkew dan

[angearan dan P
anlite eerm melnkuknn pera Bjunn feciri
enline dalam aplikasi SAKTL

Bappenas A PeRyUsLHnn renjs
dalam aplikasi SAKT]




- 63 -

NOMOR SOP O Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN 20 september, 2023

TANGGAL REVISI ]

DISAHKAN OLEH KEPALA PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN / Roy R. Bachtiar, S.IP
NRP. 513146
NAMA SOP : SOP PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
DASAR HUKUM : | Y i | KUALIFIKASI PELAKSANA :

Mampu melaksanakan lavanan usulan pagu indikanf

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

125

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Bl Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penvusunan Renecana kerja dan Anggaran
“IKementerian Negarn/ Lembaga

Peraturan Menter! heuangan Rl Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

ey
1 SOP Penvusunan Pagu Kebutuhan Peralatan:

g Komputer . Laptop, Printer, Scannct

SOP Penvusunan Pagu Anggaran l'crlcnghkapm_it o
- Routing Slip, Faksimill, Jarinean ntweeet, Jaringan |

T

Ty - .
3| SOP Penvusunan Pugu Alokasi Anggaran Persyaratan:

4 _Usulan Pagu Kebutuhan, Justifikasi Usalon

4

PERINGATAN : |PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : - ——

Bila SOF tidik diliksanakan maka proses penyajian data mengadi cepat, tepat dan akuntabel Surat pengesahan atau surat pengembalian atau surat penolekan revisi anggaran




STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
PENYUSUNAN PAGU [NDIKATIF

LI - -
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- o [Kégidtin .

v e e Fememh e e e nead
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Menerima Surat Edaran Bersama {(SEB) dari

Menteri Keuangan RI/ Kepala Bappenas dan

B * . o i .. PELAKSANA ~ * g _ . = .. MUTURARU.. . . " v - -
T. | ¥Kepala Biro 5. . = ABappemast| T T W T ] Waktn |7 T : y -
Hipala et . F F Unit i L e . - 1 HETERARGAN
S e Percnéanadn | - A R A ‘DJAS Kelengapan L Outpat .
T Badan. ~Utama, - |.4qn jeaan Pelgksnan Hexjal Eather |y neilen R L | s e
SEB Kemenkeu 20 SEB Kemenkeu
dan Bappecnas menil |dan Bappenas -

mendisposikan kepada Sekrctaris Utame untuk Pagu Indikatif Pagu Indikatif
- L PR T Y — ' Disposisi

2 |Menerima disposisi Kepala Badan terkait SEB Disposisi 30 SEB Kemenkeu
Menteri Keuangan Rl Kepala Bappenas dan o SEB Kemenkomu menit [dan Bappenas
mendisposikan kepada Kepada Bire dan Happenas Pagu Indikatil
Perencanaan dan Kewangan untuk : Pagu Indikatlf Disposisi
ditindaklanjuti

3 [Menerima disposisi Sckretaris Utama terkail Disposist 0 EEB Kemenkeu
SEQ Menterd Keuangan Rl Kepala Bappenas, SEB Kemcnheu menit |dan Oappenas

mendisposikan hep per 14/ pelalisana
untuk melaksanakan pembahasan secara
internal dan menyiapkan pat pembahasan
dengan Kepala Badan, Pejabai Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama seria pimpinan unit kerja/
satker

dan Beppenas
Pags Indikatil

Pagu indikatif
Disposisi




Bagpenas/ |

No I _pere | | njar § )
AR Ly . don Hénangan Adtemenken | o Tor e F o o o o
4 |Menerima disposist kepala Biro Perenicanaan | 1. Disposisi 30 Surat Undangan [/
- |dan Keuangan terkait SEB Menter Keuangan SER Kemenkeu menit  |Pembahasan
RI/ Kepala Bappenas, melaksanakan dan Bappenas Pagu Indikanif T
pembahasan secara intermal dan menyiapkan Pagn Indikatif .
rapat pembahasan dengan Kepala Badan, 2. Hasil -
Pejabai Pimpinan Tingei Madya dan Fralama Rekapitulasi
ST U DT O/ et — — Usulan Pagu
i A TN T e b - -
3. Konsep Surar
Undangan
Fembahasan Pagu
Indikauf
5 |Melaksanafkan pembahasan pagy indikatif 1. Hasil 300 1. Hasil Rapal Pemmbahasan Pagu
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Rekapitulasi menit  |Rekapitulasi Indikatif Kanior pusai
Pratama serta pimpinan unil kerja/ satker dan Usulan Pagu yang telah dipimpin oleh Sestama
menyampaikan surat kepada pimpinan unit Kebutuhan discsuailan dan diikuti oleh Para
kerja/ satker terkait hasil rapal pembasahan v 2. Kansep surat dengan rapat Pejabat Pimpinan Tingsi
pagy indikati penyampaian pagu pembahasan Madya dan Pratama serta

indikatif sesau
hasil pembahasan

puau indikatil
2. Notulensi
Hasil
Pembahasan
Pagu ir}dikatil‘

satker
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Yo ' Kegistan . -~ - [ Hepala Gekretatia ;:;P‘“‘ Blro piktncanay’ | FlmplnanUnie | B2FPERRn/ ietenghasan ' | Waktd | © oitont | XETERANGAR .
LA ot | e | s | GRS | Polakeand | Redel Seker, o |, cemem | | R
Melaksanakan pembahasan pagu indikatif 1 L. Hasil 300 [L. Haail Rapat Pembahasan Pagu
- --|dengan Sckretaris Utama l Rekapitulasi menit  |Rekapitulasi Indikatil Kantor pusat
Usulan Pagu yang Lelah, _ _ |dipimpin olch Sestama
Hebutuhan disesuaikan dan diikuti oleh Fara -
2. Kensep surat dengan rapat Pejabat Pimpinan Tinggi
penyampaian page pembahasan Madya dan Pralame serta
''''' = — = m— ———— e — - indikatif sesau pagu indikatil | sather
T - == R ST = ettt i —
Hasi)
Pembahasan
Pagu Indikatif
Melanjuthan pembabasan pagu indikatil 1. Hasil 2400 |1, Hasil Rapat Penajaman Pagu
dengan melaksanakan penajaman bersama Rekapitulasi yang menit |Rekapiiulusi Indikatif Kantor pusat
Kepala Badan, Pejabal Pimpinen Tinggi dan h telah discsuaikan yang elah dipimpin oleh Kepala
Fimpinan Unit Kerja/Satker dipimpin aleh «dengan rapat disesuaikan Badan dan diikuti oleh
Kepala Badan serta menyampaikan surat pembahasan pagu denpan raput Para Pejabat Pimpinan
kepada pimpinan unit kega/satker terkait hasil| indikatil penajaman pagu | Tingei Madya dan
rapat penejaman pagu indikarif 2. Nowlensi Hasil indikarif Pratama sens satker
Pembahiasan Pagu 2, Natulensi
Indikacil Hasil Pennjaman
Pagu [ndikatil
Meoerima Surat Trilateral Mocling Fapgh Sural Trilatcral 30 Surat Trilateral
Indikatif dan mendisposisikan kepada Kepala A Meeting Pagu menit  |Mecting Pagu
Biro Peroncanaan dan Keuangan Ig] Indikatif tndikatif
Disposisi
Menerima dispoasisi Surat Tritatcral Meeting L Disposisi 30 [Surat Teflateral
Papu Indikarif dari Sekretaris Utama dan | Surai Toilaterl menit  [Meeting Magu
mendisposisikan kepada perecana/ polaksana Mecting Pagy Indikatif
untuk disusun perubahian pagu indikael E:] Tndikatif Disposist
susuai hasil rapat penojaman

o ———— e ame, n
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Ko ' Keglaten - . Kepala | Sehretaria Jopala Biro Pe I Pimpinan Unit IBEE?:;.“ / Jx'_‘;h n!kﬂ an. Wakiu Outpat . KETERANGAN
| . ' Badan tima | o gan [ Peleksana | Keda/ Sathor |y poinien] T i N % ’
o 10 |Mclaksanakan Trilateral Meeting dan 1. Hasf! 180 Hasll Trilateral
melaporkan hesilnyd ~ - Rekapitulasi yang | tnenit  |Meeting Fagu
telah disesuaikan Tndikatif R
3 dengan rapat .-
Ej penajaman pagu
————— - indikasif
e ————— — S . E— — 2. Notulenst Hasil
Binni = [Penmjaman Fagd - 1— = ——— S
Indileatil T
11 |Menerima disposisi sural penyusunan |Surat Penyusunan 30 Surat
rancangan renja dari Bappenas dan Rancangan Renja menit  |Peayusunan
mendisposisiltan kepada per / pelat Rancangan
Renja
Disposisi
12| Menerima disposisi. menyelesaikan 1. Disposisi 2400 |Laporan Proses penyelesaian
penyusuNan rancangan renja dan dikirimkan Surat Penyusunian| menit [Rancangan rancangan renja
secara online ke Bappenas D Ranecangan Renja Renja memerlukan waktu 5-10
2. Hasil Trilateral hari kerja
Meeting Fagu
Indikatil
13|Bappenas menerima mncangan reénja Basamnas Laporan 30 |Approval dalam |Basamas memerlukan
dengan melakukan persctujuan secara onling ‘L Rancangan Renja menit  |aplikasi KRISNA [pcrsetujuan fapprovall
— — Jar jlkasi iKrisna Renja RENJA drri DJA Kemenkeu dan
) ' ' = (a’ Bappenas atas
: = PeAYIISUNAN [INCANEAN
renja dalam aplikasi -
Krisna Renjo
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- _ BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SYHRETARIAT UTAMA

NOMOR S0P

() Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN

A0 september, 2023

TANGGAL REVISI

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIROSERENCANAAN DAN KEUANGAN

(’

EIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Roy ¥ HaohHar, EIF——

NRP, 513146

SOF FENYUSUNAN PAGU KEEUTUHAN

M e

b

Mampl melaksanakan layanan usulan pagu kebutuhan

2|Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2005 Tentang Sistem Perencansan Pembangunan Nasional

£

Kementerian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Menteri Reuangan R1 Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

i3

= E T _}AN )_ P _E'N‘ _:---.—exn_.

1|80P Peoyusunan Pagu Indikatif

Per&-llﬁtan:

2| S0P Penyusunan Magu Angearan

3|SOP Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

Komputer , [s01op Printer, Scannar
Ferlengkapan:
_ Routine Slin, Faksimili, Jaringan Inwemet, Jarinean Telepon
Persyaratan:

Usulan Pagy Kebutahan, Justifikasi Usulan

Surat pengesahan AL surat pengembalian atau surat penolakan revisi anggaran
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STANDAR QPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN

»

kepada  perencana/
pelgksana  untuk  menyiapken surat]
permintaan dela unuk penyusunan pagu

sty v

Renstra

2 IMam'iapkan konsep sural permintaan det

peny unduk pagu kebutuhan

TIDAK

Disposisi

menit  |Permintaan Pagu
Kebutuhan

2. Lampiran Formal RKA-
K/L Pagu Kebutuhan

3. Lampiran Farmat

Kebutuhan

]
30 1. Eonsep Surat Surar

Justifikasi Pengusulan Pagu

3 Memeriksa dan meryetjul sucall
permintzan data untuk penyusunan pagu
kebutuhan

YA

1. Konsep Surat Surat
Permintaan Pagu
kebutuhan

2, Lampiran Format REKA-
K7L Pagu Kebutuhan

3. Lampiran Format
Jusiifikast Pengusulan Pagu
Kebutuhan

30 1. Surat FPermintaan Pagu
menit  |Xebutuhan
2. Lampiran Format RKA-
/L Pagu Ecbutuhan
3, Lampiran Format

{%cbutuhan

Justilikasi Pengusulan Pagu

4 [Mengirimkan sual permintaan data untukd
penyusunan pagu  kebutuhan  kepada
prmpinan unit kerla dan satkes

i. Surat Pengantar Pagi
lebutuhan

2. Lampiran Formai RKA-

K /L Pagu Kebuluban yang
telah diisi

4, Lampiran Format
Justilikasi Pengusulan Pagu
Kebutuhan yang telah diisi

60 1. Surat Pengantar Pagu
menit  |Keburuhan dari pimpinan
unit kerja,/ satker
2. Lampiran Format RKA-
K/L Pagu Eebutuhan yang
Lelah diisi
3. Lampiran Format
Justiltkasi Pengusulan Pag
Kebutuhan yang telah diisi
;___i_-l R L —. -

file yang dibuhkan
[dapar dikitim dalam
chm.uk hardeopy dan
softcopy den
ditandandatangani oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama
ulterkait (unit kevjal serta
Kepala UPT [satker}




No| -

+ dai’ Kenan:

"'Kepila Bire
|- Persncanaan

Bappeiiis/ -

A7 ]

kebutuhan RKA-KIL

TIDAK

penelaashan pagu
kebutuhan RKA-K/L

penelazhan pagu
kehutuhan RKA-K/L yang
lelah dikoreksi_ _

S |Menenima data usulan pagy kebiduhan dari 1. Surat Pengantar Pagu 3.000 |Rekapiulasi Pengirim fite dilirim dalam bentuk
unit kerja/ satker dan memberikan arshan v Kehuatithan dari pimpinan menit  [Usulan Pagu Kebuatuhan hardoopy dan softeopy
secara  uoum  ferkail  kebfakan unit kerja/ satier dan ditandendatangani

{perencanaan den penganggaren Basamas 2, Lampiran Format REA- olch Pejabal Fimpinan
Eeria dispasisikan-kepada-p = Let-Papu-Ketuhanyang - Tinggi Madya dan - -
pelak ] untuk direkap dan dibahasj telal: diisé Pratama terkait {unit
secara intemal 2. Lampiran Format kerja) serta Kepala UPT
Justifikasi Pengusulan Pagu [satker)
Kebutuhan yang telah diist
6 |Merekap wsulan pagu  kebutuhan dan & 1. Surai Pengantar Pagn 3.000 ]1. Rekapitulasi Pagu 1 usulan unit kerja dapat
kelenghapannya serta diapoekan kepada TIDAK ﬂ Kebutuhan dari pimpinan menit JKebutghan Basarnas diselesaikan dafam 120
|Kepala Bro Perencanaan dan Keuangan | -~ unit kegja/ salker 2, Rekapitutasi fmenit
untuk ditaksenakan penelaahan terhadap 2. Lampiran Format RKA- Kelengkspan Dokumen
usulan tersebut K/L Pagu Kebutuhan yang Usulan Pogu Kebohan
tetah diisi
3. Lampiran Farmat
YA Justifikasi Pengusulan Pagul
Kebutuban yang telah diisi
4. Rekapitulasi Pengirim
Usnlan Pagu Kebutuhan

7 [Menerima <fata usulan pagu kebuluhan, 1. Rekapitulasi Pagu 30 1. Rekapitulast Pagu
mengereksi, «dan  memberken  para] Kebuiwhan Basarnas menit  |Kebutwhan Basarnas
perselujuan  konsep  sural  undangan 2. Konsep sural undangan 2. Konsep surat undangan
penyusunan  dan  penefashan  pagy penyusunan dan penyusunan dan




i v ‘ - ' o oL L T © MUTU BAKD . 7" __ ° .
3 - ) w7 FE— = g . k]
el -,  Kepnta X < 1 - - KETERANGAN
?l‘n PO _’_.gﬂ-ﬂ____r.ii . . Kelgngkapen. " bt .
N (CE P E..._' o - . R R .. R O i _ ...‘.‘»I
) IMenerima data usulan pagu kebuithan, L. Relkapitulasi Pagu 1. Hasll Rekapitulasi Pagu
mengorekei, dan menandatangan] suraf HKebutuhan Basarnas menit  [Kebutuhan Basamas
undangan penyusunan dan penelazhan 2_ Konsep surat undangan 2. Burat undangan
pagu kebutuhan RKA-KNL penyusunan dan peayusunan dan
penelaahan pagy [penelaahan pagu
kebutuhan RKA-K/L yang T(ebutuha.n REA-HfL
- __ _ . telah dikoreksi
9 [Menenma dan menugaskan pejabal terkait] 1. Usulan Papgu Kebutuhan 180  |Catatan Penelahaan Usulan |1 usulan unit kecaf
untuk  melak kan penelaal usidan| unit kerja, satker menit  {Pagu Kebutuhan satker dapar diselesailan
paqu kebutuhan dengan Bire Perencanazn) 2, Justilikasi Usulan Pagul dalam 120-180 menit
dan Keuangan Kebutuhan unit kerja/
10{Melaporkan kepada Kepala Biro 1. Hasil Rekapinudasi 120 I-lj:a]mran Penyusunan dan
Usulan Pagu Kebutuhan menil  |Penelahaan Pagu

Perencanaan dan Kewangan dan
|menyiapkan Honsep Surat Usilan
Pagu Kebutuhan Basamas ke
Bappenas dan DJA Kemenkeu

DAK

2. Calatan Penelahaan
Usulan Pagu Kebutuhan

Kebutiihan
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)1

v " s e e

11 [Menerima, mengoreksi, hasil
|pembahasan usulan pagu kebutuhan
dan memberikan paral Konsep Surat
Usulan Pagu Hebutuban dan
memerintahlban Arsiparis untuk
diarsipkan

JF Perenginia |
_ /Pelaksana’ [

" Kelbiigkapan -

TIDAK

Laparan Penyusunan dan
Panelzhaan Pagu
Kebutuhan

] | — - _ e

Tindak Lenjut Laparan
jsesuai peraturan dan arah
[kebijalean

YA

12 Menerima, mengoreles, hasil
pembahasan usulan pagu keboruhan
dan menandatangani Surat Usutan
Papt Kebumthan dan memerintahkan
Arsiparnis untuk diarsipkan

1. Hasil Rekapitulasi
Usulan Pagu Kebutihan
2. Konsep Surat Usulan
Pagu Kebyutuhan Basarnas
ke Bappenas dan DJA
Kemenkew

30 1. Hasil Rekapitulast
menit  [Usulan Pagu Keburuhan
2, Surat Usulan Pagu
Kebutuhan Basarnas ke
|Bappenas dan DIA
Kemenkeu

I -
13 |Bappenas menerima dan menampung

Hasil Rekapitulasi Pagu Kebuluhan
terseban vntuk diproses lebib lanjut.

L. Hasil Rekapitulesi
Usulan Pagu Kebutuban
4. Surat Usulan Pagu
Kehutuhan Basamas ke

Happenas dan DJA

- 1. Hasil Rekaplrulasi
Usulan Pagu Kcbutuhan
2. Sural Usulan Pagu
kebutuhan Basamas ke
IBappcnas dan DJA

Wakivy Menyesuaikan
yang berlaku di Instansi
|Bappenas
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NOMOR BOP 1 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN 1B Desember 2023
TANGGAL REVISI .

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NAMA 8OP
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BABARNAS)

DASAR HUKUM ;

KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

Peraturan Presiden Republik Indomsia Nomer 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pammmn Presiden Nomor 16 Tahun 2(}18 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA]: mampu melaksanakan penganggaran, mmnmpkan dan
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUF)

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur |Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa, mampu
Administrasi Pemerintah |menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)
3 Peraturan Kepala Badan BAR NAsional Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional Tim Ahli : memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa, mampu menyusun Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
4 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa
7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa
8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jass Pemerintah Mslalui Penyedia
1_SOP Pengadaan Barang/Jasa DIPA, RKA-KL, Renstra
2 SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rencana Umum Pengadaan (RUF)
Draft rencana pelaksanaan pengadaan (RFF)
PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka kegagalan proses pengadaan barang/jasa

Copy berkas-berkas rencana pelaksanaan pengadaan [RPF) dicatat dan didata :ebnw data elektronik
dan manual dalam berkas kearsipan Unit Kerja dan Sskretariat PFK




- 74 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERENCANAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

PELAKSANA MUTU BAKU
e p— Unit Kexja Kepala UKPBJ Tim ARl KPA Kelongkapan | Waltu Output il
1 |[Menyampaikan Rencana Kerja Rencana Kerja 300 Rencana Kerja
kepada PPK menit
2 |[Membuat surat permohonan Rencana Kerja 60 Surat
asistensi/pendampingan kepada menit |permohonan
Kepala UKPBJ asistensi/
pendampingan
3 |[Menunjuk/ menugaskan Tim Ahli Surat permohonan 60 Surat
untuk asistensi/ mendampingi PPK asistensi/ menit |penunjukan/
terkait inventarisir perencanaan pendampingan penugasan Tim
pengadaan Ahli
4 |Bersama-sama menginventarisir 1. Surat 1500 |1. Hasil
perencanaan pengadaan, penunjukan/ menit |inventarisir
mengidentifikasi kebutuhan penugasan Tim perencanaan
barang/jasa berdasarkan Rencana Ahli pengadaan
Kerja Basarnas, melakukan 2. Database BMN 2. Hasil
konsolidasi pengadaan barang/jasa 3. Riwayat identifikasi
rencana kebutuhan
kebutuhan Unit Hasil
5 |[Membuat formulir identifikasi 1. Hasil 300 1. Formulir
kebutuhan dan formulir inventarisir menit |identifikasi
perencanaan pengadaan serta perencanaan kebutuhan
menyampaikan kepada KPA pengadaan 2. Formulir
2. Hasil perencanaan
;dollm

kebutuhan




MUTU BAKU

Kegiatan

Unit Kerja PPK Ec& UKPBJ Tim Ahli KPA m Waktu Output
6 |Menetapkan barang/jasa sesuai 1. Formulir 300 Dokumen
dengan kodefikasi dan kategorisasi, identifikasi menit |penetapan
kemudian menyampaikan kepada kebutuhan barang/jasa
PPK 2. Formulir
perencanaan
pengadaan
7 |Memasukkan rencana kebutuhan Dokumen 1500 |1. RKA
pengadaan barang/jasa ke dalam penetapan menit |2. Metode
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) barang/jasa pengadaan
Basarnas, menentukan cara barang/jasa
pengadaan barang/jasa, menyusun 3. Konsep
antara lain: Spesifikasi Teknis
a. Spesifikasi Teknis (pengadaan 4, Konsep RAB/
barang, konstruksi, jasa lainnya)/ Perkiraan Biaya
Kerangka  Acuan Kerja (jasa 5. Daftar
konsultansi) Pemaketan
b. RAB/ Perkiraan Biava
¢. Rencana jadwal pengadaan
barang/jasa
kemudian menyampaikan kepada
KPA_serta melakukan nengisian ke
8 |Menetapkan dan mengumumkan 1. RKA 300 JRUP
Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2. Metode menit
melalui aplikasi SIRUP v pengadaan
barang/jasa
3. Konsep
Spesifikasi Teknis
4. Konsep RAB/
Perkiraan Biayva
5. Daftar

I 4
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NOMOR SOP \ Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN 28  'Desember 2023

TANGGAL REVISI

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

DRA SUDIRMAN, 8.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM 197302101998031
NAMA SOP : SOP Persiapan Pengadaan melalui E-Purchasing |
DASAR HUKUM : . s . |KUALIFIKASI PELAKSANA : '

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kualifikasi kompetensi SDM Pelaksana memiliki sertifikat :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
2 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Kompetensi Personel Lainnya

Administrasi Pemerintahan - Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional
Pencarian Dan Pertolongan

4 Peraturan Kepala Badan Sar Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Badan Sar Nasional

5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
6 Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam

Penﬁgdaan Barang/Jasa Pemerintahg__

1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1. DIPA, RKA-KL. Renstra Basarnas, Form Identifikasi Kebutuhan
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP)

3. Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan

4 Dokumen Pers:apan Panaan [DPP] mela.lux E Purchasmg

PERINGATAN: . |PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
1. Berkas Persiapan Pengadaan oleh user [penggun.a} dxcamt dan d.tampkan masing-
Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai prosedur |masing

2. Berkas Persiapan Pengadaan oleh PPK dicatat dan diarsipkan PPK
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP Persiapan Pengadaan melalui E-Purchasing

PELAKSANA MUTU BAKU
No Kegiatan Pejabat KETERANGAN
User PPK Pengadaan Kelengkapan | Waktu Output
1 [Mengusulkan paket pengadaan Dokumen 300 menit jDokumen usulan Dokumen persiapan
untuk dilaksanakan secara E- Perencanaan persiapan pengadaan:

Purchasing

Pengadaan melalui
E-Purchasing :

1. Nota Dinas
permohanan dari

pengadaan melalui
E-Purchasing

2. RAB.

user ke PPK,
2. Spesifikasi
Teknis,
3. RAB.
2 [Menerima dan mereviu dokumen Dokumen usulan 300 menit |- Dokumen usulan
persiapan pengadaan bersama User persiapan persiapan
pengadaan melalui pengadaan melalui
E-Purchasing. E-Purchasing
- Berita Acara (BA)
Reviu Persiapan
Pengadan
3 |mereviu dokumen persiapan Dokumen usulan 300 menit |- Dokumen usulan
—fpengadaarn bersama PPK q '_“'.‘ = e [ |persiapan e ~ fpersiapan
pengadaan melalui pengadaan melalui
E-Purchasing. E-Purchasing
- Berita Acara (BA)
Reviu Persiapan
Pengadan
4

1. Spesifikasi teknis, dan
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MUTU BAKU
No Kegiatan Pejabat KETERANGAN
User S Kelengkapan Waktu Output
4
S JMemeriksa dan Menetapkan - Dokumen usulan 60 menit §- Dokumen Nota dinas dari PPK ke
dokumen persiapan pengadaan persiapan persiapan Pejabat Pengadaan

melalui E- Purchasing,

pengadaan melalui
E-Purchasing

- Berita Acara (BA)
Reviu Persiapan

pengadaan yang
ditetapkan oleh PPK
- Nota dinas dari
PPK ke Pejabat

apabila nilai paket
pengadaan paling banyak
js.d 200 juta

! Pengadan Pengadaan
6 Melaksanakan pengadaan dengan Dokumen persiapan - - Surat Pesanan
nilai paket diatas 200.000.000,- (dua pengadaan yang
ratus Juta rupiah) telah ditetapkan
7 Melaksanakan pengadaan dengan - Dokumen - Surat Pesanan
nilai paket paling banyak persiapan

200.000.000,- (dua ratus Juta
rupiah)

JPengadaan

pengadaan yang
ditetapkan oleh PPK
- Nota dinas dari
PPK ke Pejabat
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NOMOR SOP 2 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN Juli 2014
TANGGAL REVISI Agustus 2023
DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAJAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEFPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Noer Isgfdin Muchlisin, N BN
NIP. 19721224199803100
NAMA SOP SOP USULAN PENYESUAIAN TRT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenat
TRT
2 UL Noemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4 Peraturan kabasarnas Nomor : PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
5 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gap
Pegawai Negeri Sipil
O Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Perfolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 1entang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Penearian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
8 Peraturan kepala Badan Nasional Penearian dan Pertolongan Nomor PR.0OO Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Ruasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
I S0P Pemuktahiran Database Kepegawaian Peralatan ;
Komputer | seanner, Laptop, printer
- Perlengkapan
Peraturan terkait Kenaikan Gaji Berkala
3 Persyaratan:
Surat Usulan
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Bila SOP Lidak dilaksanakan maka proses Penvesuaian TRT akan terhambat 1. Nominatif rencana TRT
2. Surat Pemberitahuan
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ETANDAR OPERASIONAL FROSEDUR

509% Penyesvalan TRT

USULAN PENYESUAIAN TRT
PELAKEBANA MUTU.BAKU
. Kepala'Bire Kepegawalan,
No Kegiatan . Hetua Tim Layanan isasi, ¢ HETERANGAN
PIC Kepegawaian * PNS Yaog Busang_k‘l._ltan Kepegawaian/ oxﬁ:a:;-;%::;:::aﬁ:::! J:.:; Bay::{ Helengkapan Waktu Qutput-
Kasnhbag/trusan Umum P Pertolongan ang
1 Mcnyusm:n dahar rencana 1. Dafltar rominacif and |1, Nominatil rencana TRT PIC Kepegawaian (Analis
peoyesuaian TRT seria = 2. Data PNS dan KF menit |2, Surat Pemberitabuan Kepegawalan/Pranata
mecnginformasikan melalui Sarat Terakhir SOM Aparatur/PNS yang
Femberitahuan kepada PHS yang 3. Dahar Mutasi ditunjuk oleh Pejabat
bersangkutan untuk melenghkapi - Pegawai yang berwenang untuk
persyaratan menpelols kepegawaian]
Sural pemberitahuan
ditujulkan kepada
Pimpinan Unit Kerja
Esclon Il tempat PNS
ftersehat ditugnskan
2 |Melengkapi berkas persyaratan dan 1. Nomingiif Rencana 1500  |Kelengkapan kekurangan
menyerahkan kepada PIC TRT menit  |dokomen
Kepegawaian . l2"‘.:S|.lrxa1.
mberitahuan
-1 L | J— P - I S —— o _
3 |Menyusun draft SK TKT dan 1. Berkas Usulan 300 |BKTRT
sclanjutnya discrahkan kepade Ketua & 2. Peraturan rerharu memnit
[Tim Layanan Kepcgawaian wniuk herkait Qaji Pokok PNS
dikorelcsi ;
4 |Mengoreksi dan member paral Dralt SK TRT 300  JDraft K TRT
persetujuan usualan TRT dan menit
menyampaikan usulan TRT tersebun
kepada Kepala Biro Hepegawaian,
Organisasi dan Tata LiksanafKepala
|anor sar
TIDAK
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PERYESUAIAN TRT

0P Penyesuaian TRT

PELAKSANA § TU.BAKU
. - . : Repaln Biro Kepegawaian,- ’ A
i Hetua Tim Layanan P ; = . . :
No . Hegiatan A ] i e Organlsasi, dan'Tata Laksanaf Juru Bayar/ i S KETERANGAN
- PIC Hepepawaian PNS Yong Bersanghittan E Kepegag.galan_)'. Kep il b}nt?.E Pentarian dan © Kenangan Helengkupan wf_ak'tu Olll.]ll..'l‘t_ .
: Hasnbbag/Urusan Umam Partolong R N g L ;
5 [Mengorcksi dan menyetujui usulan 1 |Draft SK TRT 00 5K TRT
TRT dan memerintahkan untuk YA | TIDAK menit
diproses lebih lanjut W
YA
& |Menyerahkan usulan TRT ke Juru |5 TRT 15 |SKTRT
Bayar untuk diproses lebih lanjut menit
serta mendokumeniasikan dan
r listribusikan SK TRT ke yang
Jbersangkutan
7 [Juru bayar memproses lebih lanjut J SK TRT catatan [SK TRT Menyesuaikan SOP yang
e berlaku di unit kerja Biro
. Perencanaan dan
Hevangan
8 |Mendeolumentasikan SK TRT SKTRT 15 [SKTRT
menit
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP I3 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN Agustus 2023

TANGGAL REVISI F

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGA » ORGANISASI, W TATA LAKSANA

NAMA SOP SOP KENAIKAN PANGKAT REGULER

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Perituran Presiden No 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Kabasarnas Nomor @ PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemermtah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negen Sipil

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertalongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
[adan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomar 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencaran dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan hepala Badan Nasional Pencarian dan Peotolongan Nomor PR.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian

ussa Bidang Kepegawaian b Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mempunyal kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
kKenmkan Pangkat

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

HKETERKAITAN:
1 S0P Pemuktahiran Database Kepegawaian Peralatan
Komputer . scanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait Kenatkan Gaji Berkala
3 Persyaratan:
Surat Usulan
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses kenaikan pangkat akan terhambat

1. Nominatil Pegawai
2. Surat Pembernitahuan
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STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGHAT REGULER
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP

i4 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN

Agustua 2023

TANGGAL REVISI

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIRO KEPEGAW, , ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
1

NIPVM97212241998031002

NAMA SOP

SOP USULAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

oW W

w

=2

10

Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

UL Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UL Nomor 11 Tahun 1969 Temang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan Presiden No83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan S0P Badan SAR Nasional

PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
PP Nomar |1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawad Negeri Sipil | Unduh ) jo PP Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensuin Pokok Pensiunan PNS dan

Janda/Dudanva

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian daa Pertolongan Republik Indonesia Nomaor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PR.02 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasienal Pencarian dan Pertolongan

Pensiun

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku mengenai

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

I S0P Pemukiahiran Database Kepegawaian

Peralatan :

Komputer | scanner, Laptop, printer

9 Perlengkapan
Peraturan terkait Pensiun
3 Persyvaratan:
Surat Usulan
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila S0P tidak dilaksanakan maka proses pensiun akan terhambat

L. Nominatif Pegawal
2. Surat Pemberitahuan
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USULAN PERSIUN ATAS FERMINTAAN SENDURL
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STANDAR QFERASIONAL FROSEDUR
DIULAN PENSIIR ATAS FERMINTAAN EENDIRI
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NOMOR SOP {§ Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN Agustus 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWA ., ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
L]

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Noer Isrod LS. M.
NIP. 197212241998031
NAMA SOP SOP USULAN PENSIUN PNS BUP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Mempunyal kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang, berlaku mengenai

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
Persiun

2 UL Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

4 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

5 Peraturan kabssarnas Nomor © PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyvusunan SOP Badan SAR Nasional

6 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil
7 PP Nomor |1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Unduh ) jo PP Nomor 17 Tahun 2020
8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

[#

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomar 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

=

1€

Peraturan kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.09 Tabun 20012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Hidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1C

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

Peralatan :
Komputer | scanner, Laptop, printer

KETERKAITAN:
1 SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian

2 Perlengkapan
Peraturan terkait Pensiun

3 Persyaratan:
Surat Usulan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

PERINGATAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses pensiun akan terhambat 1. Nominatif Pegawai
2. Surat Pemberitahuan
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NOMOR SOP I Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN Agustus 2023
TANGGAL REVISI

» ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH HEPALA BIRO KEPEGA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Noer I in Muchlisin, S.Pd}, M. M.
. 197212241998031
NAMA SOP SOP PERMOHONAN CUTI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku mengenai
Cuts
2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan Presiden No 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4 Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
5 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemenintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
6 Peraturan Badan Nasional Pencaran dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
& Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pembernian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGHKAPAN :
I SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian Peralatan :

Komputer , scanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait Cuni

3 Persyaratan:
Surat Usulan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Cun akan terhambat

1. Nominatif Pegawai
2. Surat Pembentahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FERMOHONAN CUTI
Pelaksanann Mutu Baloa
Keglatan Bi i Het.
PNS yang Bersanghkutan l:,‘;m. o ;.{:3: gaaat, K“;:::gh::’?“““ FIC Kepegawaian Kelengkapan Walrtn Outgut orangan

Mengajukan Permohonan Cuti Surat Usulan Cuti Pegawag 15 Surat Usulan Cuti Pegawai
Menil

IMenerima, menpganalisa surat usulanl J Surat Usulan Cuti Pegawai 15 Surat Usulan Cuti Pegawai

Cuti dan mendisposisikan ke Ketua i Menit

TIM Layanan Kcpcgawajan untuk

ditindaklanjut

Menctima dan menganalisa Sarat Surat Usulan Cuti Pcgawal 30 Surat Usulan Cuti Pegawai

usulan Cuti dan mendisposissiskan menit

ikcpada PIC Layanan Kpcgawaian -

lontuk ditindak fanjud ’ FON ’ I

o TIDAK

menginput  Usulan Cuti Pemobon ke Surat Usulan Cuti Pegawai a0 1. informasi

talam Drive Layanan hkepegawaian menit

Topik Cuti. Dan menyampaikan !

kepada Pohon Cuti scbagai inl’ormasi‘ >

Cuti telah diproses oy

Menerima_informasi— cuti—telabh—di] 1-informask 30—} 1-informasi

proses menit

'
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 1} Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN .+ Agustus 2023

TANGGAL REVISI -

ORTALA

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGA' N, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
L]
Noer Isrdlin Muchlisin, S.Pd., M.M.
NIP. 197212241998031002
NAMA SOP SOP USULAN PENYUSUNAN REGULASI BIDANG KEFEGAWAIAN DAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

Memiliki kemampuan menganalisa peraturan perundangan di bidang kepegawaian dan ortala

2 UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memiliki kemampuan menganalisa organisasi
3 Pereturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Memiliki Kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4 Peraturan Kabasarnas Nomor - PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional Memihkt Kemampuan tentang ldentifikasi Resiko dan Peluang
5 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Badan Naswonal Pencanan dan Pertolongan Nemor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencanan dan
Pertolongan
6 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
7 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 19 Tahun 2014 Tentang Kntena Klasifikas: Orgamisasi Kantor SAR Di Lingkungan Badan
SAR Nasional
8 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomaor PK.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawsian di Lingkungan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 S0P Penataan Orgamisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Peralatan .
Komputer , scanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait kelembagaan, Kepegawaian, dan Tata Laksana
3 Persvaratan:
Surat Usulan, Naskah Kajian
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila S8OP tidak dilaksanakan maka proses penyusunan regulasi bidang Kepegawaiarn dan Ortala akan terhambat

Disimpan sebagai data elektronik




Page 1 SOP Usulan Py guilasi Bidang Kepeg dan Ortala
- 05 _
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.
PENYUSUNAN REGULASI BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
PELAKSANA MUTU BAKU
Tim Kelompok Kerja i - .
; Kepala Bire Hepegawaian . . .
No Kepiatan Pcnyusunan Ponguatan P . * | Bire Hulnim dan Kezja ; KETERANGAN
Kelompok Kerja Pemrakarsa Re si Bidang Kepegawaian, Orgam::::: :;n Tata a Kelenghkapan Waktu Output
Organisasl, dan Tata Lalsana i
1 |Menyampaikan konsep usulan 1. Konsep peraturan 10 1. Konsep peraturan
regulasi bidang kepegawaian, C) menit,
organisasi dan tata laksana I
]
2 |Menganalisa urgensi dan konsep — 1. Konsep peraturan 30 1. Konsep peraturan
usulan regulasi bidang kepegawaian, ‘ menit
organisasi dan tata laksana
3 {Melaksanaken rapat pembahasan 1. Konsep peraturan 300 1. Konscp peraturan
dengan Pokja Penyusunan Penguatan menit |2, Konsep Naskah Kajian
Regulasi Bidang Kepegawaian, . penyusunan peraturan
Organisasi, dan Tata Leksana . TIDAK 3. Konsep Nota Dinas lte Karo
{dengan melibatkan unit kerja terkait * JHukum dan Kerja Sama
jika diperlukar), menyusun konsep
peraturan
4 |Menganalisa, mengoreksi, menyetujui T - 1. Konsgep peraturan 300 1. Konsep peraturan _ _ )
konsep peraturan bidang 2. Konscp Naskah Kajian menit |2. Naskah Kajian penyusunan
kepegawaian, organisasi dan taia penyusunan peraturan peraturan
laksana, menyampaikan ke Bire — 3. Konsep Nota Dinas ke 3. Nota Dinas ke Kare Hukum
Hukum dan Kerja Sama untuk proses Karo Hukum dan Kerja dan Kerja Sama yang sudah
lebih lanjut " YA Sama ditanda tanpgani
5. |Menerima usulan penyusunan \L 1. Konsep peraturan 10 SOP Penyusunan
2. Nagkah Kajian menit Peraturan

regulasi di bidang Kepegawaian dan
QOrtala

penyusunan peraturan
3. Nota Dinas ke Karo

Hukum dan Kerja Sama
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NOMOR SOP I8 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN Agustus 2023

TANGGAL REVISI 3

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAW,

. ORGANTSASI, DAN TATA LAKSANA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN FERTOLONGAN

SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Noer Is) M.
NIP.
NAMA SOP SOP PERMOHONAN DATA KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM : HUALIFIKASI PELAKSANA :
| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penecarian dan Pertolongan - Mempunyal kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

Database Pegawai
2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Pernturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4 Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan SOP Badan SAR Nasional
5 Peraturan BEN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara

6 Peraturan Badan Nasional Pencanian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencurian dan Pertolonpan Nomaor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nuasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

& Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 'R.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

I SOP Knaikan Gaji Berkala Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

2 S0P Kenaikan Pangkat Reguler Perlengkapan
Peraturan terkait Data Pegawai

3 SOP Penyesuaian TRT Persyaratan:
Surat Permohonan

4 SOP Mutasi Keppgawaian

5 SOP penvesuaian Tunkin

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOP tidak dilaksanakan maka proses kegiatan yvang membutuhkan data kepegawainn akan terhambat 1. Nominatif Pepawai
2. Surat Pemberitahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN DATA KEPEGAWAIAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No Hegiatan Kepala Biro Kepegawaian, Tim Kelempok Kerja Keterangan
Kepala Unit Kerja / UPT Orpanisasi, Tata Laksana Penguatan Sistem Informasi Kelenghkapan Wakeu Qutput

1 [Menyampaiken Surat Permchonan Surat Permohenan data 15 Surat Permohonan
Data Kepegawaian Kepegawaian. Menit

2 |Menerima, dan mendisposisikan I Surat Permohonan. 15 1. Surat permohonan,
permohonan data kepada Tim Pokja Menit 2. Disposisi
Penguatan Sistem [nformasi

3 [Melaksanakan pengolahan data dan 1. Disposisi 60 1. Data sesuai permintaan, |Wakiu penyelesaian olah data
membuat. _konsep_ surat balasan . J’ 2. Burat permohonan, menit 2, konsep surat balasan bervariasi sesual dengan
sesuai permohonan dan/ atau arahan — = ‘ komplekaitas data yang
atasan 3l diminta.

4 |Menerima dan memeriksa data hasil 1. Data sesuai permintaarn, 15 1. Data
pengolahan Tim Pokja Penguatan 2. konsep surat balasan menit 2. Surat Balasan yang telah

Sistem Informasi. Jika disetujui maka
permohonan data akan diteruskan
Itepada pemohon. Jika tidak, maka
dikembalikan kepada Tim Pokja
Penguatan Sistem Informasi untuk
diperbaiki.

disetujui

Page 1
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN DATA KEPEGAWAIAN

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan . Kepala Biro Kepegawaian, Tim Kelompok Kerja Keterangan
Output
Kepala Unit Kerja / UPT Organisasi, Tata Laksana Penguatan Sistem Informasi Kelenghkapan Waktu uhp
5 Menerima fdata sesua permohonan 1. Data 15 Tanda terima.
2. Surat Balasan yang telah menit

disetujui

Page 2
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NOMOR SOP |9 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN November 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NIP. 197212241998031002

NAMA SOP SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Mempunyai kemampuan dan pengelahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku mengenai

Pengangkatan PNS

2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Penesnan dan Pertolongan

4 Peraturan Kabasamas Nomor @ PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

5 Peraturan Pemeriitah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negert Sipul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubalian atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tenmtang Manajemen Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

6 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor
128)

7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 rentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawal Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377)

& Pernturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Radan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerga Kantor Pencarian dan Pertolongan

O Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturcan Badan
Nasional Penearian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penearian dan Pertolongan Nomor PR.O%S Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Penearian dan Pertolongan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
I SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian Peralatan :
Kemputer |, scanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait Kenaikan Gaji Berkala
3 Persyaratan:
Surat Usulan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengangkatan PNS akan terhambat 1. Nominatif Pegawai

2. Surat Pemberitahuan
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP

20 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN

09 September 2022

TANGGAL REVISI

Oktober 2023

DISAHKAN OLEH

_ﬁ s GO

KEPALA BIRO KEPEGAW, , ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Noer Isr M sin, S.Pd.,
NIP. 897212241998031002

SOF PERMOHONAN MUTASI/PINDAH PEGAWAI ATAS PERMINTAAN
SENDIRI ANTAR UNIT KERJA

DASAR HUKUM ;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

L

~d

Q.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencanan dan Pertolongan

UL Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negam

Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Perfolongan
Peraturan Kabasarmas Nomor - PR 16 Tahun 2014 teatang Pedeman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor . 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksannan Mutasi

Peraturan Hadan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomar 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Perolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasienal Pencarian dan Pertalongan Nomor 16 Tahun 2017 temang Organisas: dan Tata Kega Kantor Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indunesia Nomor 2 Tahun 2023 wentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pelatibian Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.O9 Tahun 2012 weatang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencartan dan Pertolongan

10 Pedoman Pola Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor @ PED- 3 Tahun 2021

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan proses permiohonan mutasi/ pindah
pegawal atas permintaan sendiri

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN ;
1 SOP Permohonan Data Pegawai Peralatan :
Komputer | scanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait Data Pegawai
3 Persyaratan:
Surat Permohonan
a

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilnksanakan maka proses permohonan mutasi/ pindah pegawai atas permintaan sendin tdak sesuai prosedio

Data pemohon dan berkas pengajuan disimpan sebagal data elektronik dan arsip
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOF PERMOHONAN MUTASI/PINDAH PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI ANTAR UNIT KERJA

S0P Mutas| Antar Unit

Pelni n Mutu Baku
No Heglatan Pimpinag Unit Hepala Bira Sekre*a;ls Utu:{:! o
E Pegowai H‘:::‘:u:sgr i Kerja Yang Di 0‘:;:%:;:‘::; ll:et;:;i;:muan FIC Kepop Hopa l::n‘:-.aar:a:’:an ool Helengkapan Walotu Outpat retemngan
Tuju Tata Laksana Pertolongnn
1 |Mengajukan surat permohonan 1. Surat Permohanan 15 menit |1. Surat Permohonan
mutasi/pindah pegawai 2, Berkas-herkas: 2, Berkas-berkas: Surat
( ] Surat Permnyntarn Llidak Pernyatran tidak
= scdang menjalani sedang menjalani
= = hukuman disiplin, Surat hukuman disiplin,
Femyataan tdak sedang Surat Pernyataan tidak
menjalani tugas betajar, sedang menjalani lugas
dan surat pemyataan tidak belajar, dan surat
tersargkut hutang putang pernyataan tidale
R lersangkut butang
putang
2 |Menclaah alas permahanan L. Surat Permohonan 15 menil |1.Surat permohenan
niutasifpindah  pegawai jika sctuju, 2, Berkas-berkns: 2. Berkeas persyaratan
maka membuat surat  permohonan Surat Pernyatnan tidak 3.Surat Pengantar
mutaslfpindah  pegawai. Jika tdak i sedang menjalani
setuju maksa permohonan . hubkuman disiplin, Surat
nutasi/pindah pegawai tidak disctujui | [THak seuju / \ Syarat Tidak Sesusi Pernyataan tidale sedang
: jadani tugas belajar,
/ dan surat pernyataan tidak
tersangkut hutang putang
Disetujui
- [——— 11
3 [Menerima dan menelaah  pengajuan U 1.Sural permohonan 1 hari |1.85umt permchonan
surat  permohonan  mutasifpindah ' 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaraian
pegawai  serta mengarabkan  untuk J.Surat Pengantar 3.8urat Fenganlar "
[diproses dan ditindaklanjuti 4. Disposisl
4 |Mcrerima dan menelaah  pengajuan 4 1.5urat permolhonan J2 menit | L.Surat permohonan
surat  permohonan  mutesifpindah 2_ Berltas persyaraian 2. Berkas persyaratan
Pegawai dan mengarabkan untuk di 3.Surat Pengamar 3.5urat Pengantar
proses Tebih lanjut _ 4, Disposisi 4, Disposisi
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SOP Munasl Antarunit

Pelaksanaan Mutu Balm
Pimpinan Unit Kepala Biro Sekretaris Utama/
No Keplatan Pimpioan Unit A Hepegawalon, Hetua Tim Layanan Hepala Badan Nasional Keterangan
Pegawai Herja Asal Keq;:la‘:lg D1 Qrganizazi, dan Kepegawaian PIC Kepeg Pencarlan don Kelengkapan Waktu Output
Tata Lakzono Pertelopgan
5 [|Menerima serta mecmeriksa L l.Surat permghonan 153 menit |1.Surat permohonan  Dilihat dari
kelengkapan  berkas  dan  wverifikasi 2. Berkas persyaratan 2. Berkas persyaratan  |kebutirhan dan
sural  permohonan  mutasifpindsh Tidak Tidak Sesuai 3.Surat Pengantar A.5urat Pengantar peta jabatan, jika
pegawai. Jika persyaratan scsuai, maka Disetujui 4. Disposisi 4. Kanscp Surat terdapat jabatan
menyiapkan konsep surat kenfirmasi Konfirmasi Mutasi yang kosang

mutasi/pindah  pegawal  dan  jika
persyaratan ddak  scsuai,  maka
menyiapkan konsep surat balasan tidak
disctufui

Syarat

[sesuai

Pegawai
5. Konsep Sumt

Dalasan Tidak Disctujui

6 |Mencrima Kkonscp surat konfirmasi 1. Surat Kenfirmasi Mutasi| 15 menit | 1. Surat Pengantar
mutasifpindah  pegawai  dan  jika Pegawai 2_ Surat Persctujuan
disetujui membuat surat persetujuan -4 2. Surat Penganiar Mulasi
mutasi/pindah pegawni, jika tifak 3. Surat Persetujuan 3, Surat Penolakan
disctujui  membuat sural pcoolakan . Mutasi Mutasi
mulasi/pindah pegawai 4, Surat Penolakan Mulasi

7 JMenerima surat persetujuan L. Surat Pengantar 15 menit |1. Surat Penganiar
mutasif pindah pegAwai serta = 2. Surat Persetujuan 2, Surat Persetujuan
mengarabkar—untuk-di—preses—lebih| - - _f - - —— =] —_ - - Mutasi. -— - Mutasi —
lanjuy H 3. Disposisi

& [Mencrima surat peCsetujuan 4 1. Surat Pengantar 153 menit |1. Sural Pengantar
mutasifpindah pegawai serta 2. Surat Persctujuan 2. Surat Persetujusn
mengarahkan uniuk membuat konsep Mutasi Mutasi
SK Mutasi/pindah pegawai 3. Disposisi 3. Disposisi

9 Mecmbuat kensep Nota Dinas 1. Surat Pengantar 15 menit |1, Konsep Nota Dinas  |SK Mutasi pegawai

penandatanganan 5K Mutasi/pindah
pegawai  dan  Membuat konsep SK

2. Surat Persetujuan
Mutasi

2. Kongep SK Mutasi

MutnsJpindah pegawhi

ATy P
I-Disposisi

Galonga NI/ s/d
ke bawah tid
Kepala Birpo———}
Kepegawaian,Orga
nizas{ dan Tata
Laksana, Gol [If/c-
IV/bL td Sestama,
Golongan V/c
keatas tid Kepala
Badan Nasional
Pencarian dan
Periolongan




Fage 3 SOP Mutasi Antar Unit
Pelal Mutu Baku
Pimpinan Unit Hepala Bivo Seleretaris Ttamaf
No Kegiatan Pimpinan Unit Hepegawaian, Ketua Tim Layanan Hepala Badan Nasional Keterangon
FPegawal Kerfa Ascl Keljr;:nng Di Orgauisasi, dan Kepegawalan PIC Hepeg Penearian dan Kelenghkapan Walktu Dutput
ju Tatn Lukaana FPertolongan
10 |Menandatangani konsep SK Mutasi 1. Konsep Nota Dinas SK Mutasi SK Murtasi pegawai
fpindah pegawal seria mengarahkan 2. Konscp 3K Mutasi Golonga Il fb sfd
untuk mendistribusikan ke bawah 1td
Kepala Biro
— Kepegawaian,Orga
) nisasi dan Taa
Laksana,
|
11 |Mcnandatangani konscp SK  Mutas] 1. Konzep Nota Dinas 15 menit |SK Mutasi SK Mutasi pegawad
/pindah pegawai serta mengarahkan 2. Konsep SK Mutasi Gol 1I§/c-1V /b tid
untuk mendistribusikan [ Sestgma, Golongan
V/c keatas tid
Kepala Badan
Nasional Pencarian
o e dan Pertolongnn
12 |Mcndistrisbusikan SK  Mutasifpindah 4 SK Mutusi 15 menit |1, SK Mutasi
pegawai dan wnendokumentasikannya 2, Tanda Terima
13 |Menerima SK Mutasi » 1. 3K Mutasi 1, SK Mutasi
(D 2. Tanda Terima 2, Tanda Terima
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 2\ Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN November 2023

TANGGAL REVISI #

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAJAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NIP. 197212241998031002

NAMA SOP SOP USULAN PENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

Mempunyval kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang undangan vang berlaku mengenai
Beasiswa

2 UL Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan Presiden No83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1 Peraturan Kabasarnas Nomar @ PR 1D Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan SOP Badan SAR Nasional
3 PP Nomar 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kKedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
G Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan WNasional Pencarian dan Fertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republk Indanesia Nomaor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kKerja Balad
Pelatilian Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan
8 Peraturan Kepala Badan Nastonal Peoncarian dan Pectolongan Nomaor 'K.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 S0P Pemukiahiran Database Kepegawaian Peralatan :

2 S0P Penawaran Beasiswa Ke Luar Negeri

Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan

Peraturan rerkait Kenatkan Gaji Berkala
Persyaratan:

Surat Usulan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Beasiswa akan terhambat

1. Nominatif Pegawai
2. Surat Pemberitahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN EEASISWA KE LUAR NEQER]

FPeluksanuon Muta Baku
Anpgota Tim Mansjcmen
Li Heglaton Kepala Biro Kepapawnicn, | Ketaa TIM Macajemcn Toleata Kepala Birs Hukum 4an Kerja : ; Reterangan
Unit Kerja Ocgandiasi, Tats Loksana dan Pengemt o Karter Taleatn dm“::enfemhngm d Arsiperis Kelengkapan Walto. Tutput .
1 |Menginim aurat nsulan beasiswa ke Sura Usulan pendaftar 15 Sura Usuian pendaftar
Biro Hukum dan Kepegawaian | Beasiswn Menit |Beasisvwa
B ‘
1
!
I
'
2 |Mencri ganalisa surat usul I Sural Usulan pendali=r 15 1. Surat Usulan pendaftar

k dan i } ke 1 - Beasizwa Menift Beagigwa

Ketua TIM Manajemen Talenia dan| ! - 2. Dispozisi

Pengambangan Karier untuk| !

ditindaklanjuti !

1
i
]
'
2 M dan g daltar l L. Dispostsi E L 1. Surat Usidan pendaftar
I 1 2, Burat Usulan pendafiar menit Beasiswa
: Baasiswa 2, Disposizi
1
1
1
1
1
|
4 |Menerima, merganaliza, | L. Disposisi an L. Surat Usulan pendafiar |1 Bire Hulum dan Kerjasama
dernifiicasi=g . — = - L - - - 2. Surat Usuten pendanar menit, |Beasizwa _ Jalam S0P iibanya voouk -
- _ : | e T gan Negara,
bea?];\lra, me:ﬂapkan‘_hum’acp sux';l : {Beaszizws tustansi dan Lem Pregguaul
P . , of (S0P tersandisi} dan denpan Bira
HNegara/Inastansi/ Lembagn yangd ! KOODRDINASI Kepegawaian, Organisssi, dun Tota)
Imenawarkan  bLeasiewa ke  Bim ORI U S O | - — = = Laksana.

Hukum dan Kerja Sama 1,Birc Kepegawaian, Qrpanisasd,
dan Taa Ladmena terkait
penawazan den memproses
usutan beaslsva dad unit egja

3. dap] L. Surat Usnlan pendaftar a0 L. Surat Usulan pendafiar
mendandatangan aurat - Beaslswa menit [ Boasisuwa

[pendafiar beasiswn 1
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STARDAR OPERASIONAL PROEEDUR
USULAN DEASISWA HE LUAR NEQERL

FPelaksanonn Mutu Bokn
Angrota Tlm Mangjemen .
Keglataa Unix Kotja Kepala Biro Repogawatan, | Ketws TIM Manajemen Talenta | ) 0y pongembangan | foPeln Biro Hokium dan Keeja Arsiparis Kelengkapas Wakta Output
. Qrg; Tata dan F Karker Kariey Sama
Memerikanyurmr usulan  perdaltar Susat Uaudan pendafiar a0 Surat Usulan pendaitar
beasi untuk diindand i ke i Beasi=wa menit Beasiswa
i i/ Lemisaga Pengyaul

M. i dan Suyar Usulan pendafiar 10 Surat Usulan pendaftar

i flan ke Unit Kerja Brasizua menit | Beagizua
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 21 Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN November 2023

TANGGAL REVISI %

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGA » ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Noer I « M.M.
NIF. 197212241998031002
NAMA SOP SOP PENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan Presiden No 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4 Peraturan Kabasarnas Nomor  PK 16 Tahun 2014 tenting Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

5 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomeor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2092 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pelatihan Sumber Dava Manusia Pencarian dan Pertolongan

9 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian d) Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mempunvai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
Beasiswa

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian

2 BOP Usulan Penawaran Beasiswa Ke Luar Negeri

3

PERINGATAN :

Peralatan -
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlengkapan

Peraturan terkait Kenaikan Gaji Berkala
Persyaratan:

Surat Usulan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Beasiswa akan terhambat

1. Nominatif Pegawai
2. Surat Pemberitahuan
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ETARDAR OF ERASIGNAL PAOSEDUR
PENAWARAN BLASISWA KE LUAR REGERI
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EADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN November 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEG.

Noer I

» ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
%

‘odin Muchlisin, S.Pd.,
. 19721224199803100

M.,

NAMA SOF

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertalongan

2 UL Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4 Peraturan Kabasarnas Nomor : PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan SOP Badan SAR Nasional

5 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perulbialian Kedelapan Belas atas Deraturan Pemeriniah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaiji
Pegawm Negeri Sipil

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Naswonal Pencarin dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 entang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarvian dan Pertolongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerga Kantor Pencarian dan Pertalongan

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik [ndonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Keria Balai
Pelatihan Sumber Dava Manusia Pencarian dan Pertolongan

8 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kenaikan Gaji Berkala

Mempunyai kemampuan din pengetahuan tentang peraturan perundang undangan vang betlaku mengenai

KETEREKAITAN:

PERALATAN / PERLENGHAPAN :

I S0P Pemuktahiran Database Kepegawaian

2

Peratatan :

Komputer | scammer, Laptop, printer
Perlengkapan

Peraturan terkait Kenaikan Gaji Berkala

Persvaratan;
Surat Usulan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP udak dilaksanakan maka proses kenaikan gaji berkala akan terhambat

1. Nominatif rencana KGB
2. Surat Pemberitahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENATKAN GAJT] BERKALA

PELAKEANA "MUTU BAKY o
. : P .Kepala Biro Kepegawaian, + i’
- i ) Hetua Tim Layanan Lol } g - g I ; L :
Fegistan PIC Kepegawaian PN Yang Bersasigiutan | Kepogawsien { Kooala baitor Pencariin dan | Hensponal . | Heleagiapan | waked | t :
2 nbhag/Urnsen Umom ! " Pertolangan. o . - I - 3 !
: ; .
Menyusun daftar rencana KGB serta 1. Daftar nominacil 300 1. Nomineuf rencana KGB PIC Kepegawaian (Analis
menginionmasikan melalui Sorat 2. Data PNS dan KP menit  |2. Sural Pemberitahuan IKepegawaian,‘Pranala
Pemberitahuan kepada PNS yang Terakhir SDM Aparatur/PNS yang
bersangitutan untuk melengkapi 3. Dafiar Mutasi ditunjuk oleh Pejatal
persyaratan Fegawai vang berwenang untuk
mengelola kepegawaian]
Surat pemberitahuan
ditujukan kepadea
Fimpinan Unit Kerja
Eselon 17 1empan PNS
tersebut ditugaskan
Melengkap! berkas persyaratan dan . 1. Nominaif Rencana 1500  [Kzlengkapan kekurangan 1Dokurnen
menyerahkan kepada PIC W RGB menit  jdokumen 1. Surat Usulan KGB,
Kepegawaian 2. Surat 2. Dokumen SK KP, dan
o Pemberitahuan KGR terakhir
I —
Menyusundrafr SE KGR dam 1 R - ) T 1. Berkas D&dlan  — |7 Q00 |SKROB
sclanjuinya discrabkan kepada Ketua I. 2. Peraturan terbaru menit
Tim Yanpeg untuk dikorcksi - - terkait Gaji Pokolc PNS
Mengoreksi dan memberi paraf Draft 8K KGB 300 [Dral SK KGB
persetujuan usulan KGB dan menit
menyampaikan vsulan KGB tersebut
kepada Kepala Biro Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana/Kepala
Kantor SAR
TIDAK
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STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA

FELAKSANA MUTU BAKU
- Kepala Biro Kepepawalan,
: Ketua Tim Layanan . o
K - " - i ; : KETERANGAN
cgiatan PIC Kepepawainn -PNS Yang Berzangluton Kepegawaian/ O dan Tata L Jura Bayar/ Keleogkapan Walrtu Output
L f Hepala Zantar Penearian dan Houvangan
Kasubbag{Urusan Umnm . :
: g FPeortalcogan
Mengoreksi dan menyewjui usulan { IDrafi SK KGB 300 |SH KOB
KGE dan memerintahken untuk YA menit
diproses lebih lJanjut
Menyerahltan usulan KGB ke Juru SK KGB 15 |SKHGB
Bayar uniuk diproses lebih lanjut menit
seria mendobkumentasikan dan
mendistribusikan 8K KGB ke yang
bersangkutan
Juru bayar memproscs lebih lanjut SK KGB catatan |SK KGB Mcnycsuaikan SOP yang
h barlaku di unit kerja Biro
Perencenaan dan
Kewangan

Mendokumemasikan 3K KGB SKKGB 15 SK KGB

+ menit

( ) ’
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 2Y Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN 19 Maret 2013

TANGGAL REVISI November 2023

DISAHKAN OLEH HEPALA BEIRO KEPEGAWAMIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NAMA sOP SOP PENATAAN ORGANISAS] BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN

PERTOLONGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

2 Pereturan Presiden No83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3 Peraturan Kabasarnas Nomor : PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penvusunan SOP Badan SAR Nasional

4 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Noemor 3 Tahun 2022 Tentang Peruabahan Atas Peraturan Kepala
Hadan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan
Penolongan

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas: Buokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instanasi Pemerintah

@i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomaor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementeriandan Lembaga Pemerintah NonKementerian

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertelongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Kantor Penearian dan Pertolongan

Peraturan Kepala Badin Nasional Peneanan dan Pertolongan Nomor PE.O9 Tahun 2012 1entang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
kuasa Bidang kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencanian dan Pertolongan

& Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK, 4 Tahun 2017 Tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Memiliki kemampuan menganalisa organisasi
Memiliki Kemampuan dalam berkoardinasi dengan semua pihak terkait

Memiliki Kemampuan tentang Identifikasi Resiko dan Pcluang

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan
2 SOP Usulan Peningkatan Unil Siaga Pencarian dan Pertolongan dan/atau Pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan
4 SOF Penyusunan Regulasi Penataan Kelembagaan

4 S0P Usulan Penyusunan Regulast Bidang Kepegawaian dan Ortala

PERINGATAN :

Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer

Perlenglapan
Peraturan terkait kelembagaan

Persyaratan:
Surat Usulan, Matrik Perhitungan, Naskah Kajian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila S0P tidak dilaksanakan maka proscs penataan kelembagaan menjadi tidak cepat, tepat dan akuntabel

1. Disimpan sebagai data elektronik
2. Data dukung pembentukan Oraganisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
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S5TANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR
PENATAAN ORGANISAS] BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

No.

Hegiatan

PELAKSANA

S0P Penataan Org. Basannas.

Uait Ketji

Organisasi, dan Teta
Laksena

, Kepala Biro Hepepgawninn,

Leleret -:.._Ut_alqa-f.l"_u_a

Pe;i_ah_at Plmpidan Tiogei

a

- — .
' Kepala Baden Nisional

Fendarion: dia- ¢ Komienpén RB

KETERANGAN

-

Mengusulikan penﬂ_.iaan

kelembagaan di lingkungan Unit
Kerja

1. Surat usulan
2, Naskah kajian penataan
organisasi

3. Matrlk perhitungan
Jkriteria klasifkasi

1. Surat usulan

2. Naskah kajtan penataan
lorganisasi

3. Matrilc perhitungan
kriteria klasilikasi

1. Surat usulan

2 [Menerima surat dan menganalisa 1. Surat usulan
usulan, meneruskan ke Pokja 2. Naskah kajian penataan 2. Naskah kajian p
Penataan Organ(sasi untuk dapat TIDAK organisasi organisasi
dianalisasi dan diverifikasi 3. Matrik pechitingan 3. Matrik perhitungan
kriteria klasililasi eriteria klasifikasi
4. Disposisi
3 |Mengidentifitasi dan menganalisa . 1. Surat usulan 1500 1. Hinscp penataan
kelengkapan data duktung dan / o 2. Naskah kajian penataan | menit Jorganisasi
b han kritcria persy 1 Vi o " organisast 2. Undangan rapat
scsuap ketentuan prraturan \ L 3, Matrik perhitungan pembahasan
perundang-undangsn yang berlalku |kriteria klasifikasi
4 {Melal Jran penbah internal 1. Honsep penataan 30 1. Naskeh urgensl penataan
dengan unit kerja terkait dan para organisasi menit  |organizesi
pimpi tingei, LY Nasicah 2. Undangan rapat 2. Konsep Ranperban
Urgensi penataan arganisasi dan data pembal Organizasi dan Tata Karja
dukung lainmya sesuai kerentuan 3. Kensep surat Kabadan ke
yang berleku, menyusun Honsep Menteri PANRE terkait
] 4, penataan organisast
tentang Organizasi dan Taw Kerja YA h - 4. Konsep Nota Dinas ~ — -
Kabadan
5. Konsep Nota Dinas
5 [Mencriltsa dan menyetujii konsep 1. Haskah urgensi penataan aae 1. Naskah urgensl peoataan
Naskah Urgenai dan Ranperban Jorganm menit  |organisasl
tentang Organisasl dan Tata Kega, 2. Konsep Ranpcrivan 2, Konsep Ranpecban
memberd parafl kensep surat TIDAK Drganizast dan Tam Herfa Organizasi dan Tawa Kega
Kahadan, menandatangi nota dinas 3. Konsep surat Habedan ke 3. Konsep surat Kabadan ke
Karo untuk Sestama, member paraf Menteri PANRB terkait JMemer{ PANRB terkait

konzcp Nata Dinas Sestama ke
Kakadean

penataan erganisasi
4. Konscp Nota Dinas
Kabadan

5. Konsep Nota Dinas
f3estama

penataan organisasi

4. Kansep Nota Dinas
Kebadan yang sudah diparaf]|
5. Konsep Mata Dinas
Scstama yang sudah ditanda

Penataan Qrganisasi
mencakupi
pembentukan Pos
Penearian dan
Pertolongan,
pembentukan Kantor
Penearian dan
Pertolongan Kelas B
serta peningkatan
Kantor Pencarian dan
Fertolongan Helas B
menjadi Kantor
Penrarian dan
Pertalongan Helas A
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STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
PENATAAN ORGANISASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PELAKSANA R MUTU BAKU
] Kepala Biro Hepegawnlan, g - i . . Kepala Badan Nasionel
. Hogiatan Unit Hegja Organisesi, Ifl'ii Tata hhmp;k Ke;f:.:enntnnn Sekeotariz Utama / Para' | Peacurian don Hemenpan BB Helengkapan. Walrtu C " KETERAMM
d ) . Lok . gan: Pejabot Pimpinan Tinggi X Pcrtolongh.n b . T ‘PR . \
. i
Meneriksa dan yelujui } I L. Naskah urgensi penataan 390 L. Naskah urgensi penataan
MHaskah Urgensi dan Ranperban arganizas] wenit  Jorganisasi
tentang Organisasi don Tata Kerja TIDAK 2. Konsep Ranperban 2. Konsep Ranperban
TIDAK Organisasi dan Tawa Kerja Organisasi dan Tata Kerja
3. Kenscp surat Kabadan ke 3, Koneep surat Kabadan ke
Menter] PAMRB terkail Menico PANRE terkait
penataan organisasi penataan erganisasi
4. Konsep Nowa Dinas 4. Kenscp Nota Dinas
¥ebadun yang sudah diparal |Kabadan yang sudah
5. Konsep Nowm Dinas ditanda langani
Sestama yang sudah ditanda
tangani
Menyemijui kkonsep Mashah Urgensi, 1. Haskah wurgensi penataan 300 1. Faskah urgensi penatazn
Ranperban lentang Qrganisasi dan lorganisasi menit  Jorganisasi
Tata Kerja, dan surat usulan / 2. Konscp Ranperban 2. Kenscp Ranpechan
) helembaogaan ke M i YA . Qrganisasi dan Tata Kerja Orgariisasi dan Tata Herja
PANRB 3 ) 3. Konsep surat Kabadan ke 3. Surmt Kabadan ke Menteri
\ ; Menteri PANRE terkait PANRE terkait penataan
penatasn organisasi organizasi
4. Konscp Nota Dinas
Kabadan yang sudah ditandal
Melzksmrakaty Pembsat rdetgan : - 4 1.-Naskah uigensi penataan ). 300 1. Konsep. Ranperban.
Pokia Penataan Qrganisasi Basamas - - organjeasi menit  |Orpanisasi dan Tata Kerja
dan unit kerja terkait, D 2. Konsep Ranperban
ideniftkasi, ganalisasi dan ) Organdsas! dan Tawe Kerja
memverifikasi Ranperban Organisasi A 3. Burat Kabadan ke Menter
dan Tata Kega PANRE 1erkai penalaan
Jorpanisnsi
Memberikan paraf persctug terkait — 1. Konsep Ranperban 30 1. Konsep Ranperban
Ranperban Organisas dan Tata Kerja Crganizasi den Tata Ketja menit JOrganisasi dan Taia Kerja
lvang sudah diparafl
Memberikan surat per j i v 1. Konsep Ranperban &0 1. Surat Meateri PANRE
fpenolakan p i H {Qrganisasi dan Tata Kerja menit  Jpersctujuan § pendlakan
i : yang sudab; diparaf penataan organizasi
; .
— |
1 [Menerima surat persetujuan f T 17SarAL™ "FANRE 60— | rSurarMenteri-PANRE:
penolakan p ganisesi. Jika rperselujua.n / penolakan menit  |persetujuan f penolakan
ditolak, diteruskan ke Araiparis penataan organisasi penataan arganizasi .
untuk diarsipkan. Jika disetuful. 2. Disposisi Lanjjut ke SQP
diteruskan ke Kementerian Hukum Harmonisast
dan HAM untuk proses barmoaisasi
|Ranperban Organisasi dan Tate Kega
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 2% Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2023

TANGGAL REVISI 4

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGA

N, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

g

in, S.
. 197212241998031

., M.M.

NAMA SOP SOP PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4 Peraturan Kabasarnas Nomor : PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR
Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negen Sipil

7 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK.09 Tahun 2012 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku di
bidang pencantuman gelar akademik

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Permohonan Data Kepegawaian Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, lemari arsip,filling cabinet, ATK
2
3

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Dalam hal SOP ini ridak dilaksanakan, akan berakibat akan terhambatnya proses pencantuman gelar
alkademik Pegawai Negeri Sipil

1. Rekapitulasi daftar pegawai vang akan naik pangkar

2. Persetujuan Teknis
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STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR
PENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI]

FELAHSANA MUTU BAKU
; © Kagi 2 jm La Hepala Bire K ian, . HKETERANGAM
Bo Hegiatan PNS Yang Bersangkuten PIC Repeguwaian mt:::’:; i Ot teast dnn Tt Lokanns | Dodan Kepogawaian Negara Keleagkopan Waktu Output
1
Mengirim berkas permohenan usulan = Surat permaohonnn usulan
o vman 1:,- kademik ke L. Surat Pormohanan 1 jam pencantuman gelar
f Be 1 2, Berkas persyaratan Scndemile
Kepegawaian Puzat lakademi
[]
2 |Menerima dan mengecek kescsuaian l
bert ! ! ¥ L = - Surat permobonan usalap Surat permohenan usulan
yans berlaku,  untuk selanjum,ya pencantuman gelar 1 jam peneantaman gelar
tinjel ke Kepala Biro . alcademilc akademite
|Kepegawaian, Organisasi, dan Tawa Lo
Laksana untuk dimintakan disposisi | l
3
|tdemeriksa berkaa usulan dan 1. Disposisi
N . 1ol wastok di an Sural permohonan usulan ) l2; Surat permononan
P pencantuman gelar 10 menit 1
kepada Ketua Tim Lay PR usul.an!:cmarmlmangear
Hepegawaion | = akademik
1. Disposisi 1. Disposisi
Membuat dispesisi ke PIC " 2. Surat permohonan usalan|, 0 . 2. Surat permohenan
Kepegawaian pencantuman gelar sulan peneantuman gelar
alcademilc akademilk o _
o
0 Surat permohonan ugilan
M surat usulan p € Berkas persyaratan 1 hari pencantuman getar
|eelar ke BKN . akademik
F
{Memeriksa drait surat usulan _
Y uman gelar dan ben Surat permshonan psilan ) . Surat permohanan usulan
paraf untuk selapjuinya disampaikan pencantuman g=lar 10 menit |pencanmiman gelar
kepada Kepala Biro Kepegawaizn, akadeoilc akademik
Drpanisasi, dan Tata Laksana
Mengareksi dan menandatangani
surat usulan rerszbut serna Surat permohonan usylan . Surat permohonan usulan
memerintnhkan kepada PIC [pencantuman getar 10 menit {pencantuman gelar
fakademik {akadsmik

Kepegawaion untuk diproses lehih
1anjual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

PELAHKSANA WOTY BARD
Ha Hepintan . Hatus Tim Lay Hepala Biro Hepeguwaina, N olenpk: HETERANGAN
PHS Yang Bersangkutan PIC Hepeganaion Kepe gawaian Organisasi, dan Tats Lakaana Badan Kepegawaian Waktu Qutput
gareh=d dan 4 B

surat wsulan tersebur serta Surat permehonan usulan Surat permohonan wsolan
memerintahkan kepada PIC pencantuman gelar 10 menit |pencantuman gelar
Kepegawaian unnuk dip lebih akademik; akademilc
lanjut
¥ . ' ) 1. 5K Fencantuman Gelnr 1. 5K Pencantuman Gelar

: vloerSIhSN e N Akademile 1 hari Akademilke
Jgesar l L 2. Berkas Fersyaratan 2. Berkas Peraymratan
Memveriflkasi usulan dan jika
<isetujui menerbidian persetujuan Usualan di S1IASN 1 har JPerserujuan Telmis
LeKnis
Membuat konsep Surat Hepuusan
Peni Gelar Akademik untuk
3 3 3 il L 4 Y N N 13X Pencantuman Gelar’

+ v o |Perseny Tekn 1 hari 3

Kepala Biro Kepegawaian, O I rseeujuan Teknis Akadomil

dan Tata Laksana untak
lditand alangani
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STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
FENAWARAN BEASISWA KE LUAR NEGERI

3 Gelar Alrademike terseh
Suyat Keputusan Peneantuman Celar
(Akademik kepada FNS yang
besangkuan

Alkademii

Akadernik

PELARSANA WUTU BAKU
N Kegintan i P KETERANGAN
° =Etn PNS Yang Bersanghutan PIC Hepogawaino Kﬂ;:p‘l;i::::?:nm Omﬁ:::’:::‘::::"“an‘ a Badan Hepegawaian Negara Kelengkapan Walkta Ouatput
Memeriksa dan menyetujud konsep
?:m‘,‘ Kg.Pmm: Pe . tuman Gelar SH Pencanmuman Gelar 1jam S Peocantuman Gelar
! untu julnya Alademile Akademik
FIC Kepegs
listribusi 5K PG terschut

Memenksa dan memben paral
konsep Surat Keputusan
Pi Qelar Akademik untub; SK Pencantuman Gelar 1 had SK Pepcantuman Gelar

lanjutnyn di pai} kepad Akademik Akademik
Kepala Biro Kepegawainn, Qrganisasi,
dan Tawn Laksapa

[—|Memeriksadarrmenyetujul-konsep . . _ o
Surat Heputusan Pencantuman Gelar ISK Pencantuman Gel . SKE Pencantarnan Gelar
Akademik untwk selanjuunya ikadimik B o 1 jaca Akademik
snahkan PIC Kepegawai

mendistribusikan SK PG ersebut
Mendistribusik Mengupdate data
riwayat pendidikan dan gelar PNS
yang beraanghutan di SIMPEG serta
mendokumerniasikan SK 3K Pencantuman Gelar 1 jam 8K Pencanuman Gelar
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

NOMOR SOP 2Lo Tahun 2023

TANGGAL PEMBEUATAN April 2023

TANGGAL REVISI *

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Noer Isrffin Muchlisin, S.Pd. JM.M.
NIP§ 197212241998031

NAMA SOF SOP PELAYANAN USULAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS, DAN KARSU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencanan dan Pertolongan Mempunyai kemampuan dan peogetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengena
Layanan Kepegawaian
2 LU Nomaor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraurian Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4 Peraturan kalsisarnas Nomor PR 16 Taliun 2014 tentang Pedoman Penyusunan S0P Badan SAR Nasional
5 Peraturan Pemerintal Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubuhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 1983 tentang izin perkawinan dan
perceratan PNS
6 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Republik ndonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Penearian dan Pertolongan Nomar 8 Tahun 2020 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Badin Nasional Pencarian dan Pertolongan
7 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Republik Indanesis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan kepala
Badan Nasional Penearian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 rentang Organisas: dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomaor 2 Tahun 2023 tentang Orpanisasi dan Tata Kerja Bala
Peltibian Sumber Dayva Manusia Pencanan dan Pertolongan
& Peraturan kepala Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomaor Ph.09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Ruisa idang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SO Permohonan Davia Kepegawaman Peralatan :
Komputer , seanner, Laptop, printer
2 Perlengkapan
Peraturan terkait pembuatan Karpeg/ Karis/ harsu
3 Persyaratan;
Surat Usulan
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses lavanan kepegawaian akan terhambal

1. Nominatil Pegawai
2. Surat Pemberitahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN USUSLAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS, DAN KARSU

PELAKSANA

Hepiatan

PNS Yang
. ‘Bersanghkutan

Kepala Biro
Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata
Laksana

Tim Layanan
Kepegawaian

Radan Kepe‘g;awa.ian_-
Negara

Keiengkapan -

Wakin

¢ Cuitput.

Pemohon mengajukan surat permohonan
pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg]/ Kartu Istri
{(Karis)/ Kartu Suarni (Karsu) Kepada Biro
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

1. Surat Permohonan; l:ian
2. Dokumen persyaratan
Karpeg/ Karis/ Karsu

15
menit

Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/
Karis/ Karsu

[berstatus PNS

Doku:;len :

Fotokopi Surat Nikah
dilegalisir

Fotokopi Laporan
perkawinan

Pas Phote suami/f[stri 3 X 4
hitam putih 3 lmb

Surat pengantar dan

Pimpinan SKPD
Fotokopi SK CPNS
Fotokopi SK PNS
Fotokopi STTPL Prajabatan
Pas Photo hitam putin 3X 4
(berpakaian Dinas)

Surat pengantar dari
Pimpinan unit kerja yang
ersavigititan

Menerima dan mendisposisikan surat
permohonan kepada Tim Pokja Layanan
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti

Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/ Karis/
Karsu

15
menit

1. Dokumen usulan
pembuatan Karpeg/
Karis/ Karsu; dan
2. Disposisi.

4.

A

1

Fed b

LR
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN USUSLAN PEMEUATAN KARPEG, KARIS, DAN KARSU

SOP KARPEG KARIS KARSU

menit

PELAKSANA MUTU BAKU )
No Kegiatin . Kepala Biro ’ o , ~ KETERANGAN
PNS Yang Kepegawaian, Tim Layanan ‘Badan Kepejawaian’ o e 1 i . :
Bersangkutan Ozganisasi, dan Tata Kg_pegawa_ian Neégara ] Kelengkapan Waktn OQutput
Laksana _
3 |Menerima, memeriksa kelengkapan, dan 1. Dokumen usulan 15 1. Dokumen usulan
fmenindaklanjuti permohonan pembuatan pembuatan Karpeg/ Karis/ | menit Jpembuatan Karpeg/
Karpeg/ Karis/ Karsu, serta membuat konsep Karsu; dan Karis/ Karsu; dan
surat usulan kepada BKN. 2, Disposisi. 2. Konsep Surat Usulan
kepada BKNM.
4 [Memeriksa dan menyetujui usulan pembuatan 1. Dokumen usulan 30 1. Dokumen usulan
Karpeg/ Karis/ Karsu. Jika disetujui maka pembuatan Karpeg/ Karis/ menit |pembuatan Karpeg/
usulan akan diteruskan kepada Badan Karsu; dan Karis/ Karsu; dan
JKepegawaian Negara. Jika tidak maka akan 2, Konsep Surat Usulan 2. Surat Usulan kepada
dikembalikan kepada Tim Layanan Kepegawaian] kepada BKN. BKHN yang telah
untuk diperbaiki. ' - -l - T I~ - - ditandatangani—— —[-- - - - - -
5 |Menerima dan memproses usulan pembuatan i | 1. Dokumen usulan catatan |Kerpeg/ Karis/ Karsu |SOP dan waktu mengikuti
Karpeg/ Karis/ Karsu kepada Badan Nasional h s pembuatan Karpeg/ Karis/ yang berlaku di BKN
Pencarian dan Pertolongan Karsu; dan
! 2. Surat Usulan kepada
BKN yang telah
ditandatangani.
6 {Menerima dan mendokumentasikan Karpeg/ Karpeg/ Karis/ Karsu 10 Karpeg/ Karis/ Karsu
Karis/ Karsu serta menyerahkan kepada menit
pemohon.
7 [Pemohon menerima Karpeg/ Karis/ Karsu. Karpeg/ Karis/ Karsu 10 Karpeg/ Karis/ Karsu
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NOMOR SOP 2} Tahun 2023

TANGGAL PEMBUATAN Agustus 2023

TANGGAL REVISI -

DISAHKAN OLEH KEPALA BIRO KEFEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Noer <! ,§Pd., MM
o P. 197212241998061002
NAMA sSOP SOP TUGAS BELAJAR MANDIRI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Noemor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku mengenai

Tugas Belajar
2 Ul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden No.83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4 Peraturan Presiden No,12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar

5 Peraturan kabasarnas Nomor | PR 1O Tahun 2014 tentang Pedoman Periyusunan SOP Badan SAR Nasional

6 PP Nomar 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Pecaturan Pemerintah Nomaor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gap
Pegawa Negeri Sipil

7 Surat Edaran Nemor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan [zin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

& Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 temang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

10 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor PR.0S Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Hidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGHKAPAN :
1 S0P Pemuktahiran Database Kepegawaian Peralatan ;
Komputer , scanner, Laptop, printer
2 SOP Penawaran Beasiswa Ke Luar Negeri Perlengkapan
Peraturan terkait Kenaikan Gaji Herkala
3 Persyaratan:
Surat Usulan
4
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses Usul Tugas Belajar akan terhambat 1. Nominatif Pegawai

2. Surat Pemberitahuan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

30F Wsulan Tuwos Befajar

P Mutu Boku
No Kegiaton Kepala Biro Kepegewsian, Ketun TIM Layanan . N X . : Heterangan
PHS ynng Bersanghutan or asi, Tata Lok o Hops jan PIC Heprgnwaion Arsipariz Unit Herja Helengkapon Waltu Cutput
1 |Mengirim surat seeara resmi usulan Surar Usulan [zin TBM 15 wrat Usulan [zin TBM Fen= Tugas Belajar Mandiri
Izin Tugas Belajor pegawal d ke Biro| Berkas persyaratan Menit Bexlias persyaraian Surat berisikan dats pegawad,
Hepegawaian,  Organisesl.  Targ ( y rencana studi
Laksana / |Berkas:
[. K CPNS,
2. S PNS,
3. SK KP terakhir
2 |Menerima, fiea surat I Surat Usulan [zia TEM 15 L. Surat Usulan [zin TBM
izin ugas belajar dan ~ Berlas perzyaratan Menit 2. Berkas Persyamatan
mendispusisikan  Ke  Hewea  TIM P 3. Disposisi
{Layanan Kepegawaian untuk -
ditindaklemjiati e
3 |Menerima dan menganalisa Sumi L. Surat Usalan lzin TBM aa 1. Surat Usulan Lzin TBM
Jusulan izin tugas belajar 2. Berkas Persyaratan menit 2. Berkas Persyaratan
S 3. Dispoaisi 3. Disposisé
- TIDAK
4 |Menerima, beckoordinasi aiengnpul 1. Surat Ustlan lzn TBM ele ) L. Surat Usutan lzin ‘FBM alasan ditelalc
tan \: p3ural 2. Berkas Persyaratan zienit 12- Kxmsep Surat balexsan [ 1-Tidak aemenuhi
liawaban terkait PNS yang 3. Disposisi persyaratan
- gl bolch akuti proses) 2. Rencana studi tidak sesuei
[ekwi masuk dengan jabaian
akan dikeluarkan surat resai
darni Bire Kepegawaian,
E Organisazi, dan Tota Lal
/ berizikan usulan ditolak
" jika diseiujui, Biro
TIDAK \ Kepagawaian, Organisasi. dan
Tata Laksana mengelearkan
surat resmi agar PNS yg
bersang) Lanjuk
YA proses seleksi masuk
Univerzitas
- [Jlica hulus seleliai melaporkan

"

pade-Bloo-Kepo-untuk:
diterbitkan surat TBBM
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ATANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

S0P Usulan Tugas Bk ar

Folnd Tutu Balo
No Kegiatan Kepala Bire I 1 Ketus TIM La . " . . Keterangan
el PRS yang Horconghkutan Or‘glni:n::: Tato Loksans ;:peglwni?;'m PIC Hepepawaian Armipuris Unit Kerja HKelengkapan Walktu Qutput .
5 [Mencr goreksl,  dan . Surat Usulen Lzin TBM 30 1. Sural Usulan lzin TBM
fmemberikan paraf pada Konsep Swrat 2. ¥oazep Sura Balasan menit 12 Konscp Surat Balasan
jinwakan terlaft NS yang TIDA 3. Kansep Suran THEM 2, Konsep Surat TBEOM
bersanghutan boleh mengikuti proses
|selelsi masuk universites
YA
T M il dan ) 1. Surac Usulan Tzin TDM 10 1. Sura1 Ralasan mengikuti [Tahap Penama Sural Balasan
[Konsop Surat jawaban tedaait PNS. 2. Koasep Sural Balacan menic seleksi masuk universitas  jiika lulus sclcksi Surat TODM
| yang L k tralch ikuti Y. Konzep Suran TBEM 1. Suru TBDM nkcan dhiterbitkan
Inrazcs sclck=i masuk universitas
8 [Meperima surmt  dan  mengikuti] l Suras Balasanmengikiuel 10 informasi
— [sclckisi——mmasuk—universitas —<dang - selehsi masuk universitas meTit
Imetaporkan  lulus  atau tidakmya 2 -
Inrases seleksi kepadn Bira
[Kepegawaian, Organisasi dan Taa
Loksana
% [Menerdma informasi Julus tdalnya infarmeasi 30 Surnt TBEM jikn lulus maka Bire Kepo akan
PNS yang bersanghkoton, —_ menit enerblikan Surat THIM
fika, tidak Surat TBBM tidak
diterbitkan dan proses tidak
dilanjuthan
10 |Menerima Suret Tugas Delajar Bixya Surax TEH Joura: 1B

Mandin
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TAHUN 2024
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| Undang Undang 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Premden No 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasmonal Pencanan dan Pertolongan

7

4 Peraturan Kabasarnas Nomor | PK 16 Tahun 2014 Fed S0P Badan SAR Namonal

5 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomeor 7 Tahun 2020 tentang Rencans Strategs Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Tahun 20202024

6 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertol Republik Ind in Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Hadan Nasonal Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kena Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan

S/ PR 020271 /BSN- 2022 wentang Indikator Kinerja Utama di Laagkusggan Flada:

heputusan Kepala Badan Nasonal Petcarian dan Pertolongan Noemar SK KBSKN

dan P

e = .
I SOP surat masuk

2 S0P surat keluar

3 S0P Penyusunan Laporan Kinerja

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja akan terhambat

|nomor sor 01 Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Februari 2024
TANGGAL REVISI B
TANGGAL EFEKTIF 23 Februari 2024
DISAHKAN OLEH KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA A h— N
PUSAT DATA DAN INFORMASI s Rt
u NIP. 196906071989031002
NAMA SOP SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

™

Memahami data kinerja unit kerja Put Data dan Infosi
Mempunyai kualifikasi untuk memverifikasi, mengklarifikasi, menganalisa dan menghitung data kinerja

Memiliku kemampuan pengrerkan data sederhana

Peralatan :
Komputer , scanner. Laptop, printer, ATK

Periengkapan

Form data kinerja, Data dukung capaian kinerja, Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi, Realisasi
Anggaran

Perhitungan data kinerja dengan Manual IKU

1. disimpan sebagai data elektronik dan manual




Menerima, menelaah dan
mendisposisikan kepada
Kasubbag TU untuk
pengumpulan data kinerja
sesual surat permintaan dan
Biro Perencanaan dan
Keuangan
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PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

Surat permintaan
dari Biro
il-’t-wnc-mm;m dan
Keuangan

30

menit

1. Surat permintaan
dari Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
|Aksi

dokumen- dokumen yang
diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerrja

TIDAK

Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

4. Data kinerja dari
masing-masing
Pokja

Menerima disposisi dan 1. Surat permintaan 30 1. Surat permintaan
Jmendiskusikan dengan dari Biro menit [dan Biro
Penyusun Rencana Kegiatan Perencanaan dan Perencanaan dan
dan Anggaran untuk mengisi Keuangan Keuangan
format pengumpulan data 2.Lembar Disposisi 2. Lembar Disposisi
kinerja sesuail surat 3. Form Rencana 3. Form Rencana
permintaan dan Biro Aksi Aksi
Perencanaan dan Keuangan
Menerima disposisi dan 1. Surat permintaan 30 1. Surat permintaan
Jmendiskusikan bersama Tim dan Biro menit [dan Biro
Kelompok Kerja (Pokja) untuk Perencanaan dan Perencanaan dan
penyiapan data dukung Keuangan Keuangan
lkanerja 2. Lembar Disposisi 2. Lembar Disposisi
3. Form Rencana 3. Form Rencana
Aksi [Aksi
4. Data kinena dan
masing-masing
Pokja
Mengumpulkan data -data 1. Surat permintaan | 1500 J1. Data kinerja
lkinerja dari Tim Pokja dan dan Biro menit 2 Form Rencana Aksi
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5 [Menganalisa data kinerja yang 1. Data kinerja 300 |1.capaian Kinerja Output]1. YA, data yang
telah dikumpulkan, 2. Form Rencana AKsi menit > KonsepNotaDinas  [disampaikan
menyiapkan metodologi 5 sesuai
pengukuran kinerja serta 2. TIDAK, data
melakukan perhitungan dan perlu perbaikan
pengukuran capaian kinerja karena belum
untuk setiap sasaran dan : sesuai
indikator kinerja |
menggunakan rumusan yang YA
telah ditetapkan pada manual
uudk.ator,_kenllud:m‘l hasil TIDAK
capaian kinerja beserta
konsep Nota Dinas
disampaikan kepada
Kasubbag TU

6 [Memeriksa, menganalisa data 1. Capaian Kinerja 60 1. Capaian Kinerja
capaian kinerja dari hasil Output menit JOutput 1. YA, hasil
pengukuran kmerja yang 2. Konsep Nota 2. Konsep Nota pemeriksaan
telah dihitung, apabila setuju Dinas Dinas sesuai
maka data capalan kinerja dan 2. TIDAK, hasil
Nota Dinas kepada Kepala pemeriksaan
Pusat Data dan Informasi belum sesuai
untuk koreksi dan disahkan dikembalikan
untuk disampaikan kepada untuk
Efiro Perencanaan dan TIDAK diperbaiki
Keuangan

7 JMemeriksa dan memberi 1. Capaian Kinerja 30 1. Data Kinerja
persetujuan nota dinas dan Output menit JPusat Data dan
data kinerja Pusat Data dan 2. Konsep Nota Informasi
Informasi Dinas 2. Nota Dinas

YA

8 [Menyerahkan data kinerja 1. Data Kinerja 5 Nota Dinas dan data

Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan menit [kinerja terkirim

Kepada Biro Perencanaan dan
Keuangan

Informasi
2. Nota Dinas
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA
PUSAT DATA DAN INFORMASI

1 Und:uu Umhnx Nomor 29 Tabun 2014 Tentang Pi-nmnnn dan Penolnnpn

2 UL Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden No.83 Tahuan 2016 Tentang Badan N | Pe aan dan Pertol

SOP Badan SAR Nasional

4 Peraturan Kabasamas Nomor © PK 16 Tahun 2014 Ped F

§ Peraturan Badan N 1BY dan Per Nomor 7 Tahun 2020 is Badan N, 1 Pencaran dan Pertolongan Tahun 20202024

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Per Nomar 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan HBadan Nasional Pencanan dan

Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 teatany Oipanisast dsm Tata Kerja Badan N. | Pencarian dan Pertol
7 Keputusan Kepala Hadan Naswonad Pencarin din Pertolongan Nomor: SKRBSN 85/ 01 0202/ 11/BSN- 2022 tentang Indikator Kinerga Utauma oy Lingkungan adan
it | Pe ian dan Pertal
8 . .
- e — —= — — = =
0 e - i L aoa e —
L 1 i >, — ) — - — . = = - - =

NOMOR SOP 92 Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Februari 2024
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF Februari 2024
DISAHKAN OLEH KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN P%R‘I‘OLORGAR
IWAN ROSYADI, 8.S.
NIP. 196906071989031002
NAMA SOP SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

Memahami data kinerja unit kerja Pusm ata dan Informasi
Mempunyai kualifikasi untuk memverifikasi, mengklanfikasi, menganalisa dan menghitung data kinerja

Memilikii kemampuan pengecekan data sederhana

s RS

. 1 SOP sural masuk

2 S0 surat keluar

3 SOP Penyusunan Laporan Kinerja

F L ]
Peralatan :
Komputer , scanner, Laptop, printer, ATK

Perlengkapan

Form data kinerja, Data dukung capaian kinerja, Perjanjian Kinenja Pusat Data dan Informasi, Realisasi
Anggaran

Perhitungan data kinerja dengan Manual KU

e

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proécs pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja akan terhambat

gl
1. disimpan sebagai data elektronik dan manual




Menerima, menelaah dan
mendisposisikan kepada
Kasubbag TU untuk
pengumpulan data kinerja
sesuai surat permintaan dari
Biro Perencanaan dan
Keuangan
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PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA

Perencanaan dan
Keuangan

menit

g ISt

1. Surat permintaan
darn Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

Menerima disposisi dan
mendiskusikan dengan
Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran untuk mengisi
fformat pengumpulan data
kinerja sesuai surat
permintaan dari Biro
Perencanaan dan Keuangan

1. Surat permintaan
darn Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

30
menit

1. Surat permintaan
dan Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

Menerima disposisi dan
mendiskusikan bersama Tim
Kelompok Kerja (Pokja) untuk
Ipenyiapan data dukung
kinerja

1. Surat permintaan
dari Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

30
menit

1. Surat permintaan
dari Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

4. Data kinerja dari
masing-masing ’
Pokja

Mengumpulkan data -data
Jkinerja dari Tim Pokja dan ™~
dokumen- dokumen yang
diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerrja

TIDAK

1. Surat permintaan
dari Biro
Perencanaan dan
Keuangan
2.Lembar Disposisi
3. Form Rencana
Aksi

4. Data kinerja dari
masing-masing
Pokja

1500
menit

1. Data kinerja
2. Form Rencana Aksi
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5 |Menganalisa data kinerja yang 1. Data kinerja 300 1. Capaian Kinerja Output} 1. YA, data yang
telah dikumpulkan, 2. Form Rencana Aksi menit |3 Konsep Nota Dinas disampaikan
menyiapkan metodologi sesuai
pengukuran kinerja serta 2. TIDAK, data
melakukan perhitungan dan - perlu perbaikan
pengukuran capaian kinerja karena belum
untuk setiap sasaran dan sesuai
indikator kinerja
menggunakan rumusan yang YA
telah ditetapkan pada manual
mu]k'amr,.kPn‘mdmn hasil TIDAK
capaian kinerja beserta
konsep Nota Dinas
disampaikan kepada
Kasubbag TU

6 [Memernksa, menganalisa data 1. Capaian Kinerja 60 1. Capaian Kinerja
capaian kinerja dar hasil Output menit jOutput 1. YA, hasil
pengukuran kinerja yang 2. Konsep Nota 2. Konsep Nota pemeriksaan
telah dihitung, apabila setuju Dinas Dinas sesuai
maka data capaian kinerja danj — 2. TIDAK, hasil
Nota Dinas kepada Kepala pemeriksaan
Pusat Data dan Informasi belum sesuai
untuk koreksi dan disahkan YA dikembalikan
untuk disampaikan kepada untuk
B.]l'() Perencanaan dan TIDAK diperbaiki
Keuangan

|

7 [Memeriksa dan memberi 1. Capaian Kinerja 30 1. Data Kinerja
persetujuan nota dinas dan Output menit fJPusat Data dan
data kinerja Pusat Data dan 2. Konsep Nota Informasi
Informasi Dinas 2. Nota Dinas

YA

8 [Menyerahkan data kinerja 1. Data Kinerja 5 Nota Dinas dan data

Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan menit Jkinerja terkinim

Kepada Biro Perencanaan dan
Keuangan

Informasi
2. Nota Dinas
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

03 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN TUGAS
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan Komunikasi
yang baik, menguasai komputer dan
mengetahui alur birokrasi
administrasi.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat masyarakat yang
akan melakukan praktek kerja lapangan di Kantor pencarian dan
pertolongan Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN TUGAS
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

[ MULAI ]
}

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan permohonan penempatan

Praktek Kerja Lapangan yang diinginkan

!

Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencatatan

terhadap permohonan

!

Petugas pelayanan melakukan identifikasi, analisis, klasifikasi

permohonan dan mendisposisikan permohonan ke unit terkait

}

Unit terkait menerima permohonan penempatan tugas praktek kerja

lapangan dan memproses permohonan

}

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan penempatan tugas
praktek kerja lapangan kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang

!

Unit terkait menindaklanjuti permohonan penempatan tugas praktek

sesuai arahan pimpinan dan ketersediaan bagian yang dikehendaki

}

Pemohon menerima balasan yang diinginkan/penolakan permohonan

penempatan tugas praktek kerja lapangan

}

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENEMPATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1 |Pemohon mengisi data/atau menyampaikan Disposisi 5 Menit |Disposisi
permohonan praktek kerja lapangan yang -
diinginkan

2 |Petugas pelayanan menerima dan melakukan v Disposisi 5 Menit |Disposisi
pencatatan terhadap permohonan —

3 |Petugas pelayanan melakukan identifikasi, Disposisi 1 Hari Disposisi
analisis, klasifikasi permohonan dan mendisposisi Penugasan
permohonan ke unit terkait personil

4 |Unit terkait menerima permohonan penempatan v Disposisi 10 Menit |Disposisi
tugas praktek kerja lapangan dan memproses
permohonan

5 |Unit terkait menyampaikan laporan permohonan Disposisi 10 Menit |Disposisi
penempatan tugas praktek kerja lapangan kepada
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
Semarang

6 |Unit Terkait menindaklanjuti permohonan Disposisi 1-5Hari |Laporan
penempatan tugas praktek sesuai arahan permohonan
pimpinan dan ketersediaan bagian yang informasi publik
dikehendaki

7 |Pemohon menerima balasan yang il Disposisi 1-5 Hari | Disposisi
diinginkan/penolakan permohonan penempatan -
tugas praktek kerja lapangan
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP 04 Tahun

2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN

PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.
NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan dan
pengetahuan dalam penyusunan
berita pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan dan
kegiatan lainnya di media.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
kamera, dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

|

Pelapor datang langsung atau menghubungi Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang melalui:
1. Emergency call: 115
2. Telepon: 024-7629192
3. WA: 0856-1100-115

\4

Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi
membahayakan manusia yang diketahui

!

Pelapor menerima dan mencatat laporan kejadian kecelakaan,
bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia

!

Petugas memverifikasi dan melaksanakan pencarian informasi lebih
lanjut tentang terjadinya kejadian kecelakaan, bencana dan/atau
kondisi membahayakan manusia

\ 4

Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak menuju lokasi kejadian

untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan

!

Petugas Humas Menyusun konsep laporan hasil operasi Pencarian dan

Pertolongan

!

Petugas Humas melakukan penyampaian laporan hasil operasi

Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat

}

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1 |Pelapor datang langsung atau menghubungi Disposisi 10 Menit |Disposisi
Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
melalui:
1) Emergency Call: 115
2) Telepon: 024-7629192
3) WA: 0856-1100-115
2 |Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, Disposisi 5 Menit |Penugasan
bencana dan/atau kondisi membahayakan personil,
manusia yang diketahui bahan
pemberitaan
3 |Petugas menerima dan mencatat laporan v Disposisi 5 Menit |Penugasan
kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi personil,
membahayakan manusia bahan
pemberitaan
4 |Petugas memverifikasi dan melaksanakan Disposisi 10 Menit |Penugasan
pencarian informasi lebih lanjut tentang terjadinya personil
kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi
membahayakan manusia
5 |Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak Disposisi 30 Menit |Penugasan
menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan personil
Operasi Pencarian dan Pertolongan
6 |Petugas Humas Menyusun konsep laporan hasil 2 Disposisi 10 Menit [Laporan
operasi Pencarian dan Pertolongan konsep
pemberitaan
7 |Petugas Humas melakukan penyampaian laporan Disposisi 10 Menit |Penugasan
hasil operasi Pencarian dan Pertolongan kepada personil
masyarakat
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

05 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan Oleh

KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

. Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki kemampuan dalam
berkomunikasi yang baik, menguasai
teknologi informasi, mampu
mengoperasikan  komputer  dan
aplikasi didalamnya, berwawasan
luas.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat masyarakat

memperoleh

informasi yang dibutuhkan terkait pencarian dan

pertolongan.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan pencarian dan
pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

v

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan permohonan informasi

yang diinginkan

!

Petugas pelayanan terpadu menerima dan melakukan

pencatatan terhadap permohonan informasi publik

!

Petugas pelayanan terpadu melakukan identifikasi, analisis, klasifikasi

permohonan dan mendisposisikan permohonan

!

Unit terkait menerima permohonan informasi public dan memproses

permohonan

!

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan informasi kepada

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

!

Unit terkait menindaklanjuti permohonan informasi publik

!

Unit terkait menyerahkan hasil tindak lanjut ke petugas pelayanan

terpadu satu pintu

!

Pemohon menerima informasi yang diinginkan/penolakan permohonan

informasi public.

|

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pemohon mengisi data/atau menyampaikan Disposisi 5 Menit |Disposisi

permohonan informasi yang diinginkan

Petugas pelayanan terpadu menerima dan v Disposisi 5 Menit |Disposisi

melakukan pencatatan terhadap permohonan

informasi publik

Petugas pelayanan terpadu melakukan Disposisi 1 Hari Disposisi

identifikasi, analisis, klasifikasi permohonan dan Penugasan

mendisposisi permohonan personil

Unit terkait menerima permohonan informasi A 4 Disposisi 10 Menit |Disposisi

publik dan memproses permohonan

Unit terkait menyampaikan laporan permohonan Disposisi 10 Menit |Disposisi

informasi kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang

Unit  Terkait menindaklanjuti ~ permohonan Disposisi 1 Hari Laporan

informasi publik permohonan
informasi publik

Unit terkait menyerahkan hasil tindak lanjut ke v Disposisi 10 Menit |Disposisi

petugas pelayanan terpadu satu pintu -

Pemohon menerima informasi yang Disposisi 10 Menit |Disposisi

diinginkan/penolakan informasi publik
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor SOP

06 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

KELAS A SEMARANG Disahkan Oleh

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9
Perum Permata Puri, Ngaliyan
Semarang — Jawa Tengah

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.

NIP. 197109271990031001

SOP STANDAR PELAYANAN PELATIHAN
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
Kantor Pencarian dan Pertolongan.

. Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang

Nomor: SK.KKS-027/0T.07/I/ISARSMG-2024 Tentang Standar
Pelayanan Publik Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
Tahun 2024

Memiliki pengetahuan dalam jenis
pelatihan serta penyusunan materi
Pelatihan pencarian dan
pertolongan.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Sarana Prasarana dan Instruktur

Meja, kursi, Komputer/laptop, printer,
kamera, dan ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
kegiatan Pembinaan Potensi kantor pencarian dan pertolongan
Semarang.

Laporan/bahan berita dan data
pelayanan permohonan pelatihan
pencarian dan pertolongan
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FLOWCHART
SOP STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

[ MULAI ]

l

Pemohon dapat datang langsung dengan membawa proposal atau surat

permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pencarian dan

Pertolongan Semarang dengan dilengkapi garis besar pelaksanaan kegiatan.

|

Pemohon dapat secara tidak langsung mengajukan permohonan pelatihan
dengan mengirimkan surat permohonan ditujukan ke Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Semarang yang dilengkapi garis besar

pelaksanaan kegiatan dan dikirimkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan

Semarang melalui

1) Email: sar_semarang@yahoo.co.id
2) DM Instagram: basarnas_jateng
3) Pesan WA: 0856-1100-115
4) Pengiriman pos/jasa pengiriman ke alamat: Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang, JL. Bukit Barisan A-IV No.9 Beringin Ngaliyan

Semarang

5) Fax: 024-7629189

}

Petugas pelayanan terpadu menerima pendaftaran pelatihan pencarian dan

pertolongan dan menindaklanjuti pendaftaran tersebut.

\/



mailto:sar_semarang@yahoo.co.id
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Pejabat berwenang memverifikasi berkas
persyaratan. Jika disetujui, maka pejabat
berwenang memberitahukan petugas
pelayanan terpadu unttuk diproses
selanjutnya. Jika tida disetujui, maka akan
dikembalikan pada petugas pelayanan
terpadu untuk menginformasikan kepada
pihak pemohon.

|

Proses pelaksanaan pelatihan Pencarian dan Pertolongan sesuai

dengan proposal dari pemohon.

}

Pemberian sertifikat pelaksanaan pelatihan Pencarian dan Pertolongan

oleh pejabat berwenang.

|

[ SELESAI ]
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FLOWCHART STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1 |Pemohon dapat langsung dengan membawa Disposisi 10 Menit |Disposisi
proposal atau surat permohonan yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Semarang dengan dilengkapi garis
besar pelaksanaan kegiatan.
2 |Pemohon dapat secara tidak langsung Disposisi 5 Menit |Disposisi Email:
mengajukan permohonan pelatihan dengan sar_semarang@yah
mengirimkan surat permohonan ditujukan ke 00.co.id
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan DM IG:
Semarang yang dilengkapi garis besar basarnas_jateng
pelaksanaan kegiatan dan dikirimkan ke Kantor WA: 0856-1100-115
Pencarian dan Pertolongan Kantor PP
Semarang
3 |Petugas pelayanan terpadu menerima v Disposisi 10 Menit [Penugasan
pendaftaran pelatihan pencarian dan pertolongan -< personil
dan menindaklanjuti pendaftaran tersebut. TIDAK
4 |Pejabat berwenang memuverifikasi berkas Disposisi 10 Menit |Penugasan

persyaratan. Jika disetujui, maka pejabat personil
berwenang memberitahukan petugas pelayanan -

terpadu untuk diproses selanjutnya. Jika tidak

disetujui, maka akan dikembalikan pada petugas
pelayanan terpadu untuk menginformasikan YA
kepada pihak pemohon

5 |Proses pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan v Disposisi 1/3/5 Hari [Penugasan
Pertolongan sesuai dengan proposal dari - personil
pemohon.

6 |Pemberian Sertifikat pelaksanaan pelatihan v Disposisi 5 Menit  |Sertifikat

Pencarian dan Pertolongan oleh pejabat Kegiatan
berwenang.
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KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9, Perum Permata Puri,
Ngaliyan, Semarang

Nomor SOP

07 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

Februari 2024

Tanggal Revisi /
REVISI

Tanggal Efektif

12 Februari 2024

Disahkan oleh

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG

BUDIONO, S.E., M.M.
NIP. 19710927 199003 1 001

SOP PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju  Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih
Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pengendalian Gratifikasi Badan SAR
Nasional, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 334).

Memiliki kemampuan dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti
pelaporan pelanggaran WBS

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

Meja, Kursi, Komputer, ATK, Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan
menghambat  pengendalian  gratifikasi
kantor  pencarian  dan pertolongan
Semarang.

1. Laporan Gratifikasi
2. BAHV Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
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FLOWCHART
SOP PELAPORAN GRATIFIKASI

Pelapor dapat menyampaikan pelaporan adanya penerimaan/penolakan gratifikasi
ke Ruang Pengaduan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang

'

Tim UPG melakukan identifikasi laporan adanya penerimaan/penolakan
gratifikasi:
1) Jika obyek gratifikasi berupa barang yang mudah bau/busuk/rusak, maka
pelapor diminta untuk menyertakan bukti dukung untuk melengkapi
formulir.
2) Jika obyek gratifikasi bukan berupa barang yang mudah bau/busuk/rusak,
maka akan dilakukan penilaian objek gratifikasi

v

Pejabat Berwenang menerima laporan gratifikasi dari tim UPG

'

Pejabat berwenang melakukan penetapan
kategori gratifikasi :

1) Jika objek gratifikasi merupakan objek
yang tidak wajib lapor, maka akan
dikembalikan kepada pelapor untuk
disimpan
2) Jika objek gratifikasi merupakan objek
yang wajib dilaporkan, maka akan
dilanjutkan proses verifikasi
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Pejabat berwenang melakukan Analisa hasil
penetapan kategori gratifikasi dan verifikasi :

1) Jika dokumen dan isi pelaporan
belum lengkap, maka dikembalikan

kepada pelapor untuk segera

dilengkapi

2) Jika dokumen dan isi pelaporan

sudah lengkap, maka diproses
untuk selanjutnya

’

Pejabat berwenang mengambil keputusan hasil verifikasi dan membuat surat
penyampaian laporan penerimaan gratifikasi lalu diberikan kepada pelapor melalui
tim UPG

'

Pelapor dapat menyerahkan objek gratifikasi kepada Tim UPG Kantor Pencarian
dan Pertolongan Kelas A Semarang

’

Tim UPG mengarsipkan dokumen dari seluruh rangkaian pelaporan gratifikasi

'

[ SELESAI ]
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DIAGRAM ALUR PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Pelapor dapat menyampaikan
pelaporan adanya

Email:
wbskppsemarang@agmail.c

: el Formulir
penerimaan/penolakan gratifikasi ke Di . . om
Ruang Pengaduan di Kantor Pencarian ISposIsI 5 Menit Iapp_ran .

g g ratifikasi
dan Pertolongan Kelas A Semarang 9
Tim UPG melakukan identifikasi laporan
adanya penerimaan/penolakan
gratifikasi:

1) Jika obyek gratifikasi berupa barang
yang mudah bau/busuk/rusak, maka Disposisi
pelapor diminta untuk menyertakan Formulir £ POSISI,
; ; ; ormulir
bukti dukung untuk melengkapi - laporan 1 hari laporan
formulir. gratifikasi tifikasi
2) Jika obyek gratifikasi bukan berupa gratifikast
barang yang mudah
bau/busuk/rusak, maka akan
dilakukan penilaian objek gratifikasi
v
Pejabat Berwenang menerima laporan 15
gratifikasi dari tim UPG Disposisi menit Disposisi
Pejabat berwenang melakukan & Catatan
penetapan kategori gratifikasi : TIDAK ‘ hasil
Disposisi 1 hari penetapan
1) Jika objek gratifikasi merupakan kategori

objek yang tidak wajib lapor, maka

v YA

gratifikasi



mailto:wbskppsemarang@gmail.com
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akan dikembalikan kepada pelapor
untuk disimpan

2) Jika objek gratifikasi merupakan
objek yang waijib dilaporkan, maka
akan dilanjutkan proses verifikasi

TIDAK

Pejabat berwenang melakukan Analisa

hasil penetapan kategori gratifikasi dan

verifikasi :

1) Jika dokumen dan isi pelaporan
belum lengkap, maka dikembalikan

Catatan hasil

kepada pelapor untuk segera pﬁgteetggra;n 1 hari BAHV

dilengkapi o
2) Jika dokumen dan isi pelaporan gratifikasi

sudah lengkap, maka diproses YA

untuk selanjutnya
Pejabat berwenang mengambil
keputusan hasil verifikasi dan membuat
surat penyampaian laporan penerimaan . Disposisi
gratifikasi lalu diberikan kepada pelapor BARV 1 hari
melalui tim UPG
Pelapor dapat menyerahkan objek Jika objek gratifikasi
gratifikasi kepada Tim UPG Kantor Surat ditetapkan sebagai barang
e e Dsposis | 1an | Penstmeen | ik Neoars, moka ol
tersebut sebagai barang milik Negara gratifikasi | UPG
Tim UPG mengarsipkan dokumen dari 1. Laporan
seluruh rangkaian pelaporan gratifikasi Surat penerimaan/penolakan

penerimaan 10 Disposisi gratifikasi
objek menit P 2. BAHV
gratifikasi 3. Surat penerimaan objek

gratifikasi
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Nomor SOP 08 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan Februari 2024

Tanggal Revisi / -

REVISI
Tanggal Efektif 12 Februari 2024
Disahkan oleh KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KELAS A SEMARANG

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A SEMARANG
BUDIONO, S.E., M.M.

JI. Bukit Barisan A-IV No. 9, Perum Permata Puri, NIP. 19710927 199003 1 001

Ngaliyan, S
gallyan, Semarang SOP PENYUSUNAN RTP SPIP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 1. Mampu mengoperasikan computer
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme (KKN), (Lembar Negara | 3. Mampu memahami penyusunan RTP-SPIP
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3581);
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4301) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
4150);

Undang-undang nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Negara Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014
tentang Pencarian dan Pertolongan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5600);

PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2011
tentang Penyelenggaran  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- Meja, Kursi, Komputer/laptop, ATK, Printer, DPA, Renstra
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Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Identifikasi resiko harus dilaksanakan
dengan cermat dan mencakup semua
proses

Penilaian resiko harus dilakukan dengan
akurat untuk menghindari penentuan
tindak pengendalian yang tidak efektif
Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi
normal

oM~

Jadwal penyusunan RTP

Survey

Data resiko

Rencana Tindak Pengendalian
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FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN RTP SPIP

Ketua SPIP Menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan RTP dan survey "

'

Ketua SPIP membuat undangan kepada anggota tim untuk menghadiri kegiatan
tersebut 2

v

Anggota tim SPIP menghadiri meja penyusunan RTP dan menerima kertas survey
dari ketua SPIP ¥

v

Tim SPIP mulai Menyusun Evaluating the Corporate Culture 4

!

Ketua Tim SPIP mengkoordinasikan pembagian kuesioner kepada anggota tim
yang sudah ditugaskan ¥

’

Anggota tim SPIP membagikan survey ke masing-masing bagian (Sumber Daya,
Bagian Umum dan Operasi) lalu merekap survey yang sudah diisi ©

'

Anggota tim SPIP mengolah data hasil survey 7

'

\/
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Anggota tim SPIP mulai memeriksa dan
menganalisa data valid hasil survey untuk
menentukan resiko. Jika sudah sesuai maka
dapat dilanjutkan dan diserahkan hasil
Analisa kepada ketua tim SPIP. Jika belum
sesuai, maka anggota tim menganalisa dari
awal. ®

’

Ketua Tim SPIP menentukan rencana tindak pengendalian atas resiko yang ada
sesuai dengan data Analisa ¥

'

Ketua tim SPIP mulai Menyusun Control Self Assessment (CSA) dan membentuk
tim FGD internal OPD %

’

Ketua tim SPIP mengajukan draft CSA kepada para pimpinan Eselon IV.
Jika setuju, maka pimpinan Eselon IV mengajukan draft ke kepala kantor. Jika
tidak setuju maka akan dikembalikan kepada ketua Tim SPIP untuk diperbaiki '

'

Kepala Kantor menyetujui draft CSA dan membentuk tim FGD Internal OPD dan
menugaskan kepada pimpinan Eselon IV untuk ditindaklanjuti '?

’

Pimpinan Eselon IV yang ditunjuk melakukan FGD dan mengidentifikasi kegiatan
di dokumen perencanaan yang memiliki potensi yang beresiko lalu menyerahkan
hasil identifikasi kepada ketua tim SPIP '3

’

\/
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\/

'

Ketua tim SPIP menganalisa Resiko dan melakukan rencana tindak pengendalian
lalu menyerahkan hasil Analisa kepada anggota tim SPIP untuk dibuatkan laporan
14)

v

Anggota tim menerima hasil Analisa resiko dan rencana tindak pengendalian. Lalu

membuat laporan hasil penyusunan RTP dan diserahkan kepada ketua tim SPIP
15)

v

Ketua tim SPIP menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai akan diajukan
ke pimpinan Eselon IV. Jika tidak sesuai,
maka akan dikembalikan kepada anggota
tim untuk diperbaiki '®

Pimpinan Eselon IV menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, laporan akan
diberikan paraf dan dilanjutkan ke kepala
kantor. Jika tidak sesuai , maka akan
dikembalikan ke ketua tim SPIP untuk
diperbaiki 17
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Kepala kantor menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, laporan akan
ditandatangani. Jika tidak sesuai , maka
akan dikembalikan ke pimpinan Eselon IV
untuk diperbaiki '®

’

Pimpinan Eselon IV memberikan laporan penyusunan RTP yang sudah
ditandatangai kepala kantor ke ketua tim SPIP 19

'

Ketua tim SPIP menerima laporan penyusunan RTP dan memberikan kepada
anggota tim untuk dibuatkan surat pengantar dan nomor surat keluar lalu laporan
tersebut digandakan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy 2%

'

Anggota tim SPIP mengumpulkan laporan hasil penyusunan RTP dan

mengirimkan kepada Inspektorat kantor pusat sesuai dengan SOP yang berlaku
21)

'

[ SELESAI ]
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DIAGRAM ALUR PELAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

Ketua SPIP Menyusun rencana
kerja dan jadwal penyusunan RTP

dan survei - Disposisi 5 Menit Disposisi
Ketua SPIP membuat undangan
kepada anggota tim untuk Disposisi, 1 hari Disposisi,
menghadiri kegiatan tersebut undangan undangan
Anggota tim SPIP menghadiri meja Disposisi, Disposisi,
penyusunan RTP dan menerima A 4 dokumen dokumen
kertas survey dari ketua SPIP - RENSTRA, RENSTRA
. 15 ) ’
jadwal it jadwal
penyusunan ment penyusunan
RTP, lembar RTP, lembar
survey survei
Tim SPIP mulai menyusun Disposisi, Lembar survey
Evaluating the Corporate Culture dokumen disiapkan untuk
RENSTRA, diisi oleh masing-
jadwal 3 hari Lembar survei | masing bidang
penyusunan (Operasi, Sumber
RTP, lembar Daya dan bagian
survei Umum)
Ketua Tim SPIP |
mengkoordinasikan pembagian
kuesioner kepada anggota tim yang Lembar survei | 3 jam Data survey

sudah ditugaskan

yang sudah diisi




Anggota tim SPIP membagikan

survey ke masing-masing bagian Data survey Data surve
(Sumber Daya, Bagian Umum dan yang sudah 3 jam y
. o yang sudah diisi
Operasi) diisi
7 | Anggota tim SPIP mengolah data
hasil survei YA Hasil survei 2 hari Hasil olah data
8 | Anggota tim SPIP mulai memeriksa
dan menganalisa data valid hasil
survey untuk menentukan resiko. TIDAK
Jika sudah sesuai maka dapat
ﬂ;i?{;;ksgpgzg ?(Sti raartzl::rélt;?;fl .‘ Hasil olah data | 6 hari Data resiko
Jika belum sesuai, maka anggota
tim dapat menganalisa kembali
data dari awal.
9 | Ketua tim SPIP menentukan
rencana tindak pengendalian atas Rencana Tindak
resiko yang ada sesuai dengan Data resiko 5 hari Pengendalian,
data analisa | Data resiko
10 | Ketua tim SPIP mulai Menyusun Rencana 1 hari Draft laporan
Control Self Assessment (CSA) Tindak SPIP
dan membentuk tim FGD internal Pengendalian,
OPD - Data resiko
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11 | Ketua tim SPIP mengajukan draft
CSA ke pimpinan Eselon IV. Jika
setuju, maka pimpinan Eselon IV
mengajukan draft ke kepala kantor. Draft laporan .
Jika tidak seyuju, maka akan SPIP 1 hari Draft CSA
dikembalikan kepada ketua SPIP
untuk diperbaiki TIDAK
1 YA
12 | Kepala kantor menyetujui draft ‘
CSA dan membentuk tim FGD Draft CSA yang
Internal OPD dan menugaskan . ditandatangani,
kepada pimpinan Eselon IV untuk Draft CSA 1-2 jam Penugasan
ditindaklanjuti personil
13 | Pimpinan Eselon IV yang ditunjuk
melakukan FGD dan
mengidentifikasi kegiatan di Draft CSA
dokumen perencanaan yang - ditang:\?agngani 3 hari Dokumen
memiliki potensi yang beresiko lalu Penugasan perencanaan
menyerahkan hasil identifikasi gas
kepada ketua tim SPIP personil
14 | Ketua tim SPIP menganalisa resiko
dan melakukan rencana tindak A4 Data kegiatan
pengendalian lalu menyerahkan - Dokumen 3 hari yang memiliki
hasil Analisa kepada anggota tim perencanaan potensi resiko
SPIP untuk dibuatkan laporan besar
15 | Anggota tim menerima hasil Data kegiatan
Analisa resiko dan rencana tindak na memiliki Laporan hasil
pengendalian. Lalu membuat yat gm iK 3 hari penyusunan
laporan hasil menyusunan RTP potensi resixo RTP

dan diserahkan kepada ketua tim

i

besar




16

Ketua tim SPIP menganalisa
laporan penyusunan RTP. Jika
sesuai akan diajukan ke pimpinan

TIDAK
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Laporan hasil

Laporan hasil

Eselon IV. Jika tidak sesuai, maka penyusunan 1 hari penyusunan
akan dikembalikan kepada anggota YA RTP RTP
tim untuk diperbaiki

17 | Pimpinan Eselon IV menganalisa
laporan penyusunan RTP. Jika TIDAK 4
sesuai, laporan akan diberikan Laporan hasil Laporan hasil
paraf dan dilanjutkan ke kepala P . P
kantor. Jika tidak sesuai, maka penyusunan 1 hari penyusunan

: . ’ ) RTP RTP

akan dikembalikan ke ketua tim ‘ YA
SPIP untuk diperbaiki TIDAK

18 | Kepala kantor menganalisa laporan
penyusunan RTP. Jika sesuai, v
laporan akan ditandatangani. Jika Laporan hasil Laporan hasil
tidak sesuai, maka akan ’ penyusunan 2 hari penyusunan
dikembalikan ke pimpinan Eselon RTP RTP
v

19 | Pimpinan Eselon IV memberikan
laporan penyusunan RTP yang Laporan hasil Laporan hasil
sudah ditandatangani kepala kantor penyusunan 1 hari penyusunan
ke ketua tim SPIP RTP RTP

20 | Ketua tim SPIP menerima laporan
penyusunan RTP dan memberikan v
kepada anggota tim untuk Laporan hasil Laporan hasil
dibuatkan surat pengantar dan penyusunan 3 jam penyusunan
nomor surat keluar lalu pelaporan RTP RTP

tersebut digandakan dalam bentuk
hardcopy maupun softcopy
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21 | Anggota tim SPIP mengumpulkan
laporan hasil penyusunan RTP dan Laporan hasil
mengirimkan kepada Inspektorat P

kantor pusat sesuai dengan SOP penyusunan 1 hari
RTP
yang berlaku

Disposisi
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NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI =

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERAS] PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN
NAMA SOP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 29 Tehun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 267,
Tamhahan Lembaran Negara Nomar 5600);

(<}

U Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencanan dan Pertelongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 186},

4 Peraturan Kabasarnas Nomor : PR 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

o

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian
[Dan Pertolongan Nemor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasions! Pencarian Dan Pertolongan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor B24);

i Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertalongan {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomer 1537];

~1

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanann dan Penghentian Pelaksanaan Operasi
Pencarian dan Pertolongan((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan vang berlaku mengenai
penerimaan dan validas) berita

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP Verifikasi Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC

2 S0P Penanganan Berila Pencarinn dan Pertolongan i BCC

Peralatan :
Komputer/Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fax,

Perlengkapan
Perangkat deteksi dini, Perangkat monitoring pesawat, Perangkat penghitungan area pencarian dan
pertalongan, telepon satelit, Peta, informasi cuaca, jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOF tidak dilaksanakan maka proses penerimaan berita kejadian akan terhambat

1. Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN BERITA PADA EMERGENCY CALL 115

Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktivitas : Ket
Pelapor l::e::‘;g:: f:’: xoo:::r::::sl Kagahar Kelengkapan Waktu Qutput
1 |Melaporkan kejadian informasi laporan 5 informasi laporan Telp
- Kejadian Menit |Kejadian Emergency
115, aplikasi
rescue 115
2 |Menerima, mencatat dan informasi laporan 5 laporan informasi
menginformasikan ke Operator Kejadian Menit |emergency call
Komunikasi terkait laporan 5 [E 73
Kejadian
3 |Menerima, mencatat dan laporan informasi 5 laporan informasi | jika berita
mengkonfirmasi informasi dan emergency call 115 | Menit |emergency call tidak lanjut
melaporkan ke Kagahar terkait 115 (paraf dicatat di
laporan Kejadian untuk petugas jurnal
melakukan Pemeriksaan emergency call Emergency call
kebenaran berita 115) 115
4 |Melakukan pemeriksaan laporan informasi 1 laporan
kebenaran berita kejadian jika va emergency call 115 | Menit
lanjut proses penanganan berita ' (paraf petugas
iika tidak hanya pencatatan Tidak emergency call 115)
berita.
5 |Menindaklanjuti Berita, SOP Laporan 2 Radiogram ke S0P
Penanganan Berita Menit |KFP Penanganan
Berita
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

NOMOR SOP \O Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF \ Novermber 2024

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP AKTIVASI TIM INASAR DI BABARNAS COMMAND CENTRE

DASAR HUKUM :

KUALIFTKAST PELAKSANA :

1 Undang-Undang No, 24 mhun 2007 teniang Penanggulangan Beneana

2 Undang Undang Nomer 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 267,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indenesin Tahun
2016 Nomor 186);

w

Peraturan Kabasarnas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan S0P Badan SAR Nasional

6 Peraturan Badan Naslonal Pencarian Dan Pertplongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasonal Pencarian
Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencanan Dan Pertolongan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

7 Peraturas Badan Nasionul Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siags Pencanian dan Pertolongan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1527);

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongen Nomor 3 Tahun 2020 rentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanasan Operasi
Pencarian dan Pertolongan0(Berita Negiara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nomor 649);

Mempunyai kemampuan dan pengrinhuan tentang peraturen perundang-undangan yang berlaku
mengenai Tim INASAR

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
| SOFP Penerimaan Berita Pada Emergency Call 115 Peralatan
Komputer , acanner, Laptop, printer
2 SOP Verifikasi Berita Pencanan dan Pertolongan di BCC Perlengkapan

3 'SOP Penanganan Berita Pencanan dan Pertolongan di BCC

PERINGATAN :

Peraturan terkar ...

Persyarutan:

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOP tidak dilaksanakin maka prosesAktivasi Tim INASAR akan terhambart

1. Jurnal Emergency Call 115
2, Jurnal Berita Masuk dan Keluar dan Jumal Lamnya
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STANDAR OPERASIONAL PROEEDUR
AKTIVAS] TIM INASAR DI BASARNAS COMMAND CENTRE

Pelaksanaan Mutu Baku
L Repsan Petugas Aststen Deputi Operasi Pencasian| WP o0 Petugas Siaga i e
2 : Kepala Biaga ng Direktur Operasi] dan Pertolongan dan Presiden Kelengkapan Wakta Output
Homunikasi Kepals Siaga Naita il Pencarian dan B&G -
Pertolongan
1 [Menerima informasi permintaan Pernyataan 3 Pernyataan informasi
bantuan internasional dari Negara pérmintaan Menat  |permintaan diperoleh dari
vang terdampak bencana melalug .“ bantuan bantuan aplikasi virtual
Virtual Ossoc dan melaporkan internasional internasional OBSOC
kepada Kagahar
2 [Menerima informasi dan melaporkan Pernyataan 5 Menit |Laporan awal tembusan
kejadian kepada Direktur Operasi permintaan (laporan [ir
bantuan Siaga
internasional
3 [Menerima laporan dan meminta Laporan awal 5 Laporan awal
persetujuan aktivasi INA SAR kepada kejadian Menit
Deputi Ops dan Siaga
4 [Memeriksa informasi awal dan i Laporan awal 3 Laporan awal
melaporkan kepada Kahasarnas - kejadian Menit
untuk persetujuan aktivasi INA SAR
5 [Meminta per: an aktivasi Laporan kejadian 30 surat
INASAR kepada Presiden melalui Menit  permohonan
Sertneg Tids persetujuan
penugasan
INASAR
fi [Menerima berkas usulan surat permohonan 12 jam jfsurat surat
permohonan persetujuan penugasan pemberangkatan perselujuan pernyataan
tim INASAR ke negara terdampak INASAR pemberangkatan |persetujuan
tim INA SAR melalui setn
Yo
7 |Menerima sural perset ujuan Ya surat persetujuan 1) menit fsurat
penugasan tim INA SAR dan + penugasan persetujuan
memerintahkan Depuli Bidang penugasan tim
n Resiapsiagaan untuk INA SAR
si [INA 8AR dan menun Dir
Oipa sebagai SMC
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVASI TIM INASAR DI BASARNAS COMMAND CENTRE

Pelaksanaan Mutu Baku
: el Syt ran| Kepala Badan
mm“:::”“ €% |Direktus Operasi| dan Pertolongan dan | | WeHomal | poggen | POERSSME | geiengiapan | Waktn Output
; 2 Kesi i i ARG
i Pertolongan

8 |Memernintahkan Dirops untuk thsposisi surat 5 menit fsurat
aktivas) INA SAR perseiujuan persetujuan
pemberangkatan pemberangkatan
tim INA SAR
9 |Memerintahkan Kagahar untuk disposisi surat 5 menit fsurat tembusan
aktivas) persiapan pemberangkatan persetujuan persetujuan indorn i ke
tim INA SAR pemberangkatin pemberangkatan | Dir Siaga
tim INA SAR
10 1. Menghubungi Tim INASAR dan sural persefujuan 2 jam  |paparan st
fproses aktivasi 1im INASAR sesuai pemberangkatan biriefing
prosedur tim INA SAR
2, Melaporkan kesiapan kepada -
Direktur Operasi dan persiapan st
||1|'m|'inz
11 / membuat surat ke surat persetijuan 10 menit fsurat
pemberangkatan permohonan
tim INA SAR dukungan
12 |1 Menyiapkan registras: area dan surat persetujuan 1 jam Dokumen
medioal check up pemberangkatan registrasi
2, Menyiapkan gudang palsar dan - tim INA SAR
kendaraan
A A .
13 |1. memantau dan mengupdate ljam [Jpaparan lst
infarmasi di aplikasi virtual ossoc briefing
2. Menyiapkan babhan paparan dan
ruangan untuk Lst brefing -
14 [Melaksanakan paparan 1st bricfing Laparan awal 30 menit |paparan |st dilanjutkan
lkr‘_ i hriefing 2nd briefing
- oleh tim

manujemnen

INASAR
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NOMOR SOP W Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF | Nowermber 2024
DISAHKAN OLEH DIRER mrsmu‘s
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN Noer Muchlisin, B.Pd., M.M.
NIP. 197212241998031
NAMA SOP VERIFIKAS] BERITA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DASAR HUKUM : mm‘ ¥

W

Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaer 267,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 5600);

ULl Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencanian dan Pertolongan (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 186);

Peraturan Kabasarmas Nomor @ PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasiooal

Peraturan Badan Nasional Pencanan Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ates Peraturan Badun Nasional Pencarian

Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasm Dan Tata Kernja Badan Nasenal Pencarian Dan Pertolongan |Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824}

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Perwlongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomoer 1537);

Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi
Pencarian dan Pertolongan0(Benta Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomer 639);

Mempunyui kemampuan dan pengetahuan tentang peratiran perundang-undangan yang berlaku
mengenai penerimaan dan validasi berita

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1

2

w

SOF Penerimaan Berita Pada Emergency Call 115

SOP Penanganan Berita Pencarian dian Pertolongan di BCC

SOF Registrasi Sinyal Marabahaya

S0P Penanganan Kapal Mati Mesin vang akan dievakuasi

Peralatan ;
Komputer/Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fax,

Perlengkapan
Peranghkat deteksi dind, Perangkat ing pesswat, P ghat pengl
perwlongan, telepon satelit, Peta, informasi cuaca, jaringan internet

1 aren pencarian dan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerimaan dan validasi berita altan terhambat

1. Jurnal Emergency Call 115
2. Jurnal Harian Peiugas Komunikasi
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VERIFIKASI BERITA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Petiigas Kepala Siaga Kepala Siaga Kantor | Petugas Komunikasi | Instansi/ Organisasi / Ket
Ko indicant Boe Pencarian dan Kantor Pencarian dan] Perusahaan Kapal atau | Kelengkapan | Waktu Output
i Pertolongan Pertolongan Maskapai Penerbangan
| [Menerima informasi laporan Data Pelapor, [ Laporan, data |Telp, Radio,
Kejadian dan menginformasikan Kronologis Menit [pelapor email, media
kepada Kepala Siaga BCC Kejadian, Data sosial, laporan
Kapal, Jumlah emergency call
POB, dll 115
2 J[Memerintahkan Petugas Komunikasi Laporan, data 2 Disposisi
untuk melakukan Pengecekan dan pelapar Menit
pemetaan wilayah untuk
menentukan wilayvah kerja dan
penggalian informasi
3 [Melakukan pengecekan kebenaran Disposisi 1 Laporan, data
Berita dengan kantor Pencarian dan Menit |pelapor
Pertolongan
4 JMenerima informasi dari BCC dan Laporan, data 2 Jurnal
mengarahkan Petugas Komunikasi pelapor Menit JPenerimaan
untuk melakukan pengecekan Laporan
kebenaran berita Validasi
| . Berita SAR
5 |[Melaksanakan pengecekan berita Lurnal 5 Laporan
dengan instansi terkait dan/atau Penerimaan Menit |Validasi
petugas di lapangan dan | R L Laporan Berita SAR
melaporkan kepada Kepala Siaga di | Validasi Berita
Kantor Pencarian dan Pertolongan Lidak ‘ SAR
6 [Pemberian informasi terkait Ya - Laporan 5 Laporan
kebenaran berita kepada Badan - Validasi Berita | Menit |Validasi
Masional Pencarian dan Pertolongan SAR Berita SAR
Jidak
7 IMenerima hasil pengecekan berita dan ' Laporan Validasi 2 Laporan
menyampaikan kepada Kepala Siaga di Berita SAR Menit [Validasi Berita
BCC SAR
Ya
+
8 [Memutuskan hasil pengecekan Laporan Validasi 5 Informasi SOP
kebenaran berita, melakukan pencatatan Berita SAR Menit Penanganan
berita dan menindak lanjuti kebenaran Berita
Berita
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NOMOR SOP V2 Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI =
TANGGAL EFEKTIFP | Novermber 2024
DISAHKAN OLEH
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PFERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN a,
. 19721224199803100
NAMA BOP S0P PENANGANAN INFORMASI KEDARURATAN PESAWAT UDARA
DASAR HUKUM : |KUALIFIKAS] PELAKSARA :
1 Undang-Undang Nomor | Tahun 2009 tentang Penerbangan » Mempunysd p \ lan § : pengoperasian perangkat dalam penanganan sinval
marabahaya
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencanan dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 267, |2, Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan yang berlisku mengenai Penanganan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600}, sinval marabahays
3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Penearian dan Pertalongan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor |8A);
5 Peraturan Kabasarnas Nomor 16 Tahun 2014 rentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
6 Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertalongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penecarian
Dan Pertolongan Nomor & Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Baden Nasional Pencarian Dan Pertulongan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor B24);
7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 rtemang Siaga Pencanan dan Pertolongan (Beoita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);
8 Peraturan Badan Naswnal Penicarian dan Pertolongun Nomer 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Dperas
Pencarian dan Pertolongan0{Berua Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Romor 6459);
HETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGHAPAN :
1 SOP Pelayanan Emergercy Call 115 Peralatan ;
Komputer/ Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fas,
2 S0P Penanganan Kapal Mati Mesin vang akan dievakuasi Perlengkapan
Perangkat deteks dinl, Perangkat monitoring pesawat, Peranghat penghitungan ares pencarian dan
pertolongan, telepon satelit, Peta, informasi cuaca, jaringan internet
3 SOP Permintaan Helikopter Basarnas dalam Rangka Mendukung Uperesi Pencarian dan Pertolongun
4 SOP Pengerahan Helikopter Basarnas dalam Rangka Mendukung Operasi Pencanan dan Pertolongan
5 SOP Registrasi Sinyal Marabahayn
fi S0P Penanganan Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC
PERINGATAN : PENCATATAN DAN FENDAFTARAN :
Bila SOP fidak dilaksanalan maka proses | i BETICY - udiara akan terhambat 1. Jurnal Hanian Petugas Komukasi
2. Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN INFORMASI KEDARURATAN PESAWAT UDARA

Pelaksana Mutu Baku
Kantor
Ke e i Kete
e Tt ATC | Pencariandan | JaTsc MATSC Kelengkapan | Waktu Output s
Pertolongan

I JATC menerima, menentukan dan dokumen 30 Berita emergency |JATSC apabila
melaporkan status kedaruratan dari . | informasi Menit |pesawat udara |kejadian di
pesawat udara dan melaporkan status wilayah Jakarta
kepada Kantor Pencarian dan emergency FIR dan MATSC
Pertolongan terdekat dan dan AFTN apabila kejadian
JATSC/MATSC mMessage di wilayah ujung

pandang FIR

2 |JATSC/MATSC menerima informasi Berita 2 Laporan awal
status kedaruratan dari ATC dan emergency Menit
meneruskan informasi ke Indonesia pesawat udara
RCC (BCC)

3 |Kantor Pencarian dan Pertolongan Berita 5 Laporan awal
menerima informasi status emergency Menit
kedaruratan dan melaksanakan pesawat udara
koordinasi dengan BCC

4 |BCC menerima informasi kedaruratan Laporan awal 2 Berita SAR IK penanganan
dan memproses penunjukan SMC Menit |penunjukan SMC |kedaruratan

pesawat

5 |Kantor Pencarian dan Pertolongan Berita SAR Pelaksanaan SOP
melaksanakan koordinasi dan penunjukan Operasi SAR Penyelenggaraan
pengendalian operasi pencarian dan SMC Operasi SAR

pertolongan
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NOMOR SOP A% Tahua 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oltober 2024
TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF ! Nowvermber 2024

DISAHKAN OLEH
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN fr
. 197212241998031002
NAMA S0P PENANGANAN MARABAHAYA DSC DI BASARNAS COMMAND CENTER
(BCC)
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :
1 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 1. Mempunyai pengetah dan ke T pengoperasian perangkat dalam penanganan sinyal

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencanan dan Pertolongen (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nemor 267,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600}

marahahaya
2, Memiliki pengetahuarn tentang peraturan perundang-undangan yvang berlaku mengma Penanganan
sinval marababays

3 UU Nomar 5 Tahun 2014 rentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Numor 18G);
5 Peraturan Kabasarnas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyesunan SOF Badan SAR Nasional
6 Peraturan Badon Nasional Pencariun Dan Pertolongan Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peratran Badan Nasional Pencanian
Dan Pertalongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisas Dan Tata Kena Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
7 Peraturan Badan Nasional Penicarian dan Pertolongan Nomor § Tahun 2021 tentang Sfaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);
Peraturan Hadan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomar 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Cperam
Pencarian dan Pertalongan({Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649]:
KETERKAITAN: mmn / PERLENGKAPAR :
1 SOP Pelavapan Emergency Call 115 Peralaran :
Komputer / Laptop | scanner, printer. Meja, Kursi, Telepon, Fas,
2 S0P Penanganan Kapal Mati Mesin vang akan dievakuasi Perlengkapan
Perangkar detelesi dini, Perangkat monitoring pesawar, Perangkat penghitungan area pencarian dan
pertolongan, telepon - satelit, Peta, informasi cuacs, jarngn internet
3 SOP Permintaan Helikopter Basarnas dalam Kangka Mendukung Operasi Pencanan dan Pertolongan
4 S0P Pengerahan Helikoprer Basarnas dalam Rangka Mendukung Operasi Pencanan dan Pertolongan
5 SOP Regi i Sinyal Marabahay
6 SOP Verifikasi Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC
7 S0P Peranginan Berita Pencarian dan Pertolongan di BOC
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP udak dilaksanakan maka proses penanganan marsbahaya akan terhamban

L. Jurnal Harian Petugss Komunikasi
2 Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN MARABAHAYA DSC DI BASARNAS COMMAND CENTER

sudah di validasi

!azn_.!uﬁ_ku

Menerima laporan kemarabahavaan dari Informasi 4] Informasi
instansi dalam negeri dan RCC luar negeri Menit
Mengecek informasi serta lokasi Informasi 3 Form marabahays Instruksi
Mamabahaya DSCjikmvamelapotkan | | U [ T T T T T T T T T B '"""": Menit |DSC keria
kepada Kepala Siaga untuk H ! pengecekan
ditindaklanjuti jika tdak maka dimasukan - - informasi
ke data False alert Marabahaya DSC marabahaya

Informasi 1 Jurnal Operator

Menit

Memyalidasi hasil informasi Form marabahaya 1 Form marabahava

Dsc Menit |DSC vang sudah di

validasi
Melakukan perencanaan Pencarian dan Form marabahaya 10 |Hasil Ploting,
Pertalongan awal dengan ploting, DSC yang sudah di] Menit |SARMAP,
membuat SARMAP, E-Broadcast dan validasi E-Breadeast, dan
kronologis kejadian paparan kronologis
kejadian

Melakukan validasi hasil Perencanaan Hasil Ploting, 2 Hasil Ploting,
Pencarian dan Pertolongan awal dan SARMAP, Menit |SARMAP,
memerintahkan Petugas Komunikasi E-Broadeast, dan E-Broadeast, dan
untuk membuat Radiogram Kronelogis Kronologis Kejadian
Pembentukan/Penunjukan Keordinator Kejadian vang sudah di validasi
Misi Pencarian dan Pertolongan (SMC|
Mengirimkan hasil validasi Perencanaan Hasil Ploting, 1 Hasil Ploting,
Pencarian dan Pertolongan dari Kepala SARMAP, Menit |SARMAP,
Siaga BCC ke Kantor Pencarian dan E-Broadcast, dan E-Broadcast, dan S0P
Pertolongan Kronologis Kronologis Kejadian Penunjukan

Kejadian yang viang sudah di validasi SMC
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN

NOMOR SOP M Tabun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI »

TANGGAL EFEKTIF | Novermber 2024

DISAHKAN OLEH

DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN Noer isin, 8.Pd. IM.M.
NIP. 197212241998031
RAMA BOP PENANGANAN MARABAHAYA ELT DI BASARNAS COMMAND CENTER
(8cC)
DASAR HUKUM : KUALIFIRASI PELAKSANA :
| Undang-Undang Nomar | Tahun 2009 tentang Penerbangan 1. Mempunyal peng dan kg 7 pengoperasian perangkat dalam penangunan sinyal
marabahaya
¢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertelongan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 267, |2, Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Penanganan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600/ sinyal marababaya
UL Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 186);
Pernturan Kabasamas Nomor 16 Tahun 2014 eatang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasionil
6 Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertalongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencaran
Dan Pertolongan Nomaor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi [an Tata Kerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Berits Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824,
7 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 1entang Siaga Pencanan dan Pertolongan (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomoer L5337);
# Peraturan Badan Nasional Peovatan dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaun dan Penghentian Pelaksanaan Operasi
Penvanan dan Pertolongan0|Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);
HETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 S0P Pelavanan Emergency Call 115 Peralatan
Komputer/ Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fax,
2 S0P Penanganan Kapal Mab Mesin yang akan dievakuasi Perlengkapan
Perangkat deteks! dini, Peranglat monitoring pesawat, Perangitat penghitingan area pencarian dan
|pertolongan, telepon satelit, Peta, Informasi cuaca, jaringan internet
3 S0P Permuntaan Helikopter Basarnas dalam Rangks Mendukung Operasi Pericarian dan Pertolongan
4 S0P Pengerahan Helikopter Basarnas dalam Rangka Mendukung Operasi Pencanan dan Pertolongan
5 SOP Registrasi Sinval Marabahaya
6 S0P Venflikasi Benita Pencanan dan Pertolongan di BCC
7 S0P Peoanganan Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOF tidak dilaksanakan maka proses penanganan marabahaya akan terhambar

1. Jurnal Hanan Perugas Komunikasi
2. Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
Altiviins Petugas Kepala | GESUR | o iapai | Kantor Pencarian laatsc/mat| Lo oL Oaties e
Komunikasi Siaga si dan Pertolongan sC i

Menerima sinyal distress dari LUT Informasi 0 Informasi
dan RCC Luar Negeri Menit
Mengecek informasi serta lokasi Informasi 3 Form sinyal - Instruksi
Sinyal Marabahaya ELT jika va Menit |marabahava ELT kerja
melaporkan kepada Kepala Siaga - pengecekan
untuk ditindaklanjuti jika tidak a G informasi
Record data False alert Marabahaya TRk % marabahaya

ELT

Informasi 1 Jurnal Operator
- Menit

Memvalidasi hasil informasi Form sinyal 1 Form marabahava

marabahava Menit |ELT vang sudah di

ELT validasi
Melakukan Perencanaan Pencarian L Form 10 Hasil Perencanaan
dan Pertolongan awal operasi SAR marabahaya Menit |awal operasi SAR
dengan ploting, membuat SARMAF, E- ELT yang sudah (Ploting, SARMAP,
Broadcast dan kronologis kejadian di validasi E-Broadcast, dan

Kronologis Kejadian|

Melakukan validasi hasil | Hasil Ploting, 2 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan SARMAP, Menit |SARMAP,

Pertolongan awal dan
memerintahkan Petugas Komunikasi
untuk membuat Radiogram
Pembentukan/Penunjukan
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan (SMC)

E-Broadcast,
dan Kronologis
Kejadian

E-Broadcast, dan
Kronologis Kejadian
vang sudah di validasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SINYAL MARABAHAYA ELT DI BASARNAS COMMAND CENTER

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Kepala “"h i Maskapai | Kantor Pencarian |JATSC/MAT| o il Kot
KRomunikasi Siaga I""‘_ dan Pertolongan sc Aengiapan duty
O IMengirimkan hasil validasi =] Hasil Ploting, 1 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan SARMAP, Menit |SARMAP,
Pertolongan dari Kepala Siaga BCC ke E-Broadcast, E-Broadcast, dan SOP
Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Kronologis Kronologis Kejadian Penunjukan
Kejadian vang vang sudah di validasi sSMC

sudah di
validasi
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BADAN NABIONAL FENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

NOMOR SOP 1% Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI >

TANGGAL EFEKTIF

NIP. 197212241998031002

PENANGANAN MARABAHAYA EPIRB DI BASARNAS COMMAND
CENTER (BCC)

NAMA SOP

DABAR HUKUM :

.

1 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

2 Undang-Undang Nemor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor S600);

3 UU Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Penicarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Peraturan Kabasarnas Nomor 16 Tahun 2014 tenteng Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

o

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomaor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian Dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

~

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolofigan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongsan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 1537);

& Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian
Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan0{Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nomor 649);

1. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan pengoperasian perangkat dalam penanganan sinyal
marabahaya

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Fenanganan
sinyal marabahaya

3 S0P Permintaan Helikopter Basarmas dalam Rangka Mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan
4 SOF Pengerahan Helikopler Basarnas dalam Rengka Mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan
5 SOP Registrasi Sinyal Marabahaya

6 S0P Verifikasi Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC

7 S0P Penanganan Berita Pencarian dan Pertolongan i BCC

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 BOP Pelayanan Emergency Call 113 Peralatan :
Kemputer/Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fax,
2 S0P Penanganan Kapal Mati Mesin yang akan dievakuas: Perlengkapan

Perangkat deteksi dini, Perangkat monitoring kapel, Perangkat penghitungsn ares pencarian dan
pertolongan, telepon satelit, Peta, informasi cuaca, jaringan interner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses penanganan marabahaya alkan terhambat

1..JJurnal Harian Petugas Komunikasi

2, Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SINYAL MARABAHAYA EPIRB DI BASARNAS COMMAND CENTER

Pelaksana Mutu Baku
L ! SROP/VTS
Aktivitas Petugas Kepala | Asisten | Rantor Pencarian| > Ket
Siaga terkait
Menerima sinyal distress dari Informasi 0 |Informasi
LUT dan RCC Luar Negeri Menit
Mengecek informasi serta Informasi 3 Form sinyal - Instruksi
lokasi Sinyal Marabahaya Menit |marabahaya kerja
EPIRB jika ya melaporkan T e L e T e | EPIRB pengecekan
kepada Kagahar untuk i ! f i informasi
ditindaklanjuti jika tidak : ' marabahaya
Record data False alert Helske - -
Marabahaya EPIRB Ya
Informasi 1 Jurnal Operator
Menit

Memvalidasi hasil informasi Form sinyal 1 Form

X marabahaya Menit |marabahaya

- EPIRB EPIRB vang
sudah di
validasi

Melakukan Perencanaan Form sinyal 10 |Hasil Ploting,
Pencarian dan Pertolongan marabahaya Menit |[SARMAP,
awal operasi 3AR dengan EPIRB yang E-Broadcast,
ploting, membuat SARMAP, E- sudah di dan Kronologis
Broadcast dan kronologis validasi Kejadian

kejadian
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN SINYAL MARABAHAYA EPIRB DI BASARNAS COMMAND CENTER

Pelaksana Mutu Baku
- : Asisten SROP/VTS
No Aktivitas : . : Ket
Petugas Kepala Kapal Kantor Penurlm tan 1 i| Ke Wal ik
Komunikasi Siaga SII dan Pertolongan terkait HERapan F
5 |Melakukan validasi hasil Hasil Ploting, 2 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan SARMAP, Menit |[SARMAP,
Pertolongan awal dan E-Broadcast, E-Broadcast,
memerintahkan Petugas - dan Kronologis dan Kronologis
Komunikasi untuk membuat Kejadian Kejadian yang
Radiogram sudah di
Pembentukan/Penunjukan validasi
Koordinator Misi Pencarian
dan Pertolongan (SMC)
6 |Mengirimkan hasil validasi Hasil Ploting, 1 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan 1 SARMAP, Menit |SARMAP,
Pertolongan dari Kepala Siaga - E-Broadcast, E-Broadcast, SOP
BCC ke Kantor Pencarian dan dan Kronologis dan Kronologis | Penunjukan
Pertolongan Kejadian yang Kejadian vang SMC

sudah di
validasi

sudah di
validasi
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NOMOR SOP {{p Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF l Novermber 2024 r
DISAHKAN OLEH DIRER' HKESIAPSIAGAAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN Noer gitd 5.Pd.,
NIP. 197212241998031002
NAMA SOP PENANGANAN MARABAHAYA PLB DI BASARNAS COMMAND CENTER
(BCC)
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ©
1 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1. Mempunyai pengeral dan k P PEngof perangkat dalam penanganan sinval
imarabahaya
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tenmang Pencarian dan Pertolongan [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 267, |2, Memiliki § huan g peraturan perundang-undangen yang berlaku mengenai Penanganan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600); sinval marabahaya
3 UU Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4 Peraruran Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 186
5 Peraturan Kabasarnus Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
6 Peraturan Badan Nasonal Pencarsan Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Naswonal Pencanan
Dian Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisast Dan Taw Kerja Badan Nasional Peoncarian Dan Pertolongan (Ben Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
7 Peraturan Badan Nasional Pencanian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siags Pencaran dan Periolongan (Berita Negara Republic
Indoniesia Tahun 2021 Nomor 1537);
8 Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pélaksanaan Operasi
Pencarian dan Pertolongan0({Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649§
KETERKAITAN: PERALATAN /| PERLENGKAPAN :
1 S0P Pelayanan Emergeney Call 115 Peralatan :
Komputer/Laptop . scanner. printer, Mews, Kurss, Telepon, Fax,
2 B0P Penanganan hapal Mati Mesin vang akan dicvakuas Perlengkapan:

3 S0P Permintaan Helikopter Basarnas dalam Rangksa Mendukung Operasi Pencasian dan Pertolongan

4 S0P Pengerahan Helikopter Basarnas dalam Rangia Mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan
5 B0OP Registrasi Sinval Marabahays

& S0P Verifikasi Herita Penvanian dan Pertolongan di BCC

dan Pertol di BOC

7 S0P Per Berita P

PERINGATAN :

Perangkat dereksi dini, Perangkar monitoring kapal, Perangkat penghitungan ares pencarian dan
pertolongan, telepon sarelit, Peta, informasi cuace, jaringan internet

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Hila SOP tdak dilaksanakan maka proses penanganan marabahaya alkan terhambat

1. JJurnal Harian Petugas Komunikasi
2. Jurnal Emergency Call 115
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN SINYAL MARABAHAYA PLB DI BASARNAS COMMAND CENTER

Aktivitas Petugas Kantor Pencarian| fnstansi | o 0|0 Kot
Komunikasi dan Pertolongan Lain ; ! P

Menerima sinyal distress dari LUT Informasi 0 Informasi
dan RCC Luar Negeri Menit
Mengecek informasi serta lokasi Informasi 3 Form sinyal - Instruksi
sinyal Marabahaya PLB jika va Menit |marabahava PLB kerja
melaporkan kepada Kagahar it M d et v pengecekan
untuk ditindaklanjuti jika tidak informasi
Record data False alert Tidak ¥ - - marabahava
Marabahaya PLB

Informasi 1 Jurnal Operator

- Menit

Memvalidasi hasil informasi Form sinyal 1 Form sinyal

marabahaya FLB Menit |marabahaya PLB

vang sudah di
validasi

Melakukan Perencanaan Form sinyal 10 menit|Hasil perencanaan
Pencarian dan Pertolongan awal marabahaya PLB awal operasi SAR
operasi SAR dengan ploting, vang sudah di (Ploting, SARMAP,
membuat SARMAP, E-Broadcast validasi E-Broadcast, dan
dan kronologis kejadian Kronologis Kejadian)
Melakukan validasi hasil Hasil Ploting, 2 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan SARMAP, Menit |SARMAP,
Pertolongan awal dan E-Broadcast, dan E-Broadcast, dan
memerintahkan Petugas Kronologis Kronologis Kejadian
Komunikasi untuk membuat Kejadian vang sudah di

Radiogram
Pembentukan/Penunjukan
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan (SMC)

validasi
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Pelaksana

Mutu Baku
Aktivitan Petugas Kepala Jmh"ml Pengguna | Kantor Pencarian| Instansi Wal Outsat Kt
Homunikasi Siaga Sia l' PLB dan Pertolongan Lain o s pu
Mengirimkan hasil validasi — ! Hasil Ploting, 1 Hasil Ploting,
Perencanaan Pencarian dan SARMAP, Menit |SARMAP, 2
Pertolongan dari Kepala Siaga BCC E-Broadcast, dan E-Broadcast, dan sSOp
ke Kantor Pencarian dan Kronologis Kronologis Kejadian | Penunjukan
SMC

Pertolongan

Kejadian vang
sudah di validasi

vang sudah di
validasi
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NOMOR SOF A} Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
TANGGAL REVISI b
TANGGAL EFEKTIF U Novermber 2024
DISAHKAN OLEH DIREKTHR KESIAPSIAGAAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN Noer I o - ML
NIP. 197212241998031
NAMA SOP PENANGANAN BERITA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI BCC
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELARKSANA :
| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Mempunym Kem dan peng tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

? UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Penicanian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20106 Nomor 186);
4 Peraturan Kabasarmas Namor @ PK 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyvusunan SOP Badan SAR Nasional

5 Peraturan Badan Nasional Pencanan Dan Pertolongan Nomer 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badun Nasional Pencanan

Dian Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisas Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencaran Dan Pertolongan (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berits Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 1537);

7 Peraturan Badan Naslonal Pencanan dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelalsanaan Operasi
Pencanan dan PertolonganO|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Namor 649);

mengenai penerimaan dan validasi berita

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOF Penerimaan Berita Pada Emergency Call 115

2 S0P Verifikasi Berita Pencanan dan Pertolongan di BCC

3 S0P Registrasi Sinyal Marabahaya

PERINGATAN :

Peralatan @

Komputer/Laptop , scanner, printer, Meja, Kursi, Telepon, Fax,
Perlenghkapan

Perangkat deteks: dini, Perangloa: monitoring pesawatl, Perangkat penghinongan aren pencanan dan
pertolongan, telepon satelit, Peta, informasi cuaca, jaringan intermet

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Rita SOP ridsk dilaksanakan maka proses penanganan berita akan terhambat

1. Jumal Emergency Call 115
2. Jumnal Berita Masuk dan Keluar dan Jurnal Lannya




-185 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BERITA DI BCC

No.

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Eaku

Kepala Siaga BCC

Asisten Kepala
Siaga

Petugas
Komunikasi

Kepala Siaga
Kantor Pencarian
dan Pertolongan

Kelengkapan

Waktu

Output

Mengarahkan Asisten Kepala
Siaga untuk melakukan
pemetaan koordinat dan area
kerja Kantor Pencaran dan
Pertolongan

informasi

5 menit

informasi

b

Validasi kesesuaian informasi
dan pemetaan area kerja Kantor
Pencarian dan Pertolongan

informasi

5 menit

informasi

I“\.«'{'rll'iki:tsi dan validasi pemetaan
area kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan dan Koordinasi
dengan Potensi Pencarian dan
Pertolongan dan Unit Pencarian
dan Pertolongan (SRU) di
Hlapangan

informasi

S5 menit

Dokumen

rMcngarszpkan berita dan
pembentukan/ penunjukan
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan (SMC)

Dokumen

5 menit

Dokumen
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NOMOR BOP .ﬁ Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2024
'TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF \ Novermber 2024
DISAHKAN OLEH
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOONGAN, DAN KESIAPSIAGAAN
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN
NIP. 197212241998031002
NAMA SOP PENUN.JUKAN KOORDINATOR MISI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (8MC)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

r] Undang-Undang Nomor | Tahun 2009 tentang Penerbangan
2 Undang-Undang No, 17 tahun 2008 tentang Pelavaran

3 Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
267, Tambaban Lembaran Negara Nomar 5600},

4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 186);

6 Peraturan Kabasarnas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

7 Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomeor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);

Pencarian dan Pertolongan0{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 649);

Pencarian Dan Pertolongan Nomor B Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertlongan (Berita

9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanann dan Penghentian Pelaksanaan Opernsi

1. Mempunyal pengetahuan dan kemampuan pengoperasian perangkat dalam penanganan sinval marabahayn

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenal Penanganan sinyal
marabahays

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Permintaan Helikopter Basarnas dalam Rangka Mendukung Operasi Pencanan dan Pertolongan
SOP Pengerahan Helikopter Basarnas dalam Rengka Mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan
S0P Registrasi Sinyal Marabahaya

SOP Verifikasi Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC

S0P Penanganan Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC

SOP Penanganan Sinyval Marabahaya ELT ¢ BCC

S0P Penanganan Sinyal Marabahaya EPIRB di BCC

S0P Penanganan Sinyal Marabahaya DSC di BCC

SOP Penanganan Sinval Marabahaya PLB di BCC

80P Penanganan Informasi Kedaruratan Pesawat di BCC

o9 T~NOW+ W

1 SOP Pelayanan Ememgency Calf 115 Peralatan
Komputer/Laptop , scanner, printer, Meja, Kurs:, Telepon, Fax,
S0P Penanganan Kapa! Mati Mesin yang akan dievakuasi Perlengkapan

Perangkar deteksi dim, Perangkat monitoning kapal, Perangkat penghitungan area pencanan dan penolongan,

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Bila S0P tidak dilaksanskan maka proses penanganan berita akan terhambat

1. Jurnal Emergency Call 115

2. Jutnal Berita Masuk dan Keluar dan Jurnal Lainnys
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUNJUKAN KOORDINATOR MISI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SMC)

Pelaksanaan _ Mutu Baku

Kepala Badan
- Deputi Bidang W arEES
HHTE dan Pertalong Kelengkapan | Waktu | Output

{Kabatan)

Aktivitas Kanter Pencarian Petugas : L o
dan Pertolongs Komimiksal JF Arsiparis | Kepala Siaga Keoinpsia Operasi, dan

Mengajukan pengusulan SMC 1] Informasi
menit ;
Berita SAR
T
Menerima dan melakukan pengecekan 3 Laporan
Kesesuaian pengusulan SMC dan menit OR SAR dan
melaporkan ke Kepala Siaga Berita SAR
]
Mengusulkan nama SMC ke dirsiaga, 3 Informasi i
4 = - Pendelegasian
deputi ops dan Kabasarnas Secara menit
i pengusilan
Simultan
sSMC
Menyetujui pengusulan nama SMC 1
menit
——
Menyetujui pengusulan nama SMC 1
Tidak Blenk
Menyetujui pengusulan nama SMC B 1 Dokumen
menit
Jurnal, Agenda
Berita SAR
¥
Menernima berita usulan penunjukan SMC 1 Informasi
dan memerintahkan Petugas Komunikasi menit
untuk membuatkan Berita Pencaran dan
Pertolongan pengusulan SMC
L
Membuat dan mengirimkan berita 5 Informasi
Penunjukan SMC ke Kantor Pencarian menit

dan Pertolongan

Menerima berita Penunjukan SMC dan 3 Informasi
melaksanakan renicana operasi menit
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUNJUKAN KOORDINATOR MISI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (8MC)

Pelaksanaan Mutu Baku
Alctivitas Kantor Pencarian Petugas : : Direktur e m Nasional Pencarian Ket
dan Pertolongan | Komunikasi | ¥ Areiparis Kepala Siaga Keslapsiagaan Operasi, dan dan Pertolongan | XeXgkapan | Waktuf  Output

Pendokumentasian Berita Penunjukan 2 Dokumen . .
ame . Berita SAR
! menit

penunjukan
s
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pokja Pemilihan/ B -  Keterangan
PA/KPA PPK Pesubat Fens s Kelengka,pan - u . Outpu -
1 [Melaksanakan perencanaan 1, Form identifikasi 66000 |1, Draf Spesifikasi SOP Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan menit  |Teknis/ KAK Pengadaan
2. Form perencanaan 2. Harga
pengadaan Perkiraan/RAB
3. Dok. Analisis pasar 3. Rencana Umum
Pengadaan (RUP
|
2 |Melaksanakan persiapan ‘ 1. SK Penunjukan PPK 14100 1. RUP Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa : 2. RUP menit 2.Spesifikasi Teknis/ |Persiapan

3. Draft Spesifikasi
Teknis/ KAK

4. Harga Perkiraan/
RAB

KAK

3. Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

4. Rancangan Kontrak

Pengadaan (KAK,
Spesifikasi
Teknis, dan HPS
telah ditetapkan/
disahkan)

SOP Persiapan
Pengadaan dan
Persiapan
Pemilihan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

-193 -

harga

SOP Seleksi Prakualifikasi
Kualitas dan Biaya

Pelalsana Mutu Baku
hg m‘-f’fﬁ“ﬂ e PA/KPA PPK Kepala UKPBJ PZ?$ . ;“r::;‘é‘::n Peserta Kelengkapan | Waktu Output K”t"“m@“’..“ e
1 Melakukan upload Dokumen Dokumen persiapan 600 Dokumen persiapan | SOP Persiapan Pengadaan dan
Persiapan Pengadaan hasil reviu pengadaan hasil reviu menit pengadaan terupload |Pemilihan
persiapan pemilihan pada - pada SPSE
aplikasi SPSE
|
2 |Melakukan proses pemilihan 1. Dokumen Sesuai 1. Dokumen Hasil reviu persiapan pemilihan
penyedia pada aplikasi SPSE persiapan dengan |pemilihan terupload [terdiri:
berdgsa:kan hg.;xl reviu pengadaan metade pada SPSE . Settm'g draft persyaratan
persiapan pemilihan 3y F penyedia
terupload pada pemilihan |2. Berita acara
7 * Pengecekan file upload DPP
SPSE pemberian PPK (spesifikasi teknis/ KAK/
2. Dokumen penjelasan rancangan kontrak/ HPS)
pemilihan hasil 3. Adendum » Setting draft jadwal pemilihan
reviu dokumen pemilihan |= Upload file pdf dokumen
(iika ada) pemilihan pada SPSE
* Persetujuan pengumuman
» Melakukan seluruh tahapan
sesuai jadwal pada SPSE
Rincian prosedur diperdetail
pada SOP Tender
Pascakualifikasi Harga
Terendah Sistem Gugur dan
SOP Seleksi Prakualifikasi
Kualitas dan Biaya
3 |Pemasukan penawaran Penyedia Dokumen pemilihan Sesuai 1. Dokumen isian Rincian prosedur diperdetail
pada SPSE dengan kualifikasi elektronik |pada SOP Tender
metode 2. Dokumen Pascakualifikasi Harga
- pemilihan |penawaran teknis dan |Terendah Sistemn Gugur dan




-194 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pelaksana Mutu Baku
Kggagn PA/KPA -1 FPK Kepala UKPBJ .é?;?}i: ;inr:l:ha.nf Pe,serm K»é:le:ngkgpan _ :'W_?a_ku;r' b Output Releahaan
Melaksanakan prosedur 1. Dokumen isian Sesuai 1. Berita acara Rincian prosedur diperdetail
Pemilihan Penyedia [ L kualifikasi elektronik dengan  |evaluasi penawaran |[pada SOP Tender
; 2. Dokumen metode dan seluruh lampiran |Pascakualifikasi Harga
penawaran teknis dan| pemilihan |yang diperlukan Terendah Sistemn Gugur dan
harga 2. Berita acara SOP Seleksi Prakualifikasi
negosiasi teknis dan  |Kualitas dan Biaya
harga (jika ada)
3. Laporan hasil Prosedur sebagai berikut:
pemilihan * Melakukan Evaluasi
penawaran
* Melakukan Penetapan
pemenang
* Memberikan kesempatan
Sanggahan peserta
* Menyampaikan Laporan hasil
pemilihan kepada PPK dengan
tembusan Kepala UKPBJ
Menerima Laporan Hasil [ 1. Berita acara 1500 menit |1. Undangan reviu |Format 18a, 18b, 19, 20, 21,
Pem_il?'hrm, mengundang Pokja_ | evaluasi penawaran 2. Berita acara reviu |[dan 22
Pen'ullhfm. dan m'elakuka!n reviu: | din salirah laporan hasil
a. Apabila menerima hasil ; A
e . | lampiran yang pemilihan
pemilihan, maka proses selesai | :
dengan menerbitkan SPPBJ diperlukan G S‘urat [J‘t?lﬂiﬂkan
melalui SOP Pengelolaan Kontrak 2. Berita acara hasil pemilihan (jika
b. Apabila menolak hasil negosiasi teknis dan ada)
pemilihan, maka menyampaikan harga (jika ada)
ke Pokja Pemilihan Surat 3. Laporan hasil
Penolakan Hasil Pemilihan i (a) (b) pemilihan
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NOMOR SOP 2| Tahun 2024

TANGGAL PEMBUATAN 07 Oktober 2024

TANGGAL REVISI *

TANGGAL EFEKTIF Desember 2024

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL CARIAN DAN PERTOLONGAN

NIP. 196609241992031001

NAMA SOP TENDER PASCAKUALIFIKASI HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nas 1P ian dan Pertol n

4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4  Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Peny Standar Operasional Prosedur Ad
Pemenntahan

5 Peratran Lemb. Kebijakan Pengad Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

6 Peraturan Lemb Kebijakan Pengac B g/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah

7 Peraturan Lembags Kebijakan P i Barang/Jasa Pemnerintah Nomor 12 Tahun 2021 Ped Pelak Pengad Barang/Jasa Melalui Penyedia

8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagmmana telah diubah
dengan Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

9 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2014 g Ped Peny S0P Badan SAR Nasional

Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar / Level 1
Memiliki kompetensi Pemilihan Penyedia

Mampu menjalankan program Microsoft Office pada komputer

Mampu menjalankan berbagai aplikasi digital berbasis web atau deskiop

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 S0P Makro Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
2 S0P Mikro Tender Pascakualifikasi Harga Terendah Sistem Gugur

3 SOP Mikro Seleksi Prakualifikasi Kualitas dan Biaya

Peralatan:

Komputer, Scanner, Laptop, Printer, ATK, Jaringan Internet

Perlengkapan:

Dokumen Perencanaan Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

1. Bila SOF tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Laporan Kinerja tidak berjalan lancar.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan scbagai bentuk kegagalan yang
dipertanggungjawablan oleh pelaksana.

Disimpan sebagai data clektronik berupa scan pdf dan disimpan pada cloud file serta manual
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NOMOR SOP 27 Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN 07 Oktober 2024
TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF Desember 2024

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL DAN PERTOLONGAN

NIP. 196609241992031001

PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING JENIS PEKERJAAN

] P dan Pertol

dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nemor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan N
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

10 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

Nomor 8 Tahun 2020

FAMA GO KONSTRUKSI
DASAR HUKUM : i ~ |KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencanan dan Pertolongan Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar / Level 1
2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Memiliki kompetensi Pemilihan Penyedia
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mampu menjalankan program Microsoft Office pada komputer
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Op al Prosedur Administrasi Mampu menjalankan berbagai aplikasi digital berbasis web atau desktop
Pemerintahan
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang, Toke Daring dan Katalog Elektronik Memiliki kompetensi pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
6 Peraturan Lemt Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa
7 Peraturan L HKebijakan Pe d Barang/Jasa Pemermtah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barung/Jasa Pemenntah
8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ped Pelal P b Barang/.Jasa Melalui Penyedia
9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1

SOP Makro Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

2 SOP Mikro Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Peralatan:

Komputer, Scanner, Laptop, Printer, ATK, Jaringan Internet

Perlengkapan:

Dokumen Perencanaan Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen
Pengelolaan Kontrak Pengadaan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

1. Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Laporan Kinerja tidak berjalan lancar.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dibakukan dan ditetapkan

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Disimpan sebagai data elektronik berupa scan pdf dan disimpan pada cloud file serta manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

204 -

PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING JENIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan 3 L o i Keterangan
{ e Pengguna FPK Konsultan Penyedia Kelengkapan Waktu Output &
i
5 |Melakukan prosedur sebagai Dokumen penetapan 60 Dokumen SOP Kontrak

berikut:

a. menandatangani kontrak surat
pesanan

b. menyusun rencana mutu
pekerjaan konstruksi dengan
komitmen 3 titik kritis ketepatan
proses pelaksanaan kontrak dan
konsekuensi surat peringatan

c. melaksanakan seluruh ruang
lingkup pekerjaan berdasarkan

spesifikasi teknis hasil negosiasi
yang sudah disepakati

d. melaksanakan prosedur
dinamika berkontrak sesuai pada
SOP Pengelolaan kontrak

pelaku usaha,
spesifikasi teknis,
surat pesanan

menit |pengendalian kontrak
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING JENIS BARANG/JASA LAINNYA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ; : Keteran
i Pengguna PPK PP Penyedia Kelengkapan Waktu Qutput B
1 |Menyusun dokumen identifikasi Dokumen identifikasi 18000 |Dokumen SOP Perencanaan
kebutuhan pekerjaan kebutuhan menit |perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan
diusulkan kepada PPK
2 |Melakukan prosedur berikut: Dokumen 1500 Dokumen penetapan
a. Melakukan penetapan calon perencanaan menit |pelaku usaha,
pelaku usaha e-purchasing pengadaan spesifikasi teknis,

b. menetapkan spesifikasi teknis
e-purchasing

c. melakukan prosedur transaksi
aplikasi katalog elektronik
dengan metode negosiasi dan
menghasilkan spesifikasi teknis
hasil negosiasi (khusus transaksi
sampail dengan Rp200.000.000
dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan)

d. menandatangani kontrak
surat pesanan

surat pesanan
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PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING JENIS BARANG/JASA LAINNYA

Pelaksana Mutu Baku
i Sesiaiad Pengguna PPK PP Penyedia Kelengkapan Waktu Output Brtaxauesn
3 |Melakukan prosedur berikut: Dokumen penetapan Sesuai |Dokumen SOP Pengelolaan
a. menandatangani kontrak surat pelaku usaha, jangka [|pengendalian kontrak |Kontrak
pesanan spesifikasi teknis, waktu
b, melaksanakan seluruh ruang surat pesanan kontrak
lingkup pekerjaan berdasarkan
spesifikasi teknis hasil negosiasi -
yvang sudah disepakati
c. melaksanakan prosedur
dinamika berkontrak sesuai pada
SOFP Pengelolaan kontrak
4 |Melakukan prosedur Dokumen Sesuai |Dokumen SOP Pengelolaan
pengendalian kontrak ¥ pengendalian kontrak | jangka [pengendalian kontrak |Kontrak
waktu
kontrak
5 |Menjalankan prosedur serah Dokumen Sesuai |Dokumen serah SOP Pengelolaan
terima hasil pekerjaan sesuai pengendalian kontrak | jangka |terima hasil pekerjaan|Kontrak
SOP Pengelolaan Kontrak sampai waktu
kontralk

dengan pembayaran dan seluruh
ketentuan pasca kontrak
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REGISTRASI DAN VERIFIKASI PELAKU USAHA

Pelaksana Mutu Baku

He Reglatan Pelaku Usaha  |Petugas Registrasi]  Verifikator © Kelengkapan Waktu Output st gan

1 |Mempersiapkan dokumen Dokumen perizinan 60 1. Formulir
perizinan pelaku usaha, mengisi pelaku usaha menit |pendaftaran dan
formulir pendaftaran dan keikutsertaan
keikutsertaan, dan mendaftar . 2. Dokumen perizinan
secara mandiri pada aplikasi pelaku usaha
SPSE :

2 [Memeriksa permohonan 1. Formulir 15 1. Formulir
pendaftaran pada aplikasi SIKAP pendaftaran dan menit |pendaftaran dan
a, Jika pelaku usaha masuk ke keikutsertaan keikutsertaan
dalam daftar hitam pada portal 2 (a) 2. Dokumen perizinan 2. Dokumen perizinan
inaproec, maka menyampaikan pelaku usaha pelaku usaha
melalui aplikasi pada pelaku
usaha terkait proses pendaftaran
yvang bersangkutan tidak dapat
dilanjutkan (b)
b. Jika tidak masuk daftar hitam,
maka proses pendaftaran
dilanjutkan ke tahap verifikasi

3 |Memverifikasi dokumen perizinan 1. Formulir 30 Formulir ceklist

Pelaku Usaha (asli dan salinan)
a. Jika tidak sesuai maka proses
registrasi dihentikan

b. Jika sesuai maka verifikator
melakukan proses verifikasi

pendaftaran dan
keikutsertaan

2. Dokumen perizinan
pelaku usaha

menit |kelengkapan dokumen
perizinan Pelaku

Usaha
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NOMOR SOP 25§ Tahun 2024

TANGGAL PEMBUATAN 07 Oktober 2024

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF Desember 2024

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL AN DAN PERTOLONGAN

Dr. Abdul H
NIP. 196609241992031001

NAMA SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

DASAR HUKUM :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: mampu melakukan pengolahan dan analisa data penyedia
serta memberikan usulan penyedia vang sesuai kualifikasi berdasarkan basis data vang telah diolah dan dianalisa

2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarnian dan Pertolongan
sebelumnya
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 3 7 "
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen: mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 g Pedoman Pery Standar Operasional Prosedur Administrasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: mampu memberikan disposisi penugasan terhadap paket
Pemerintahan pengadaan yang memerlukan analisis ketersediaan pelaku usaha
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Unit Kerja Pengad g/ Jasa Pokja Pemilihan: mampu mendokumentasikan dokumen pemilihan dan mengisi formulir identitas penyedia
barang/jasa
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemeruntah
7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengad Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Ped Pelal Pengadaan Barang/.Jasa Melalui Penyedia
8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertol bag; telah diubah
dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nemor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomer & Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencanan dan Pertelongan
0  Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PE.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
KETERKAITAN: e = : T PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Makro Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa Peralatan :
Komputer, Scanner, Laptop, Printer, ATK, Jaringan Internet
2 SOP Perencanaan Pengadaan Perlengkapan :
L Dokumen Perencanaan Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen
3 S0P Persiapan Pengadaan Pengelolaan Kontrak Pengadaan
4 SOP Pemilihan Penyedia
5 S0P Pengelolaan Kontrak Pengadaan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

1. Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Laporan Kinerja ini tidak berjalan lancar.

2, Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dibakukan dan ditetapkan

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagar bentuk kegagalan yang
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Disimpan sebagai data elektronik berupa scan pdf dan disimpan pada cloud file serta manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

2214 -

: Pelaksana "Mutu Baku
Pe Kpeon PA/KPA PPBJ Kelg:;?; :{:qa PPK Kelengkapan Waktu Output EStemmogan
4 |Melakukan pengolahan data, Formulir identitas 6000 |Formulir Identifikasi |Format 2 dan format 3
analisis, kajian terkait penyedia, dokumen menit |Ketersediaan Pelaku
ketersediaan pelaku usaha dan pemilihan Usaha, Formulir
analisis pasar berdasarkan ldentitas Penyedia,
dokumen RFI , hasil identifikasi Dokumen RFI
komoditas barang/jasa pada
dokumen pemilihan (spesifikasi
teknis/KAK]), data kualifikasi
pemenang tender/seleksi dan
cadangan pemenangnya, serta
mengidentifikasi klasifikasi KBKI
untuk perizinian usaha dan KBLI
untuk pengalaman pekerjaan
5 |Laporan Analisis Ketersediaan Formulir ldentifikasi 1500 |Laporan hasil Format 3 sampai
Ketersediaan Pelaku menit |ketersediaan pelaku |Format9

Pelaku Usaha kepada Pejabat
Pembuat Komitmen sebagai
dasar untuk menyusunan
spesifikasi teknis/KAK pada
dokumen perencanaan
pengadaan

Usaha, Formulir
Identitas Penyedia,
Dokumen RFI

usaha,
BA Procurement RFI
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksana “Muru Baku
__ Kepala Biro = [
No Kegiatan Koordinator s Ll Pelaksana Rencana Hubungan > p : S b Keterangan
. _ Pengeloland Restio - Pemxlﬁ( _}:"t_esukp_- Kepala ._UK.PB.. J Alksi | Masyarakat dan | E{elengkgpm}: - Waltu Output
_ i i . S |
1 |Mempersiapkan seluruh Surat tugas, Daftar 600 |Formulir identifikasi|Format 1 sampai 5
instrumen dokumen pustaka risiko menit |risiko, Bukti risiko
pengelolaan risiko untuk di -
diseminasikan kepada pemilik
risiko dan pelaksanan
rencana aksi
2 IMelakukan Prosedur Formulir identifikasi| 1500 |Formulir identifikasi|Format 1 sampai 5
risiko, Bukti risiko menit [risiko, Formulir

penanganan Resiko

a.Jika perlu ditangani lebih
lanjut maka akan disusun
rencana penanganannya
dengan menetapkan peringkat
risiko, skala prioritas
penanganan dan analisis
penyebab dan Menyusun
rencana penanganan atas
setiap risiko sesuai dengan
skala prioritas dan penyebab
b.Jika tidak perlu ditangani
karena masuk ke batas yang
dapat ditolerir maka
didokumentasikan dan selesai

bukti risiko,
Formulir identifikasi
dan analisis risiko,
Formulir
penanganan risiko

Melakukan prosedur sebagai berikut:
* Mendapatkan penugasan
pelaksanaan target kinerja (tujuan
strategis), program kerja (tupoksi),
paket pengadaan ataupun penugasan
khusus (proses)

* Melakukan identifikasi risiko awal
beserta informasi lainnya sesuai
dengan penugasan

* Melakukan analisis risiko (inherent
ataupun residual) atas setiap potensi
risiko yang telah diidentifikasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

Felaksana Mutu Baku
; e Kepala Biro i
No . Kegiatan Koordinator i 1 Pelaksana Rencana e : Y
: e : HOEUIHION. Pemilik Resik Kepala U ‘ s i : Kelengkapan Waktu Output
: Pengelolaan Resiko. Pl S e o UKPBJ : Aksi SRR s _5P !
3 |Melaksanakan eksekusi atas Formulir identifikasi| 300 |Formulir Format 5 dan 6
setiap rencana penanganan risiko, Formulir menit |penanganan risiko
& bukti risiko,
Formulir identifikasi
dan analisis risiko,
Formulir
penanganan risiko
4 |Membantu pemilik risiko Formulir 1800 |Formulir Format 5 dan 6
menindaklanjuti rencana penanganan risiko menit |penanganan risiko
penanganan dan rencana aksi - update
5 |Melakukan prosedur sebagai Formulir 1500 |Formulir Format 5 dan 6
penanganan risiko menit |penanganan risiko

berikut:

» Melakukan analisis risiko
ulang setelah dilakukan
penanganan dan Menjalankan
rencana aksi bersama
pelaksana lainnya

* Menyusun dan
menyampaikan laporan atas
setiap aktifitas dalam
pengelolaan risiko

update
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksana Mutu Baku
; -- Kepala Biro _
i Kemm é@:;ﬁ:;ag:ﬂg  PemilikResiko |  Kepala UKPBJ Pems‘x;sfmcma o Ma}s{;‘_’f‘?’.gﬁm Kelengkapan Output
S L E - Usum
6 |Melakukan analisis dan Formulir identifikasi| 600 |Berita acara Format 22, 23, dan 24
konsolidasi laporan dan analisis risiko menit |pembahasan
pengelolaan risiko, dengan ) dan Formulir penolakan hasil
ketentuan: (b) penangangan risiko pemilihan
a.Jika tidak perlu dieskalasi update
namun perlu dilanjutkan
pengelolaannya sampai dapat (c]
dinyatakan selesai
b.Jika perlu dieskalasi ke (a)
Kepala Biro Umum untuk
mendapat keputusan
c.Jika tidak perlu dieskalasi
dan status risiko dapat
ditolerir
7 |Membantu pemilik risiko Berita acara 1500 |Berita acara Format 25 dan 26
untuk menindaklanjuti pembahasan menit |pembahasan
penangangan risiko dan penolakan hasil keputusan final
rencana aksi sampai dengan pemilihan dan hasil pemilihan
selesai surat permintaan
keputusan final
pemilihan penyedia
8 |Melakukan analisis atas Formulir identifikasi] 900 |Formulir Format 5, 6
dan analisis risiko menit |penanganan risiko

pengajuan eskalasi, dengan
ketentuan:

a.Jika perlu penanganan
lanjutan oleh pemilik risiko
b.Jika status risiko dapat
ditolerir

(b)
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NOMOR SOP 23 Tahun 2024
TANGGAL PEMBUATAN 07 Oktober 2024
TANGGAL REVISI F
TANGGAL EFEKTIF Desember 2024
DISAHKAN OLEH SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN NASIONAL DAN PERTOLONGAN
SEKRETARIAT UTAMA s
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM Dr. Abdul Haris*A¢hadi. S.H.. DESS.
NIP. 196609241992031001
NAMA SOP PENGELOLAAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
2 Peraturan Presitden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahsan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Lembagsa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

w

6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
& Peraturan Badan Nasiona! Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

9 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional

Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1
Memiliki kompetensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Memiliki kompetensi Pemilihan Penyedia

Memiliki kompetensi Pengelolaan Kentrak Pengadaan Barang/Jasa

T & T i i e o ;

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 SOP. Makro Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
2 SOP Perencanaan Pengadaan

SOP Persiapan Pengadaan
SOP Pemiliban Penyedia
5 S0P Pengelolaan Kontrak Pengadaan

3
4

Peralatan:

Komputer, Scanner, Laptop, Printer, ATK, Jaringan Internet

Perlengkapan:

Dokumen Perencanaan Pengadaan, Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen Pemilihan Penyedia, Dokumen
Pengelolaan Kontrak Pengadaan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

1. Bila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Laporan Kinerja tidak berjalan lancar.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas yang telah dibakukan dan ditetapkan

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan scbagai bentuk kegagalan yang
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Disimpan scbagai data elektronik berupa scan pdf dan disimpan pada cloud file serta manual
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Barang/Jasa

Rencana Strategis
(Renstra),
Perencanaan kinerja
tahun sebelumnya,
Laporan kinerja
pengadaan tahun

Pengadaan, Usulan
surat edaran
implementasi
pengelolaan kinerja

_ Pelaksana Mutu Baku
o s Knar%g::?; 3 Tim Pengumpul |  Tim Pengolah ‘Responden Kelengkapan Walktu Quiput P
1 [|Mengkoordinasikan prosedur RPJM, RKP, Arahan 6000 Dokumen Format 1, 2, dan 3
pengelolaan kinerja pengadaan prioritas pimpinarn, menit  |Perencanaan Kinerja

a.Menerima penugasan dari Ketua Tim
Kematangan UKPBJ

b. Mendefinisikan tujuan pengadaan dan area
strategis

c. Menetapkan indikator dan atributnya per
area strategis dan Menyusun usulan baseline
dan target kinerja

sebelumnya d. Menyvusun rencana aksi untuk setiap
indikator
e. Melakukan presentasi Dokumen
Perencanaan Kinerja dan permohonan
persetujuan ketua tim pengelola kematangan

"""""" UKPBJ sampai mendapatkan persetujuan
Dokumen Perencanaan Kinerja
2 |Menerima sosialisasi, penjelasan Dokumen 900  |Dokumen o
teknik survei dan seluruh Perencanaan Kinerja menit perencanaan kinerja
Pengadaan, Usulan tersosialisasi

mekanisme survei pengumpulan
data kinerja dari Koordinator Tim
Pengelola Kinerja Pengadaan

surat edaran
implementasi
pengelolaan kinerja
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA

L Pelaksana Mutu Baku ;
R Kﬁg_i_atan- ..Koormi?; e Tim Pei;gllm};ul Tim Pengolah Responden Keh’:n_gkapan Wak'tl,;_ Output Hetetareon
3 |Menerima sosialisasi, penjelasan Dokumen 900 Dokumen
teknik survei dan seluruh Perencanaan Kinerja menit perencanaan kinerja
: ; Pengadaan tersosialisasi
mekanisme survel pengumpulan
data kinerja dari Koordinator Tim
Pengelola Kinerja Pengadaan
4 |Melakukan implementasi Dokumen Selama |Formulir isian data |Melakukan prosedur sebagai berikut:
pengelolaan kinerja perencanaan kinerja| tahun [kinerja utama terisi |* menerima sosialisasi implementasi
anggaran pengelolaan kinerja bersama tim
pengelola kinerja pengadaan dan
responden penerima layanan hasil
: pengelolaan kinerja
- * melaksanakan proses dan rencana
aksi kinerja sampai dengan selesainya
tahun anggaran
5. |Melakukan proses pengumpulan Formulir isian data 6000 |Formulir isian data |Format 4 sampai dengan Format 14

data kinerja yang disebut sebagai
Surve: Teknis

kinerja

menit

kinerja utama
terupdate
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA

.N_ﬂ

Pelaksana

i '.'Keter'angem

Kepiatan i G 7 5 . -
; 5 Kon;%;i:;: P Tim Pengumpul Tim Pengolah Responden Kelengkapan .. Output
6 |Melaksanakan proses pengelolaan Formulir isian data 9000 |Formulir isian data |Format 4 sampai dengan Format 14
kinerja dan menyusun laporan kinerja utama, menit |kinerja utama, Melakukan prosedur sebagai berikut:
Formulir evaluasi Formulir evaluasi |° M¢lakukan proses pengolahan data
BN ; : : ; kinerja yang disebut sebagai Survei
kinerja penyedia, kinerja penyedia, K
: A : ] {epuasan Pelanggan
Ff)rmuhr evaluasi Formulir evaluasi + Melakukan analisis, rekomendasi
kinerja Pokja kinerja Pokja perbaikan
terupdate + Menyvusun laporan kinerja pengadaan
+ Menyusun Dashboard penilaian kinerja
pengadaan
» Menyampaikan draft laporan kepada
Koordinator tim kinerja
7 |Melakukan presentasi Laporan Formulir isian data 3000 |Laporan evaluasi Format 15 dan Format 16
kinerja utama, menit |kinerja pengadaan,

Kinerja Pengadaan kepada Kepala
UKPBJ dan pimpinan dengan
memaparkan Dashboad Hasil
Penilaian Kinerja, Rekomendasi,
dan rencana kinerja pengadaan
tahun berikutnya untuk
mendapatkan persetujuan
rekomendasi perbaikan, dengan
ketentuan:

a. Apabila seluruh laporan
diterima maka proses selesai

b. Apabila laporan memerlukan
perbaikan maka dikembalikan
kepada tim pengolah untuk
dilakukan perbaikan

Formulir evaluasi
kinerja penyedia,
Formulir evaluasi
kinerja Polja
terupdate

Dashboard status
nilai indikator
kinerja pengadaan




